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Menimbang

SALINAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR ¢ TAHUN 2022

TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Keuangan Negara (Lembaran Negara

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Republik
Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem  Perencanaan Pembangunan

Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 4438);

Indonesia




Undang—Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang

- Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi

Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia

- -Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran
~ Negara Republik Indonesia Nomor 4932); :

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teﬁtang

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik

~ Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

~ sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir

dengan 'Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
. Nomor 6573), '

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

-~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- Nomor 5533) -sebagaimana  telah diubah dengan
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun

2020(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tenténg '

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indone51a

: Nomor 6322);

10.

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik

: Daerah (Berita Negara Repubhk Indonesia Tahun
- 2016 Nomor 547),

11.

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 77 Tahun

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

12.

Daerah (Berita Negara Repubhk Indonesia Tahun

2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Pﬁngsewu Nomor ‘_16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

- Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran

Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

- Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2020

13;

{Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun
2016 Nomor 1); _ . :

Peraturan Daerah Kabupaten Prmgsewu Nomor 9

- Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang

Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16),



Dengan Pcrsetu_]uan Bersama . - "

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU '

dan
BUPATI PRINGSEWU

- MEMUTUSKAN:

‘Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG- POKOK-POKOK
| - PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. = |

. BABI :
- KETENTUAN UMUM

Pasal 1

r\-'Dalam Peraturan Daerah ini yang dlmaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.

- 2. ‘Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan -
-~ pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan -
 Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan o
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas
- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan -
~ Republik™ Indonesia sebagaimana -~ dimaksud dalam =
Undang-Undang Dasar Negara Repubhk Indonema' :
Tahun 1945. :

. 3. 'Pemermtah Daerah adalah Bupatx sebagal unsur -
' pcnyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin =
pelaksanaan - urusan pemcnntahan yang menjadz )
. kewenangan daerah otonom. . - -

" 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ‘yang selanjutnya .
- disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat -
~ daerah  yang  berkedudukan sebagai unsur .
penyelenggara pemermtahan daerah : -

5. Bupati adalah Bupatl Pringsewu.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
"~ . disingkat  SKPD adalah unsur Pembantu Kepala = -
~ 'Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan’

“ Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan -

: Daerah yang dapat dinilai dengan uang didalamnya
- segala bentuk kekayaan yang berhubungan dcngan-

| ~hak dan kewa_]lban daerah tersebut . ‘{ -

W W w



'-Pcngelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan _

- kegiatan yang meliputi- perencanaan, penganggaran,
- pelaksanaan, penatausahaan, pertanggun’awaban

‘dan pengawasan keuangan daerah.

‘Anggaran = Pendapatan  dan Belanja Daerah ST
- selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan i
‘tahunan pemerintahan "daerah yang dibahas - dan 7
_ disetujui bersama - oleh = Pemerintah . Kabupaten
"~ - Pringsewu dan DPRD - dan dltetapkan dengan'

- Peraturan Daerah

10.

12.

Penenmaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas . -
- Daerah :

1 1._Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dan Kas .

Daerah.

Pendapatan Dacrah adalah  hak Pemermtah o

~ Kabupaten Pringsewu yang diakui sebagai penambah

13.

nilai kekayaan ber31h dalam penodc tahun anggaran '
_berkenaan :

Dana Bag1 Hasﬂ yang selan_]utnya dlsmgkat DBH B

. . adalah dana  yang - bersumber ‘dari . pendapatan

- tertentu APBN.yang dialokasikan kepada ‘Daerah
~ penghasil berdasarkan angka persentase - tertentu -~

~ .dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan
- keuangan antara Pemerintah Pusat dan Dacrah

14.

Dana Alokasi Umum yang selan_;utnya dlSmgkat DAU -

adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

yang dialokasikan dengan - tujuan pemerataan

. kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai

15,

kebutuhan Daerah dalam rarigka pelaksanaan

‘Desentralisasi. - o
Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya dlsmgkat DAK[ -

adalah dana yang bersumber dari pendapatan-APBN

" tujuan untuk membantu mendanai keglatan khusus

yang merupakan Urusan Pemerintahan yang men_]adl

o kewenangan Daerah.

16.

17

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemermtah‘ A
Kabupaten Pringsewu yang diakui sebagai pengurang
-nilai kekayaan bersxh dalam perxode tahun anggaran
‘berkenaan. :

Pcmbxayaan Daerah adalah semua penenmaan yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang

‘akan diterima kembali, baik pada‘ tahun anggaran. :

. yang berkenaan - “maupun pada tahun anggaran
benkutnya : :

- 18.

Pinjaman - ‘daerah scmu'é transaksi ‘yang L
-rnengaklbatkan daerah menerima se]umlah uang atau
' - menerima manfaat yang bernilai uang dari- pihak lain -

- 7 -'kembah

~.sehingga daerah dlbebam kcwajlban untuk membaya%

N e T ATAA
SN Aot

yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan - L



19.

20.

Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar

Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan/atau kewajiban
Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang dapat dinilai
dengan uang berdasarkan peraturan perundang-

undangan, - peljanjlan, atau berdasarkan sebab'_}_ ‘

lainnya yang sah

Pemberian Pinjaman Daerah adala.h bentuk investasi -
Pemerintah Kabupaten Pringsewu pada Pemerintah

Pusat, Badan- Layanan . Umum Daerah milik :' .

Pemerintah - Kabupaten Pringsewu lainnya, Badan -

Usaha . Milik Negara, Badan  Usaha Milik Daerah, N

Koperasi, dan Masyarakat dengan hak memperoleh _

| 7 bunga dan pengembahan pokok pinjaman. -

- 21

22.

Dana Cadangan adalah dana yang d1s1s1hkan untuk' o
~mendanai. kebutuhan pembangunan prasarana dan -

sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam
satu tahun anggaran. o

Beban adalah -penurunan manfaat ekon0m1 atau

potensi jasa ‘dalam periode pelaporan yang -

_ menurunkan ekultas atau nilai kekayaan bersih yang -

23,
- . yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen

24.

- 25.

dapat berupa pengeluaran atau konsumsz aset atau[ |
tlmbulnya kewajiban.

Rencana Pcmbangunan Jangka Menengah Daerah -

perencanaan Daerah untuk periode 5 (11ma) tahun.

Rencana Kerja Pemermtah Kabupaten Prmgsewu yang e

selanjutnya  disingkat RKPD adalah- dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. '

Kebljakan Umum APBD yang, selan_,utnya_ dlslngkat-”i ,,
'KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang

- pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi _' _

" 26.

- 27.

yang mendasarinya untuk peridde 1 (satu) tahun »

Prioritas dan - Plafon Anggaran Sementara yang -
selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas -
dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan

‘kepada Perangkat Daerah untuk setiap program

sebagai acuan dalam penyusunan RKA- SKPD sebelum
disepakati dengan DPRD. - - - '

Rencana Ker]a dan Anggaran Perangkat Daerah yang .. -

selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen -
yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD
atau dokumen yang memuat rencana pendapatan,

belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan

_ sebaga: dasar | penyusunan APBD

fungsi bendahara umum -daerah yang dlgunz':\kau‘;x1

P T T,



- 28.

Kerangka Pengeluaran Jahgka Meﬁ'éxi.g—ah adalah .
pendekatan penganggaran berdasarkan - kebuakan

 dengan pengambllan keputusan' terhadap kebijakan

" tahun anggaran dan mempertimbangkan m'lphkasx; o
_ biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada - -

29, |
. bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan - -
dengan menggtmaka.n sumber daya yang dlsedlakan IR

30

- personil (sumber daya manusia), barang modal ..
termasuk - peralatan dan teknologi, dana atau ...

" daya termasuk sebagai masukan (inpuf) -untuk -
rnenghasﬂkan pengeluaran (output) dalam bcntuk -
. barang/ jasa. -

31.

32,

tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu-

tahun berxkutnya yang dltuangkan dalam praklraan., -

-maju.

Prograrn adala.h penjabaran - kebijakan SKPD dalam |

untuk mencapa1 -hasil yang, terukur sesuai dengan_
misi SKPD. : . :

Kegiatan adalah bagian dan program 1 “yang I
dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja-pada

SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur

pada suatu program dan- terdiri dari sekumpulan o

tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa’

kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber

Kegiatan Tahun Jamak’ adalah keglatan yang

dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari . -
1 (satu) tahun anggaran yang pekeljaannya dllakukan' S

meialm kontrak tahun Jamak

M_Keluaran (output) adalah barang atau. jasa yang -_i .
-dihasilkan oleh kcglatan yang dilaksanakan untuk - © -
mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program T

“dan kebijakan.

33.
" mencerminkan . berfungsinya keluaran- dari- keglatan— :

Hasil (outcome) - ada.lah' “segala sesuatu yang

. kegiatan dalam satu program.

34,
S 3s,

36.

‘Sasaran (target) adalah hasil yang dlharapkan darl' o r-
- suatu program atau kcluaran yang dlharapkan dari =~
‘suatu kegiatan. : -

Kmexja adalah keluaran/ hasil dari kegxatan/ program

yang akan- atau .telah dicapai sehubungan dengan -

penggunaan anggaran dengan kuantltas dan kuahtas_ B
yang terukur.. - : R

Kas Umum Daerah ada.lah tempat peny:lmpanan uang -
‘daerah - yang- d1tentukan oleh Bupati. untuk .

menampung- ‘semua penenmaan daerah ‘dan P
d1gunakan untuk membayar seluruh pengelua:an v
daerah ] S _ cﬁ



- 37.

- digunakan untuk membayar  seluruh pengeluaran‘ :

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati
untuk menampung seluruh penerimaan daerah yang

_daerah pada Bank yang ditetapkan.

38.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang .
_selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah’ dokumen

yang memuat pendapatan, belanja dan . pembiayaan

- yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran
. oleh pengguna anggaran B

39,

Pcmbayaran Langsung yang selanjutnya dxsmgkat LS
adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara
pengeluaran/ penerima hak ‘lainnya atas dasar

- perjanjian kerja, surat tugas dan/atau surat perintah

40,

- 41. o
" 8PD adalah dokumen yang menyatakan: tersedlanyax .
dana untuk melaksanakan keglatan sebagal dasar.'- '

42,

- Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan .

43

_kerja. lainnya -melatui penerb1tan surat perintah e
-membayar langsung ‘

Tambahan Uang Persedlaan yang selanjutnya disebut
TU  adalah tambahan uang . muka yang diberikan
kepada bendahara - pengeluaran/bendahara

-pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran
atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari .
Uang Persedlaan dengan batas waktu dalam l(satu) -

bulan. _
Surat Pcnyedlaan Dana yang selan;utnya dlsmgkat

pengeluaran SPP

Surat Permintaan Pembayaran yang selan_]utnya )
disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh

kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan :
permintaan pembayaran

Uang Persediaan yang selan_;utnya dlsmgkat UP

adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang
diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk .

. membiayai Kkegiatan operasional pada  perangkat

44. .
_"selan_]utnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang -

daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau

untuk membiayai pengeluaran. yang menurut sifat dan .-~ - -

tujuannya tidak mungkin dllakukan 'melalul
mekanisme pembayaran langsung. '

Surat Permintaan Pembayaran Uang Persedlaan yang -

© diajukan oleh” Bendahara Pengeluaran untuk

permintaan uang muka kexja yang bersifat pengisian -

kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan ‘

_pembayaran langsung (LS).

45,

Surat Permmtaan Pembayaran Gant1 Uang Persedlaan o |

yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen

yang diajukan oleh- Bendahara Pengeluaran untuk |
pengganti uang persedian yang tidak dapat dilakuk
dengan pembayaran langsung (LS) :



4.

Surat Permmtaan Pembayaran Tambahan Uang

- Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU" adalah

" dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
" untuk permintaan tambahan uang persedlaan guna

melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak

o langsung dan uang persedxaan

47,

_Surat Permmtaan Pembayarah Tambahan Uang”
~Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah
* dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran

~ untuk permintaan tambahan uang persediaan guna

48,

. me]aksanakan keglatan SKPD yang bersifat mendesak - -
dan -tidak . dapat dlgunakan ‘untuk pembayaran Coo

langsung dan uang persediaan.

. Surat ‘Perintah Membayar yang selan_]utnya dlsmgkat
SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan

oleh. pengguna ‘anggaran/kuasa- pengguna anggaran
untuk penerbitan Surat Permtah Pencan'an Dana atas

a _beban pengeluaran DPA-SKPD.
49,

Surat * Perintah . Membayar Uang Persedlaan -yang
selanjutnya dzsmgkat SPM-UP._adalah dokumen yang

- anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan

“-Dana. atas beban - pengeluaran DPA-SKPD ' yang
. dipergunakan sebaga1 Uang Pcrsedlaan Suntuk -

" mendanai keglatan

S0.

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persedxaan yang'
selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang

 diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna

anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan - .

“'Dana atas beban- pengeluaran DPA-SKPD .yang
~dananya dipergunakan untuk menggantl uang

51.
- yang selanjutnya. disingkat SPM-TU adalah dokumen
. yang. diterbitkan " oleh pengguna anggaran/ kuasa -

persediaan yang telah dibelanjakan.

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persedlaan

. _pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah
~ . Pencairan Dana_atas beban pengeluaran’ DPA-SKPD
o karena kebutuhan melebihi dari jumlah batas pagu =~
J uang perscdlaan yang telah dltetapkan sesual dengan
- kebutuhan.

52

dlpergunakan -untuk - penerbitan - surat “perintah |
pencairan dana- ‘atas beban pengeluaran DPA-SKPD '
S Vkepada pihak kctxga : '
- 53,

""d_Jsmgkat SP2D adalah dokumen yang digunakan -

Surat Penntah Membayar langsung yang selanjutnya _

dlsmgkat ‘SPM-LS adalah- - dokumen  yang

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya

-_sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD yang

- ‘berdasarkan SPM. -

- dan tidak dapat- digunakan untuk pembayaran N

diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna o

. diterbitkan - oleh  Bendahara .- Umum _Daerah C{ L



54.

Ba.rang Milik Daerah yang sclan_]utnya d1smgkat BMD

‘adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas

. beban APBD atau berasal dari perolehan lamnya yang

55.

sah.

Sisa Lebih Pcrhxtungan Anggaran yang selan_]utnya
disebut SILPA adalah selisih lebih - realisasi

- penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu

56.

7.
~ 58.

- §9.
- pemerintahan yang menjadi hak dan kewa_]lban setiap

'penode anggaran.

Piutang Daerah: adalah Jurnlah ‘uang yang wa_]lb
dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Pringsewu
dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang
dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian
atau  akibat - lainnya berdasarkan peraturan

_perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda
adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu.

Peraturan Bupatl yang selanjutnya disebut Perbup
adalah Peraturan Bupati Kabupaten Pnngsewu

Urusan pemenntahan - adalah - fungsi-fungsi

K tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk

60.

61.
- Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah

‘mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang

menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi,
melayani, memberdayakandan mensejahterakan
masyarakat. : S '

Urusan Pefneﬁntahan WaJiB adalah  Urusan
Pemerintahan yang wajib dlselenggarakan oleh semua
Daerah.

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan -

 sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

62,

63.

Pelayanan Dasar adalah pelayanan pubhk untuk
memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
Standar Pelayanan Minimal' adalah ketentuan
mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang
merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak
diperoleh setiap warga negara secara minimal.

.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya

disingkat BLUD adalah SKPD/Unit Kerja pada SKPD
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang

‘dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
- masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau Jasa

yang dijual  tanpa mengutamakan = mencari

keuntungan ' dan dalam melakukan kegiatannya

65.
“selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang
‘Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten

didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang

Pringsewu yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan
Daerah



66 Unit = SKPD - adalah bag'lan”. dari - SKP'D” yang
, melaksanakan satu atau beberapa program. '

67. Pengguna Anggaran yang selanjutnya dlsmgkat PA -

adalah pejabat pemegang kewenangan  pengguna -~
-anggaran untuk - melaksanakan tugas pokok dan
fungs1 SKPD yang d1p1mp1nnya. :

68. Kuasa Pengguna Anggaran yang selan_]utnya dlsmgkat '
- KPA adalah ‘pejabat yang diberi kuasa untuk -
‘melaksanakan sebagian kewcnangan “pengguna
~anggaran dalam melaksanakan sebaglan tugas dan

fungsi SKPD. .-

69. 1 Tim Anggaran Pemenntah Kabupaten Pnngsewu yang .
;selanjutnya disingkat TAPD adalah yang mempunyai . -

~ tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan

© "Bupatl dalam rangka penyusunan APBD. o

70. Pejabat Pengelolaan ' Keuangan Daerah yang'; s
_ selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan =

- Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selan_]utnya

| -disingkat - Kepala SKPKD. yang ‘mempunyai tugas - e

4_' ‘'melaksanakan ~ pengelolaan - APBD dan bcrtmdak
' -sebagal Bendahara Umum Daerah S

71. Bcndahara Umum Daerah yang sela.njutnya dlsmgkat o
- BUD adalah ‘PPKD " yang bertindak da_lam kapasuas N
~ sebagai Bendahara Umum Daerah :

72. Kuasa BUD adalah pejabat yang dlben kuasa untuk
' melaksanakan tugas BUD., . -

73. Pe_]abat Pelaksana Teknis Keg;latan yang. selanjutnya

- disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD = =~ ,
- yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari . -~

~ suatu program yang sesuai dengan bidang tugasnya '

74. Pejabat‘ Penatausahaan Keuangan SKPD yang S

- selanjutnya dlsmgkat PPK-SKPD adalah pejabat yang -
melaksanakan fungm tata usaha keuangan pada -
- - SKPD. h

75. Bendahara Penenmaan adalah Pe_]abat yang dltun_]uk o
" untuk® menerima, menyimpan, menyetorkan -
- menatausahakan dan , mempertanggun’awabkan.

‘uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan o

APBD pada SKPD.
76. Bendahara Pengeluaran adalah pe_;abat yang dltunjuk B
' menerima, - . - menyimpan, - - membayarkan,

menatausahakan ~ dan mempertangglm’awabkan o
-uang untuk kcperluan belanja daerah dalam rangka o
pclaksanaan APBD pada SKPD. ' i ﬂ(



84. Hari adalah han kexja

- 77. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN

adalah Pegawai. Negeri Sipil dan pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat

" Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan' pemerintahan -atau diserahi tugas negara
lainnya dan dlga_u berdasarkan peraturan perundang—
undangan ‘ _

- 78. Badan Usaha Mlhk Daerah yang selanjutnya dlsmgkat-

BUMD adalah -badan usaha yang seluruh atau
~sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

79. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas
 yang bersumber dari penggunaan dan perkiraan arus
~ kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang
cukup guna mendanai pelaksanaan keglatan dalam -
setiap penode ' , '

80. Standar Akuntansi Pemenntahan yang selan_]utnya |

disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
" diterapkan dalam menyusun dan menya_]lkan laporan
-keuangan pemermtah .

81. Kebl_]akan _ Akuntan31 _Pcmerintah - Kabupaten :
~ Pringsewu- adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar,
- konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik

o spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten

-Pringsewu sebagai pedoman dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten -
- Pringsewu untuk memenuhi kebutuhan pengguna -
laporan keuangan dalam  rangka meningkatkan .

" keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran,
antar penode maupun antar entitas.

82. Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pnngsewu

" adalah rangkalan  sistematik. dari prosedur,

. penyelenggara, peralatan dan. elemen lain . untuk
mewu_]udkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi
sarnpau dengan pelaporan keuangan di. hngkungan-

" organisasi pemerintahan daerah. = -

- 83.Bagan Akun Standar yang selan_;utnya dlsmgkat BAS

_adalah daftar -kodefikasi dan klasifikasi terkait =

 transaksi keuangan yang disusun secara sistematis -

sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan
pelaporan  keuangan = Pemerintah  Kabupaten -
Pnngscwu SR : '

- - BABI
MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Maksud dlsusunnya Peraturan Daerah ini adalah menjadl

berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah

. pedoman- setiap kebijakan atau Peraturan Bupat1 yang ﬂ |



| Pasa13

'I‘u_luan dlsusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk
‘mengatur pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dacrah
berupa ST S
a. perencanaan;
b. penganggaran; .
~.c. penatausahaan; .
d. akuntansi dan pelaporan;
e. pertanggun'awaban, dan
£ pengawasan keuangan

' Pasal 4

Ruang Llngkup Peraturan Daerah 1m adalah
keuangan daerah; ' .
_pengelolaan keuangan daerah

APBD;

penyusunan rancangan APBD;
' penetapan APBD;

pelaksanaan dan penatausahaan

laporan realisasi - semester. pertama APBD “dan
_perubahan APBD; _ : -
akuntansi dan - pelaporan keuangan Pemen.ntah
Kabupaten Pnngsewu, ) - _
penyusunan - rancangan - pertanggun.awaban

~ pelaksanaan APBD B

j- kekayaan daerah dan utang daerah

k BLUD;

1. - penyelesaian kcruglan keuangan dacrah
‘m. Informasi keuangan dacrah;
 n. pembinaan dan pengawasan; dan
o ketentuan pcnutup o

=2 'jqo,i-mfp*-n o P

e

. BABIN -
- KEUANGAN DAERAH
Pasal S

Keuangan Daerah mehputl

- a. hak daerah untuk meniungut pa_]ak daerah dan IR .

. -retribusi daerah serta melakukan pinjaman; |
b.. kewajlban daerah untuk menyelenggarakan - Urusan -
~Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan plhak

_ket:ga, Cor B
penerimaan daerah
.. pengeluaran daerah . L
e. kekayaan daerah yang dlkelola sendm atau oleh p1hak_
~ lain berupa uang, surat berharga, piutang,-barang,
~serta hak: lain yang dapat - dinilai dengan uang,

a0

termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau- -

“f. _kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh daerah dalam -
-. rangka penyelenggaraan’ tugas Pernenntahan Daerah
: dan/ atau kepenungan umum. - 4.



Pasal 6

(1) Pengelolaan Kcuangan Daerah dilakukan = secara

tertib, -efisien, ekonomis, efektif, transparan dan

bertanggung]awab dengan = memperhatikan rasa

keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta
taat pada ketentuan peraturan perundang- undangan

(2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagalmana dlmaksud
pada ayat (1) dlwujudkan dalam APBD. :

(3) APBD sebagalmana dunaksud pada ayat 2
merupakan dasar bagi daerah untuk melakukan -
Penerxmaan dan Pengeluaran Daerah S

(1) Bﬁpati seléku'.-_..pemegang kekuélsaan' " Peﬁgelolaan - :

(2)

o BAB IV ,
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Baglan Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengclolaan Keuangan Daerah

- Pasal 7

Keuangan Daerah dan mewakili daerah dalam
kepermhkan kekayaan daerah yang dlplsahkan ' :

Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
kewenangan :

a.

4menyusun rancangan " Perda tentang APBD,
rancangan Perda tentang perubahan APBD dan

rancangan ‘Perda tentang pertanggun'awaban

-pelaksanaan APBD; . o
mengajukan rancangan Perda tentang APBD '

rancangan Perda tentang perubahan APBD dan
rancangan . Perda tentang pertanggungjawaban . -
" pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas
- bersama; B E
. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda

tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda -

- tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD

™

- yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

. menetapkan - kebijakan - te'rkait : 'Pengelolaan o
" Keuangan Daerah;

. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan

mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah

yang sangat dlbutuhkan oleh Daerah dan/atau o
- masyarakat; . ' o
‘menetapkan kebx_;akan pengelolaan APBD; { '

menetapka,n KPA



~

(1)
" .. kekayaan Daerah yang dlplsahkan -sebagaimana . -

“h. fﬁenetaﬁkan' | Bcndahara Pe'nerimaaxi‘?- dan =
. Bendahara Pengeluaran,

i. menetapkan pe_]abat yang - bertugas melakukan -

pemungutan penerimaan daerah

j. menetapkan pejabat yang - bertugas melakukan’_

: pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;

k.'menetapkan ‘pejabat -yang bertugas melakukan
" pengujian atas tag1han dan memenntahkan i

o pembayaran;-

L. menetapkan - . pejabat - 1a1nnya ‘dalam rangka'-

e

“)

- Pengelolaan ~ Keuangan . Daerah sesuai - dengan
“ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

:m melaksanakan kewenangan lain sesuai- dengah_'-""-

ketcntuan peraturan perundang—undangan

Dalam melaksanakan kekuasaan ' sebaga.unana el

~ dimaksud pada . ayat (1), Bupati melimpahkan - .
-sebagian atau- scluruh" kekuasaannya yang berupa - -

~ perencanaan, - penganggaran, = pelaksanaan, - _
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban .
serta’ pengawasan Keuangan Daerah kepada Pe_]abat] S

-’.Perangkat Daerah. ' - ,

Pe_]abat Perangkat Daerah sebagaxmana dnnaksud : :

~ pada ayat (3) terdiri atas: - .-

a. Sckretaris Daerah selaku - koordmator Pengelolaan__ o

‘Keuangan Daerah

~b. Kepala SKPKD selaku PPKD dan

" C. cha.la SKPD selaku PA. - E

®)

(6)

_Peh:hﬁahah -séﬁaglan atau ~ seluruh  kekuasaan - - B
- sebagaunana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada
~ prinsip © pemisahan kewenangan antara . yang- -

memerintahkan, - menguji dan menemna_'r atau -~
mengeluarkan ua.ng ' '

.Pehmpahan kekuasaan sebagalmana dlmaksud pada -

ayat (3) d1tetapkan dengan Keput:usan Bupatl

Pasal 8
Bupatl selaku ~wakil daerah dalam kepermhkan"

- dimaksud dalam Pasal 7 - ayat (1) berkedudukan "

@

sebagai - pemlhk modal pada perusahaan: umum}'--::_.i
daerah atau pcmcgang sa.ham pada perscroan dacrah L

__Ketentuan mengenai Bupati “selaku wak]l dacrah'
dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan -
E sebagaxmana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan-

sesuai dengan kctentuan peraturan perundang—'



(3)

Bupati selaku- | Iicmegang kekuasaan ﬁengelolaan
keuangan daerah mehmpahkan sebagian atau seluruh
kekuasaannya kepada:

‘a. Sekretaris  Daerah sélaku koordmator pengeloia

keuangan daerah

b. Kepala SKPKD selaku PPKD dan

@

c. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/
B pengguna barang .

Pelimpahan scbaga;mana dunaksud pada ayat (3)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan -

“prinsip pemisahan kewenangan  antara " yang -

o

(1)

‘Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam

(1)

memerintahkan, ' menguji dan yang menerima atau
yang mengeluarkan uang. a

Baglan Kedua
Koordmator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 9

Sekretans Daerah selaku koordinator Pengelolaan -

Pasal 7 ayat (4) huruf a mempunyai tugas: .
a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan AFBD, .
rancangan perubahan . APBD dan rancangan '
- pertanggun.awaban pelaksanaan APBD; -
C. koordmasu penylapan - pedoman pelaksanaan L
d. rnembenkan persetujuan pengesahan DPASKPD

e, koordma51 pelaksanaan tugas lamnya d1 bldang._;f-__-

 Pengelolaan - Keuangan Daerah sesuai dengan -~

" ketentuan peraturan penmdang—undangan, dan
f. memimpin TAPD. '

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), koordinator Pengelolaan -~
Keuangan Daerah bertanggungjawab kepada Bupati. -

_ Bagxan Ketiga
PeJabat Pengelola Keuangan Daerah

~ Pasal 10

Kepala SKPKD selaku PPKD mempunya_l tugas
a. menyusun . dan melaksanakan - kebijakan -
- Pengelolaan Keuangan Daerah; o ks

" b. menyusun - rancangan - Perda tehtarig APBD,

‘rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan
rancangan  Perda tentang- pertanggun.awaban :
7 pelaksanaan APBD :



-

o c. "‘melaksanakan pemungutan Pcndapatan Daerah )

. yang telah diatur dalam Peraturan Daerah; -

" d. melaksanakan fungsi BUD; dan

_e. melaksanakan  tugas lamnya sesuai _dengan-‘
- ketentuan pefatixran perundang-undangan. .

-_i2) 3 PPKD dalam melaksanakan fungsmya selaku BUD -

" - sebagaimana | dmlaksud pada ayat (1) huruf d
* berwenang:
'~ a. menyusun kebuakan dan pedoman pclaksanaan
- APBD; B
. mengesahkan DPASKPD : '
melakukan pengendalian pelaksanaan APBD
. memberikan petunjuk teknis: pelaksanaan smtem
.penerimaan dan pengeluaran kas umum; ‘
. melaksanakan pemungutan pajak daerah
menetapkan SPD; 7
. menylapkan pelaksanaan pm_]aman dan pembenan
~jaminan atas nama daerah; '
. melaksanakan sistem akuntan31 dan pclaporan

'n"-'.o‘crl

= tm(:-h m

- - Keuangan-Daerah;

[N
.

menyajikan mformam keuangan daerah dan .

. _-melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal

~  penerimaan ‘dan Pengeluaran Daerah - sesuai

~  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- yang tidak dllakukan melahu rekenlng Kas. Umurn
Dacrah . _ ,

Ihl

| (3)_ Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsx PPKD selaku

- BUD. sebagaimana’dimaksud pada ayat (2) huruf J '

o dlatur dengan Peraturan Bupatl

Pasa.l 11 :

(1) PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat d1 lmgkungan -

SKPKD kepada Bupati - untuk dxtctapkan sebagau'
Kuasa BUD. -

(2) Kuasa BUD sebagaunana dimaksud - pada ayat (1)

dxtetapkan dengan Keputusan Bupatl

mempunym tugas: . )

‘menyiapkan Anggaran Kas, -

menyiapkan SPD; -

menerbitkan SP2D; R e :
memantau - pelaksanaan - penerimaan . dan

ao T _m

;.i-pengeluaran APBD oleh bank dan/atau iembaga -

keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

. e. mengusahakan . dan mengatur dana. yang

diperlukan dalam pelaksanaan APBD;

e

menyimpan uang daerah;

- 'menatausahakan 1nvesta51

.
. P R

‘ ',(3) Kuasa BUD sebagaJmana dlmaksud pada ayat (1)- '-

.. g. melaksanakan penempatan uang mengelola{t



h

1.

)
k.
1

g

s e

melakukan pembayaran berdasarkan PA/ KPA atas
beban APBD; .

.melaksanakan pembenan pm]a.man daerah atas

nama daerah;

j. . melakukan pengéloléan utang dan pmtang daerah '

melakukan penagihan piutang daerah;

. melakukan pengesahan atas penerimaan dan'

pengeluaran transaksi yang tldak melalul kas
umum daerah; '

.melaksanakan pemberian pmjaman atas nama

Pemerintah Daerah

. melaksanakan penerripatan uang - daerah dan.

mengelola - menatausahakan investasi daerah;

'melaksanakan pungutan pajak daerah; _
. menyusun - rancangan APBD. da.n rancangan
Perubahan APBD;

mengusahakan dan mengatur dana yélhg
diperlukan dalam pelaksanaan APBD; -

‘menyiapkan dan melaksanakan sistem akuntansu.

dan pelaporan keuangan daerah; -
melakukan pengesahan atas penerimaan dan
pengeluaran transaksi - yang tldak melalui Kas

. Umum’ Daerah

‘t. menyusun laporan keuangan dalam - rangka
o pertanggun.awaban pelaksanaan APBD; '
u. menyusun - rancangan _ Perda ' tentang-
. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; -
V. menyusun - rancangan Perda tentang"
~ pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
w. menyiapkan bahan untuk menyajlkan mformasr.
- keuangan daerah; dan '
- X. menyimpan seluruh bukti ash kepemilikan daerah. ~

4 Kuasa BUD . sebagannana dimaksud pada ayat (1)'“'

_"bertanggung _]awab kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 12

Bupati atas i.lsﬁl ‘BUD dapat menetapkan Eselon III -

_ a.
b
'.C.

- d.

- selaku Kuasa BUD di lingkungan SKPKD selaku PPKD
- dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dlkelola, B
.- bcban kezja, lokasi dan/ atau rentang kendah

. 'Baglan Keempat o
, Pengguna Anggaran

Pasal 13

: _-_"7(1) Kepala SKPD selaku PA mcrnpunyal tugas

menyusun RKA SKPD;

. menyusun DPA SKPD; L N
melakukan - tindakan yang - mengakibatkan

pengeluaran atas Beban anggaran belanja;

melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinn'y'a;:ﬁ,



e. melakukan  pengujian . atas jtagvihan .dan
- - memerintahkan pembayaran; o
_'f.”rnelaksanakan pemungutan penenmaan bukan_
T pajaky |
“"'g. mengadakan ﬂcatan/ perjanjlan kerja sama dengan-
- pihak lain dalam batas anggaran yang telah
- ditetapkan; . .- : '
.~ h. menandatangani SPM ) E
i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadl' o
"+ tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; ST
“>-j. . menyusun dan menyampalkan laporan keuangan" =
-~ SKPD yang dipimpinnya; :
. . k. mengawasi pelaksanaan a_nggaran SKPD ya.ng _'
~ dipimpinnya; -
- L menetapkan PPTK dan PPK-SKPD - ' -
. m.menetapkan pejabat lainnya "dalam SKPD yang . -
. dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan
-~ Daerah; dan" e
n ‘melaksanakan - tugas lamnya sesuai - dengan :
ketentuan peraturan perundang—undangan

l—-'..-‘

_ (2) PA bertanggung1awab atas pelaksanaan tugas dan_ s
.~ wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- kepada Bupatl melalul Sekretaris Daerah :

, Bagian Kelima o
Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 14

| (1) PA dapat mehmpahkan sebaglan kewenangannya" N
-kepada kepala Unit SKPD selaku KPA. Lo

-(2) Pehmpahan kewenangan sebagaumana dimaksud 7pada'..< o 7
< ayat (1) berdasarkan pertimbangan besaran anggaran -
SR -;lkeglatan loka31 dan/ atau rcntang kendah ' -

- (3) Pchmpahan kewenangan sebagaamana dzrnaksud pada o
- - ayat (1) dltetapkan oleh Bupat1 atas usul Kepala'r

- SKPD. _
-4 Pellmpaha.n kewenangan sebaga.xmana dunaksud pada'

- -~ ayat (1) mehputx . o
. a. melakukan. tindakan yang : mengak:lbatkan' =

... pengeluaran atas beban ¢ anggaran belanja; A
by melaksanakan . anggaran Umt SKPD yang :

-~ dipimpinnya;. | o
-7 ¢, melakukan. pengupan ata _s - tag]llan ‘dan -
' memerintahkan pembayaran; = - :

'd. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan - .
- pihak ‘lain- dalam batas anggaran yang telah f’i- ’
-~ - ditetapkan; -
e, melaksanakan pemungutan retnbus1 daerah _
 f. mengawasi pelaksanaan- anggaran yang men_]adl ﬁ
w tanggun.awabnya dan 9

.« o T o &



' g melaksénakan'fligas KPA - lamnyé- - sesuai -

dengan ketentuan peraturan perundang—undangan _

 5)] ‘Dalam. melaksanakan kewenangan sebagaimana =
~_dimaksud - pada ayat (4) KPA bcrtanggun.awab\

o kepada PA . _ :

' Baglan Keenam
s PPTK SKPD .

Pasal 15

(1) PA/ KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan
- pejabat pada SKPD /Unit SKPD selaku PPTK. '

(2) PPTK scbagan_nana dunaksud_pada ayat (1) bertugas - |
7 membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
(3) Dalam  melaksanakan tugas dan wewenang
- sebagaimana . dimaksud  pada ‘- ayat (2), PPTK
bertanggung;awab kepada PA/ KPA. . .

S , S Pasal 16 ‘
(1) Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi
jabatan, -besaran anggaran Kegiatan, beban kerja,
lokasi, rentang kendali- dan/atau pertimbangan

_. objektif lainnya yang kntenanya dltetapkan dengan

Keputusan Bupat1

(2) PPTK se_bagajmana dimaksud . ‘pad_ar ayat - (1)
merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan -
struktural merupakan pejabat satu tingkat dibawah -

- Kepala -SKPD  selaku PA/KPA dan/atau memiliki -
'kemampuan menejerial dan - terintegﬁtas sesuai -
dengan tugas dan fungsmya

(3) Dalam hal" tidak terdapat Pegawa1 ASN yang
menduduki = jabatan . struktural, - PA/KPA dapat
menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK dengan
kriteria sebagai berikut:

memiliki kemampuan manejenal

berintegritas;

pengalaman bekerja; dan

jabatan fungsional dengan Jenjang serendah-

rendahnya ah11 muda

PO oE

' Baglan Ketu_luh
' PPK-SKPD

Pasal 17

(1) Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK—SKPD
' sebagaimana dimaksud dalam- Pasal 13 ayat (1) huruf

1 untuk melaksanakan fungs1 tata usaha keuangan' e

pada SKPD.

(2) PPK—SKPD sebaga.lmana dlmaksud pada ayat (1)
mempunyal tugas dan wewena.ng



a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan
SPP-LS beserta  bukti kelengkapannya yang
diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;

b. menyiapkan SPM;

c. melakukan veriﬁkasilaporan pertanggungjawaban
Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran; = -

d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan.

€. menyusun laporan keuangan SKPD.

PPK SKPD sebaga.lmana dimaksud pada ayat (1) tldak _
merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang
bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan
retribusi daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara -

- Pengeluaran dan/atau PPTK.

Pasal 18

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya
kepada KPA karena pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2}, PA menetapkan
PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata
usaha keuangan pada Unit SKPD. '

PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) _

mempunyai tugas o '

a. melakukan verifikasi SPP—TU dan SPP-LS beserta
bukti = kelengkapannya yang diajukan oleh- '
Bendahara Pengeluaran pembantu; o

b. menyiapkan "SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan
SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran pembantu; dan

c. melakukan verifikasi laporan pertanggunglawaban
Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara
Pengeluaran pernbantu

Bagian Kedelapan 7
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 19

Bupati - menetapkan Bendahara Penerimaan untuk
melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka
pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD atas
usul PPKD selaku BUD.

Bendahara Penerimaan sebaga.imana dimaksud pa_da'
ayat (1) memiliki tugas dan wewenang menerima,
menyimpan, menyetor ke Rekening Kas -Umum

" Daerah, -+ menatausahakan dan

(3)
(1)
(2)
| (1)
)
(1)

mempertanggun.awabkan Pendapatan Daerah yang . |
_dltenmanya o

Pasal 200

Dalam hal PA melunpahkan sebagian kewenangannya
‘kepada KPA, Bupati dapat menetapkan Bendahara
Penerimaan Pembantu pada unit kerja SKPD yan
bersangkutan.. '



(2) Bendahara  Penerimaan  Pembantu sebagaimana -

dlmaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang

. sesuai dengan - lingkup pcnugasan yang dltctapkan :
' dengan Keputusan Bupatl :

Pasal 21.

(1) 'Kepala SKPD atas usul Bendahara Penenmaan dapat . -
- menetapkan pegawai - yang -bertugas membantu_ L
Bendahara - Penerimaan . untuk memngkatkan
_ efekhﬁtas pengelolaan Pendapatan Daerah. ‘

(2) Pegawa1 yang bertugas membantu Bendahara
Penerimaan sebagaimana .dimaksud pada ayat-(1) -

. rnelaksanakan tugas dan wewenang sesuai 'dengan S
hngkup penugasan yang dltetapkan Kepala SKPD -

Pasal 22 “

(1) Bupatl atas usul PPKD menetapkan Bendahara =~
" Pengeluaran = . untuk - = melaksanakan = tugas
- kebendaharaan dalam rangka pclaksanaan anggaran o
belanja pada SKPD ST L -

(2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada e
" ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:. : S
a. mengajukan . . . permintaan - pembayaran LT
menggunakan SPP UP SPP GU SPP TU dan SPP*~
LS; - i .
menerima dan mcnylmpan UP GU dan TU R
c. melaksanakan- pembayaran dan UP,- GU dan TU
_ yang dikelolanya; - o
~ d. menolak permtah bayar dari PA yang tidak sesualf
" “dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - -

=

_ e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- { laporan ‘pertanggungjawaban secara administratif
kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara
~ fungsional kepada BUD secara periodik; dan . )
g memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

o (3) Dalam hal PA ‘melimpahkan kewenangannya kepada' :
KPA scbagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1}
dan ayat: (2),- Bupati -atas usul PPKD menetapkan
'Bendahara Pengeluaran pcmbant:u . L

4 Bendahara Pengeluaran pembantu sebégaimana
- dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas dan wewenang:

A mengajukan permmtaan pembayaran
~ - menggunakan | SPP TU dan SPP LS S
'b. menerima - dan- menyimpan pehrnpahan UP dan
S Bendahara Pengeluaran L o Ce T
c. menenma dan menylmpa.n 'I‘U dan BUD; B ﬁ R

R



od. mélaksénékah pembayaran atas: pclimpahan UP
- _dan TU yang dikelolanya;

e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

g memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

h. membuat - laporan pertanggungjawaban secara

- administratif -kepada . KPA : dan laporan

pertanggungjawaban - secara fungsional kepada
Bendahara Pengeluaran secara periodik.

Pasal 23

e

(1) 'Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat
menetapkan - pegawai yang bertugas membantu
Bendahara = Pengeluaran = untuk menmgkatkan

_efektxﬁtas pengelo}aan Belanja Daerah.

(2) Pegawa1 yang - bertugas membantu . Bendahara

: Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan
hngkup penugasan yang ditetapkan Kepala SKPD.

Pasal 24

."Bendahara Penenmaan dan Bendahara Pengeluaran

dilarang:

a. melakukan - keg1atan | perdagangan, pekexjaan:

'pemborongan dan penjualan jasa;

- b. bertindak sebagai penjamm atas kegiatan pekerjaan,

dan/atau penjualan jasa; dan

- C€.. menyimpan uang pada suatu bank atau lcmbaga 7‘

 keuangan lainnya atas nama pnbadl balk secara
langsung maupun tidak langsung

Baglan Kcscmbﬂan
- TAPD

Pasal 25

(1) Dalam proses penyusunan APBD, Bupatl dibantu oleh
TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah

- -{2) TAPD sebagajmana ‘dimaksud pada ayat (1} terdiri
' atas Pe_]abat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lain

-sesuai dengan kcbutuhan

(3) TAPD _sebagannana d1maksud pada ,ayat (1)
mempunyai tugas: _
a. membahas kebi_;akan Pengelolaan Keuangan
" Daerah; = -
b. menyusun- dan membahas rancangan KUA dan
rancangan perubahan KUA;

_ rancangan perubahan PPAS

'c menyusun” dan - membahas rancangan PPAS da.lﬂ

...............



d. melakukan venﬁka81 RKASKPD : -
e. membahas  rancangan = APBD, rancangan

_"-perubahan ¢ “APBD - dan. rancangan
' _pertanggung]awaban APBD; :

~f membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD
"~ -dan Pertanggun.awaban APBD; '

g rnelakukan verifikasi rancangan DPA - SKPD dan.

rancangan perubahan DPA SKFD;

“h.t menylapkan surat edaran Bupatl tcntang pedoman'

-penyusunan RKA; dan -

i. melaksanakan tugas = lain  sesuai dengan

kctcntuan peraturan perundang—undangan

- {4). Dalam melaksanakan tugas - TAPD sebagaimana
- dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan mstan51
~ sesuai dengan kebutuhan |

B BAB V- .
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Baglan Kesatu
Urnum )

Pasal 26

(1) APBD : dlsusun - sesuai dengan - kebutuhan

penyelenggaraan Urusan Pemcnnta.han daerah.yang: -
menjadi - kewcnangan Daerah dan kemampuan. _

Pendapatan Daerah

” -(2) 'APBD sebagmmana d1maksud pada ayat (1) disusun -

-.dengan mempedornam KUA PPAS yang didasarkan .

pada RKPD

7(3) APBD mempunym fungm otonsasx perencanaan, o

pengawasan aloka51 distribusi dan stabilisasi.

(4) APBD, perubahan APBD dan’ pertangglmaWaban

pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan
- Perda sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang—
undangan : -

Pasal 27

(1) Semua Pencnmaan Daerah dan Pengeluaran Daerah -

- dalam bentuk ‘uang d:anggarkan dalam APBD.

(2) Penerimaan Daerah sebagalmana dunaksud pada_

ayat (1) terdiri atas:
a. pendapatan daerah; dan
b. penenmaan pemblayaan daerah

(3) Pengeluaran Daerah sebagmmana dlmaksud padz:iﬁ

ayat(l) terdm atas B

. T 0_"; S



a. belan_]a daerah; dan
b. pengeluaran Pemblayaan daerah

4) Penenmaan Daerah’ yang dlanggarkan dalam APBD -
sebagaxmana ‘dimaksud pada ayat (2) merupakan
.- rencana Penenmaan Daerah yang terukur secara

- rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber__
Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan
peraturan perundang—undangan | :

(5) Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD
- sebagaimana - dimaksud pada ayat {3)  merupakan -
rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian -

tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam
jumlah yang cukup :

(6) Setiap Pengeluaran Daerah sebaga:.mana dimaksud
pada ayat (3) harus memiliki dasar hukum yang
melandasmya

{7) Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah ]
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dxanggarkan _
secara bruto da!am APBD. :

' Pasal 28

Satuan h1tung dalam APBD adalah mata uang ruplah

Pasal 29

APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah

"+ dalam masa-1 (satu) -tahun anggaran sesuai dengan |

undang-undang mengenai keuangan negara.

: Bagian Kedua
Strukl:ur Anggaran Pcndapatan
- dan Belanja Daerah~ i

"~ Pasal 30

(1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas: .
* a. pendapatan daerah; . '

'b. belanja daerah; dan

c. pemblayaan daerah

(2) APBD sebagax_rnanaj dimaksud pada ayat (1)

- diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan
daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan o
' ketcntuan peraturan perundang-undangan

(3) K1a31ﬁka31 APBD ‘menurut Urusan’ Pernenntahan
daerah dan organisasi sebagalmana dimaksud pada-
ayat (2) disesuaikan - dengan kebutuhan daerah

. berdasarkan . ketentuan peraturan perundan :
undangan ' : _ g(q



' Pasal 31

(1) Pendapatan Daerah sebagalmana dlmaksud dalam
.. Pasal 30 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan
. uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak
“perlu dlbayar kembali oleh Daerah dan penerimaan

- lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan
o perundang—undangan diakui - sebagai penambah -
ekuitas yang mcrupakan hak daerah dalam 1 (satu) o

K] kBelan_]a Daerah sebagmmana dunaksud dalam Pasa]__

30 ayat (1) huruf b-meliputi semua pengeluaran dari
~  Rekening. Kas* Umum - Daerah yang tidak perlu
. diterima kembah ‘oleh - Daerah dan pengeluaran

- "-lainnya’ yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan ‘diakui - sebagai pengurang
ekuitas yang mempakan kewaijan daerah da.lam 1
: (satu) tahun anggaran S

_(3) 'Pemblayaan daerah sebagamlana dlmaksud dalam

‘Pasal 30 ayat (1) “huruf ¢ meliputi semua penerimaan S

. yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran

- yang . akan diterima kernball baik  pada tahun
. anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran :
benkutnya PRI s

Baglan Ketlga B
Pendapatan Daerah

Pasal 32

o Pendapatan Daerah “dirinci  menurut’ - Urusan -

. Pemerintahan daerah orgamsasx _]ems obyek dan nnman S
. obyek Pendapatan Daerah :

Pasal 33

f Penclapatan Daerah terd1r1 atas
a. pendapatan asli daerah;
_ b.-pendapatan transfer; dan B
c lam-lam Pendapatan Dacrah yang sah

Pasal 34

o -"(1) Pendapatan ash Daerah sebagaumana dlmaksud -

-dalam Pasal 33 huruf a mehput1
 a. pajak daerah: -
- b. retribusi daerah _ o T ,
¢ hasil | pengelolaan kekayaan _ daerah yang -
- - dipisahkan;dan = - oA -
N R Ialn-lam pendapatan ash daerah yang sah ﬁ



_ (2) Pendapatan pajak dacrah dan retribusi daerah
. sebagaimana dimaksud - pada ayat (1) huruf a dan -
- huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan .
- peraturan _perundang-undangan yang mengatur
mengenai pa_]ak daerah dan retribusi daerah.

" (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang ‘dipisahkan
 sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) “huruf c
merupakan Penenmaan Daerah atas hasil penyertaan
modal daerah B R

(4) Lain- lain pendapatan ash Daerah yang sah‘ i

sebagmmana dlmaksud pada ayat (1) huruf d- terdm
atas:

a. hasil penJualan BMD yang tldak dlplsahkan

hasil pemanfaatan BMD yang tidak dlplsahkan,
hasil kelja sama daerah;

jasa giro;

hasil pengelolaan dana berguhr, _

pendapatan bunga - '
penerimaan: . atas ~ tuntutan ganti kerugian
Keuangan Daerah;

. penerimaan " komisi, potongan, atau bentuk laln'

7m0 R o

sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, - -

asuransi, dan/ atau pengadaan barang dan Jasa'
termasuk = penerimaan atau penerimaan lain
. sebagai'_'-akibat ~penyimpanan uang pada  bank,
penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah
- atau dari keglatan la_lnnya merupakan Pendapatan
Daerah; : -
- penerimaan keuntungan dari SCllSlh n11a1 tukar '
rupiah terhadap mata uang asing;

[
v

.hl

pelaksanaan pekexjaan,

pendapatan denda pajak daerah;

pendapatan denda retribusi daerah;
. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
. pendapatan dari pengembalian;
pendapatan dari BLUD; dan ‘ .
. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan .

peraturan perundang-undangan ' '

BopgrRE

1 Pasal 35

- Pemerintah Kabupaten Pringsewu dilarang:
a. melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya -
~ .yang dlpersa.makan ‘dengan pungutan di luar yang
- - diatur dalam undang-undang; dan
'b. ‘melakukan pungutan  yang menyebabkan ekonon'u- .
- biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu”
lintas barang dan jasa antar daerah.dan keglatan
ekspor/i unpor yang mcrupa.kan program strategls
nasional, _ _ ﬂ

. .pendapatan - denda atas keterlambatan .



Pasal 36

e [1) Bupat1 yang melakukan pungutan atau yang d1sebut E

nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

huruf a dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan -~

hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan
peraturan - perundang—undangan selama 6 (enarn)
‘bulan. L _

(2) Bupat1 yang melakukan pungutan sebagalmana

' dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dikenai: sanksi

* administratif - sesuai  dengan ketentuan peraturan‘.-
perundang—undangan B el

" (3) Hasil pungutan ‘atau yang disebut nama’ lamnya N

sebagannana dimaksud pada ayat (1) wapb dlsetorkan' _
' seluruhnya ke kas negara o :

| 'Pasal 37

1) Pendapatan transfer sebagaimana dunaksud dalam _
- Pasal 33 huruf b meliputi: '
‘a._transfer Pemerintah Pusat; I

b. transfer antar—daerah - Coe T

T ('7(2) Transfer Pemennta_h Pusat sebagmmana du:na.ksud _

' pada ayat (1) huruf a terdiri atas
a. dana perimbangan; -
b. dana insentif daerah;
¢. dana otonomi khusus;
d. dana kelstlmewaan, dan
e. danadesa. .-

(3) Transfer antar-daerah sebagmmana dxmaksud pada . -
ayat (1) huruf b terdiri atas: R
a. pendapatan bagi hasil; dan
b. bantuan keuangan,

Pasal 38

(n Dana penmbangan sebagaimana dlmaksud dalarn'r
Pasal 37 ayat (2) huruf a terdiri atas: .- '

a. dana transfer umum; dan -

b. dana transfer khusus '

(2) Dana- Transfer Umum sebagaxmana dnnaksud pada
~ ayat (1) hurufa terdln atas: SR
- -a. DBH; dan - o '
b, DAU

- (3) Dana Transfer Khusus sebagmmana dlmaksud pada
o ayat (1) huruf b terdiri atas: - L Cq -
a. DAK Fisik; dan -~ _
' b. DAK Non Fisik.



)

-2

3

Pasa.l 39

DBH sebagmmana dlmaksud dalam Pasal 38 ayat (2)

huruf a bersumber dari: .
a. pajak;dan " .
b. sumber daya alam

DBH yang. bersumber dari pajak scbagajmanar .'

dimaksud pada ayat (1} huruf a terdiri atas:

a. pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan,'

pertambangan, dan perhutanan;

b. pajak penghasﬂan Pasal 25 dan Pasal 29 Wa_]lb o
Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak R

Penghasﬂan Pasal 21; dan

c. cukai hasil tembakau sesuai dengan ketentuan o

peraturan perundang- undangan.

DBH yang bersumber dari sumber daya alam

, sebagannana dlmaksud pada ayat (1) huruf b berasal_ :

dari:
a. penerimaan’ kehutanan yang berasal dan iuran

Ujin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber

daya hutan, dan.dana reboisasi yang dihasilkan

dari wilayah Daerah yang bersangkutan;

~b. penerimaan pcrtambangan mineral dan batubara

 yang berasal dari penerimaan iuran tetap dan .
penerimaan juran eksplorasi dan iuran eksp101ta81 e
yang dlhasxlkan_ darl wﬂayah Daerah yang

bersangkutan

wilayah Daerah yang bersangkutan;

c. penerimaan negara dari sumber daya alam
- pertambangan minyak bumi yang dlhasﬂka.n dari

~d. penerimaan negara dari sumber daya alam'

pertambangan -gas bumi yang dlhasﬂka_n dan

wﬂayah Daerah yang bersangkutan

€. pcncnrnaan da.r1 panas bumi yang berasal dan
' penenmaan setoran bagian Pemerintah Pusat,

iuran tetap dan iuran produksi yang dihasilkan
dari mlayah Daerah yang bersangkutan; dan

f. penerimaan perikanan yang berasal dari- pungutan

pengusaha perikanan dan pungutan - hasil -
perikanan yang ‘dihasilkan dari wﬂayah daerah

yang bersangkutan

Pasal 40

DAU bersumber dan pendapatan APBN yang d1a10kas1kan -
dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar

daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam. rangka

pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan - ketentuan
: peraturan perundang—undangan _ :

li'.s_.'-‘AI-"\



" Pasal 41

' Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam -
Pasal 38 ayat (1) huruf b bersumber dari APBN yang -

~ dialokasikan pada ‘Daerah untuk mendanai Kegiatan’
khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan _yang

‘menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan - oleh S

Pemerintah  Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan'
perundang—undangan e

'_P"asal.42_'_

Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal. ==~ .~
'37 ayat -{2) huruf b bersumber dari APBN yang - - .
dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria -

tertentu dengan tujuan untuk memberikan pcnghargaan R

‘atas perbaukan dan / atau pcncapalan Klnelja tertentu. -

: . Pasalad

Pengalokasian 'tféhs'fer' Pemerintah Pusé.t sebagalmana' e
" dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dilaksanakan =

" sesuai - dengan kctentuan peraturan " pcnmdang—
undangan - o

Pasal 44

--Pcndapatan bagl hasﬂ scbaga_lmana dimaksud dalam o

Pasal 37 ayat- (3) huruf a merupakan dana yang - " -
bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan =~~~
kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase -
" .- tertentu sesuai denga.n ketentuan peraturan perundang—

undangan

Pasal 45

(1) Bantuan keuangan sebagmmana du'naksud dalam_
) Pasal 37 ayat (3) huruf b merupakan dana yang
diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja
" sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan
kcuangan dan/ atau tu;uan tertentu lamnya

B ayat (1) tcrd1r1 atas: .
~ a. bantuan keuangan dari Daerah prov1n31 dan .
b bantuan keuangan dari Daerah e

Pasal 46

" Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaxmana': .

- dimaksud dalam Pasal 33 huruf [ mehputl

- . a. hibah;

b. dana darurat ‘dan/atau | - :
c. lain-lain . pendapatan . sesuai dengan ketentuan
o peraturan perundang—undangan



Pasal 47

.- Hibah sebagmmana dlmaksud dalam Pasal 46 huruf a
. merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa

yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah
lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar -
negeri yang tidak mengikat untuk  menunjang
- peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang

‘menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketcntuan
- peraturan perundang-undanga.n

| Pasal 48
‘Dana darurat se_bai’gaimana dimaksud  dalam Pasal 46

huruf b merupakan dana yang berasal dari APBN yang
diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana

- untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan

. oleh bencana yang tidak mampu dltanggulangl oleh
-~ Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesua1
- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bagian Keempat _
Belanja Daerah

Pasal 49

(1) Belanja Daerah sebagalmana dlmaksud dalam ‘Pasal
: 30 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan

- Urusan Pemermtahan yang men_]adl kewenangan
- daerah.

(2} Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan -
Pemerintahan - Pilihan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

(3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagannana dimaksud
pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib
yang terkait = Pelayanan Dasar dan Urusan
Pemermtahan Wa_]lb yang tidak terkaJt Pelayanan

Dasar..

"~ {(4) Urusan Pemermtahan Pilihan Sebagalmana dunaksud
" . pada ayat- (2) sesuai - dengan poten81 yang dimiliki
Daerah. S

 (5) Belanja Daerah sebaga1mana dxmaksud pada ayat (1)

- dialokasikan dengan memprioritaskan - pendanaan

- Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar

- dalam rangka pemenuhan Standar- Pelayanan
Minimal. B R '



' (6) Belanja Daerah untuk pendanaan ~ Urusan
e Pemerintahan - ‘Wajib yang tidak terkait - dengan
" Pelayanan = Dasar- dialokasikan - sesual_ ‘dengan
“kebutuhan daerah L :

- :—;"7_“(7) 'Belan_]a  Daerah untuk pendanaan - 'Urusan

. Pemerintahan Pilihan dialokasikan - sesuai dengan
7 ‘pnontas daerah dan potens1 yang dimiliki Daerah '

| ‘,_VVPasal 50

N 5-(1)' Daerah wéji'b':* ﬁiengalbkasikan-r'_belanj"a-_ untuk

mendanai - Urusan = Pemerintahan ~daerah yang
bcsara.nnya telah dltetapkan sesuai dengan ketentuan
. ‘peraturan perundang—undangan Lo

. '(2)' Dalam hal Daerah tidak memenubhi alokas1 belan_]a'

~ sebagaimana dnnaksud pada ayat (1}, Menteri yang
'menyelenggarakan urusan pemermtahan di bidang o
keuangan - melakukan  penundaan ~dan/atau .~
pemotongan = penyaluran Dana Transfer - Umum,
setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negen
dan Menten tekms terkait. ' :

(3) Ketentuan ~ lebih - Ianjut . mengenai - penundaan - .
- dan/atau pemotongan penyaluran -Dana -Transfer =~
- Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2} diatur .
dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan . -
urusan pemerintahan di bidang keuangan. - -

Pasal 51

o - (1) Belanja Daere{h_,.-'.’seba'gaimana_ dimaksud- dalam

Pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar harga
~ satuan regional, analisis standar belanja dan/atau
- _standar teknis- sesuai dengan kctcntuan peraturan
' perundang—undangan A

(2) Belan_]a Daerah : sebagannana dlmaksud dalam._

Pasal 49: ayat- (6) dan ayat (7) berpedoman pada
standar harga “satuan regional, analisis ~standar
belanja dan/atau - standar “teknis  sesuai dengan
 ketentuan pcraturan pcrundang—undangan

b (3) Standar - harga satuan  regional ‘sebagalmana

‘dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dltetapkan
..dengan Peraturan Bupan _ _ -
- (4) Standar harga - satuan reglonal sebagalmana :
- dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagal pedoman o
~ dalam menyusun standar harga satuan pada masmg- _
'masmg dacrah - R o T ﬂ

~ o w e
P N



___.':(5) Anahsls standar 'belanjai ‘dan  standar teknis
sebagannana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan = -
- standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada .~

ayat (4) dltetapkan dengan Peraturan Bupat1

| .'%(6) Analisis standar -belanja, standar harga satuan S

dan/atau standar teknis sebagmmana dimaksud pada

“ayat (5) digunakan untuk menyusun rencana kerja = -

- dan anggaran dalam pcnyusunan rancangan Pcrda o
tentang APBD o

"~ {7) Belanja Daerah sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) dirinci menurut urusan pemenntahan-

- daerah, orgamsam, Program, Keg1atan jems, obyek '
- dan rincian obyek Belan_}a Daerah. .

" Ppasal 52

* Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud =

dalam Pasal 51 ayat (7) diselaraskan dan dipadukan

'dengan belanja negara- yang dlklasﬂikamkan menurut'. .

‘fungsi yang antara lain terdiri atas:
pelayanan umum;

. ketertiban dan keamanan;
“ekonomi;

. perlindungan hngkungan hldup, :
- perumahan dan fasﬂltas umurm;
kesehatan;

pariwisata;

. pendidikan; dan

perhndungan sosial.-

. l*“ SR MO R0 o

Pasal 53

_Belanja Daerah. menurut organisasi . sebagalmana'fj-

'~ 'dimaksud dalam Pasal 51 ayat (7) disesuaikan dengan |

_'susunan ' organisasi yang ditetapkan berdasarkan S

- kctentuan peraturan perunda.ng—undangan

Pasal 54

_(1) Belanja Daerah menurut Program dan Kegiatan . =
: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (7) @
disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan Kabupaten .

Pringsewu  berdasarkan  ketentuan peraturan o
R perundang—undangan ' .

' 2) 'Program dan Keglatan sebagaumana dimaksud pada

ayat (1) rinciannya paling sedikit mencakup _

a. target dan sasaran; o _ DR
b. indikator capaian keluaran, dan ' | ‘54 o
C. 1nd1kator capa1an hasﬂ



e

~ huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk

)

_indikator capaian Hasil dan indikator - capaian

Nomenklatur Program dalam Belanja Daerah serta_‘

Keluaran' yang didasarkan pada prioritas nasional -
disusun = berdasarkan nomenklatur. program  dan

_ pedoman penentuan indikator Hasil . dan indikator

e

Keluaran - sesuai  dengan ketentuan peraturan :

perundang—undangan

Pasal 55

Kla31f'1ka51 Belanja Daerah terdiri atas L

.. a. belanja operas1 '_ '
- b. belanja modal;

@)

~ c. belanja tidak terduga, dan -
e d belan_]atransfer e S _
" 7(2) Belanja operas: sebagalmana dxmaksud pada ayat ( 1)'_, a
-« huruf a merupakan pengeluaran anggaran untuk
kegiatan sehan-han daerah yang memben manfaat '
jangka pendek :

Belanja modal sebagaunana dlrnaksud pada ayat (1)

perolehan aset tetap dan aset lainnya yang- memben

- manfaat Iebxh dan 1 (satu) penode akuntansi.
- Belanja tidak - terduga scbagalmana dimaksud pada

- ayat (1) huruf ¢ merupakan pengeluaran anggaran

atas Beban APBD . Kabupaten Pringsewu - untuk

keperluan darurat - termasuk keperluan. mendesak .

yang tidak dapat d1pred1k51 sebelumnya _ )
Belan_]a transfer sebagalmana dimaksud pada ayat (1} :

- huruf d merupakan pengeluaran uang dari daerah

- a

‘a. belanja pegawal

kepada daerah lainnya dan/ atau dan daerah kepada I
_ Pcmenntah Pekon. : g B

Pasal 56

Belanja opcras1 sebagaumana dlmaksud dalam Pasal o

55 ayat (1) huruf a dlrmc1 atas _]ems

b. belanja barang dan jasa;
c. belanja bunga;

'd. belanja subsidi;
‘e. belanja hibah; dan

. f. "belanja bantuan sosial.

= ', 7(2_)'

e

Belanja modal sebagzumana dimaksud dalam Pasal 55'-
ayat (1) huruf b d1r1nc1 atas _|ems belan_]a modal

Belanja udak terduga sebagaumana dlmaksud dalam

' .txdak terduga T

Pasal 55 ayat (1) huruf c dmnc1 atas jems belan_;a* .



| @,

Belan_]a transfer sebagajmana dlmaksud dala.rn Pasa]'

55 ayat (1) huruf d dirinci atas _]ems
a. belanja bagi hasil; dan ..

b. belanja bantua.n keuangan

8

- _Pasal 57

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal
56 ayat (1) huruf a digunakan untuk menganggarkan

kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan

- peraturan perundang—undangan

(2)

)

5]

Kompensasi scbagaunana dimaksud pada ayat (1)
diberikan -kepada - Bupati/Wakil Bupati,
pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN. -

Belanja PegIaWaiﬁ ASN 'se'bagairnana dimaksud pada

ayat (1) 'dlanggarkan pada belanja  SKPD
bersangkutan = sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang—undangan

Pasal 58

Daerah dapat memberlkan tambahan penghasﬂan .

kepada. Pegawai ‘ASN  dengan memperhatikan

- kemampuan - Keuangan Dacrah dan = memperoleh

persetujuan - DPRD . 'sesuai: dengan ketentuan
peraturan perundang—undangan '

“Tambahan penghas:lan sebagalmana dlmaksud pada.

ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban

)

kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan

profesi, presta51 kexja dan/ atau pemmbangan Objektlf

lainnya.

Pembenaxi tambahan penghasxlan kepada Pegawai -

ASN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan - Peraturan Bupati dengan_

_ bcrpedoman pada Peraturan Pemenntah

Dalam “hal belum"‘ adanya Peraturan - Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat
memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawa1 ASN
setelah mendapat persetu_]uan Menteri.

Persetujuan Menteri sebaga.lmana dimaksud pada

ayat (4) ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan

Menteri | yang: = menyelenggarakan = urusan
pemenntahan di bxdang keuangan o

P P,
R e T



e

Dalam hal Bupan menetapkan pembcnan tambahan

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat {4) dan

-‘penghasﬂan bagi Pegawai- ASN tidak sesuai. dengan |

- ayat - (5), - Menteri . yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan - - -di - _bidang keuangan melakukan

- - penundaan. - dan/atau pcmotongan Dana Transfer .

N}

Umum atas usuIan Mentcn
s 'Pasal 59

Belanja. barang dan jasa sebagaimana dimaksud

- dalam Pasal 56 ‘ayat (1) huruf b digunakan untuk

menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai
manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan,

termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau

dijual kepada masyarakat / plhak ketiga.

Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dunaksud.
pada ayat (1) dalam rangka melaksanakan Program

. dan Keglatan Pemermtahan Daerah.

W

© 56 ayat -(1)- huruf d digunakan agar harga" jual
o produk31 atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha
- - milik negara, BUMD dan/atau badan usaha" milik

Pasal 60 |

Pasal 61

Belan_]a subs1d1 sebagaxmana d1maksud dalam Pasal

| _ swasta, = -sesuai-  dengan ketentuan peraturan

)

 perundang- undangan sehmgga dapat terjangkau oleh
' masyarakat L : _ .

Badan . usaha mlhk negara BUMD dan/atau badan

usaha milik. swasta sebagaimana dimaksud pada

Belanja bunga sebagaunana dunaksud dalam Pasal 56:
~ayat (1) huruf c° digunakan untuk menganggarkan
: pembayaran bunga utang yang d1h1tung atas kcwapban-
, pokok utang berdasarkan per_]an_;lan pmjaman ‘

~ ayat (1) merupakan badan yang menghasilkan produk

@

@

atau _}asa Pelayanan Dasar masyarakat

Badan usaha mzhk negara, BUMD badan usaha xmhk-
" swasta' dan/atau ‘badan hukum lain sebagaimana

dimaksud. pada. ayat (2) yang akan diberikan subsidi

terlebih dahulu dilakukan audit keuangan oleh kantor -
- akuntan publik sesuai. dengan ketcntuan peraturan

- perundang— undangan

_Hasil audit sebaga_xmana dunaksud pada ayat (3) o
merupakan bahan pertlmbangan untuk membenkan' o

' -sub51d1 o

TR M j";f'g .
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(5)

6)

)

Dalam rangka pertanggun.awaban pelaksanaan
APBD, penenma subsidi sebagmmana dimaksud pada

ayat. (1) - wajib . menyampalka.n laporan

_pertanggun'awaba_n penggunaan dana subsidi

kepada Bupati.

Ketentuan lebih lan_]ut mengenal tata cara pemberian

dan pertanggungjawaban subsidi diatur dengan -
- Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan_‘

perundang—undangan

o Pasal 62 ‘
Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56

ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat,
daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD .
dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi

kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia,

. yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya,
- bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak

2

©

secara terus menerus senap tahun anggaran, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan kctentuan peraturan
pemndang—undangan §

Pemberian hlbah sebagannana dimaksud pada |
- ayat (1) ditujukan untuk - menunjang pencapman -
Sasaran Prograrn dan Kegiatan daerah sesuai.

kepentingan . - Daerah - dalam . mendukung

terselenggaranya fungm pemenntahan, pembangunan -
~dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas

keadilan, kepatqtan rasxonahtas dan manfaat unt11k" N

masyarakat

Belanja hibah- sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
dianggarkan dalam APBD sesuai ‘dengan kemampuan

- Keuangan - Daerah  setelah memprioritaskan

()

pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan
Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pdsal 63

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam
- Pasal 56 .ayat (1) huruf f digunakan untuk
: menganggarkan pemberian bantuan berupa uang
dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok’
- dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus
- menerus -dan -selektif - yang bertujuan = untuk .
* melindungi dari kemungkman terjadinya resiko sosial, -
kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, - -

o o e ow
P .



T .. (2)

s
- - sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampa1 o

7 penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.”
8. o
-~ ayat (1) dlanggarkan dalam APBD scsuau dengan

- kemampuan - - Keuangan __ Daerah - setelah

mempnontaskan pemenuhan  belanja Urusan = =

_ Pemerintahan Wajib dan ‘Urusan - Pemerintahan -~ -
‘Pilihan, kecuali - ditentukan lain sesuai- dengan '

Keadaan - tertér'ltli“dapat' berkelanjufan' sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan

Belanja bantuan sosial sebagalmana dxmaksud pada

- ketentuan peraturan perundang—undangan

| | ::-.”_(1)

Pasal 64

Belanja modal sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 56
- _ayat (2) = -digunakan untuk. -menganggarkan.
o pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan I

~aset tetap dan aset lamnya

@

S Belan_la modal sebagalmana dunaksud dalam Pasal 56
©+ ayat (2) meliputi: -
belanja tanah dlgunakan untuk menganggarkan'

Ca
"~ tanah yang chperoleh dengan maksud untuk dipakai-

-Pengadaan aset tf.tap sebagaunana dunaksud padar-w_ o
- ayat (1) memenuhi kriteria:
- a. mempunym masa manfaat leblh dan 12 (dua belas)

-~ bulan;

dan-

c ‘batas rinmmal kapltallsa51 aset.

Batas minimal -- ‘kapitalisasi aset :. sebagalmana E .
" dimaksud pada ayat (2) huruf c: d1atur dengan,_

Peraturan Bupa’u

B b dlgunakan- dalam Keglatan Pemermtahan ‘Daerah; e

Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) -

dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli

atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang -
- terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai '

aset siap dlguna.kan
| Pasa.l 65 -

- dalam kegiatan operasmnal daerah dan dalam kOl’ldlSl

" smp d1paka1

.- belanja - peralatan dan mesin, dlgunakan untuk_ '

- menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin -

" dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris '
" kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan
- dan masa manfaamya lebih dan 12 (dua belas) bulan - -
j‘_dan dalam kondm: sxap paka1 '

Y ]



belanja bangunan dan gedung, ngunakan untuk
menganggarkan - gedung dan bangunan mencakup
seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan

maksud untuk -dipakai dalam kcglatan operasmnal

daerah dan dalam kondisi siap pakai; -

belanja jalan, mga31 dan _]annga.n, dlgﬁnakan untuk
menganggarkan ]alan, irigasi dan jaringan mencakup

jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh daerah

~ serta dimiliki . dan/ atau dikuasai oleh daerah .dan

~ huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d, yang diperoleh

dalam kondisi siap dipakai;

. belanja aset - tetap lainnya, dzgunakan untuk
- menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset

tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam
kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada

dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional daerah

~ dan dalam’ kond151 siap dipakai; dan -
belanja = aset lamnya, dxgtmakan : untuk.

- menganggarkan aset - tetap yang tidak. dlgunakan

1)

E @

untuk keperluan operasional daerah, tidak memenuhi
definisi aset tetap dan harus disajikan di" pos aset
lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. -

Pasal 66

o Belanja bag1 hasil sebagalmana dlrna.ksud dalam Pasal 56
_ ayat (4) huruf a dianggarkan dalam APBD sesual dengan )
- _ketentuan peraturan perundang—undangan

Pasal 67

Belanja bantuan keuangan sebagaumana dimaksud

dalam Pasal 56 ayat (4) huruf b diberikan kepada -
daerah lain dalam. rangka kerjasama daerah,"
pemerataan  peningkatan kemampuan keuangan

. dan/ atau tujuan tertentu la.mnya

Bantuan kcuangan sebagalmana dxmaksud pada
ayat (1) dapat -dianggarkan sesuai . kemampuan
Keuangan Daerah setelah = ‘memprioritaskan
pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan
Urusan . Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja
yang diwajibkan oleh = peraturan pérundang—
undangan, kecuali - ditentukan lain . sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang—undangan

Bantuan- keuangan sebagalrnana dl.maksud pada

ayat (1) terdiri atas:

a. bantuan keuangah di hngkungan mterna] daerah;

dan
b. bantuan keuangan daerah Provinsi ke daerah di
wilayahnya dan/atau daerah di luar wﬂayahnya



o -(5)

6

“Bantuan keuangan sebagalmana dunaksud pada —_
. ayat (3) bersifat umum atau khusus. - : '

Pcrunmkan dan pengelolaan bantuan keuangan yang -

bersifat umum sebagalmana dlmaksud pada ayat (4)
dlserahkan kepada penerima bantuan B

Peruntukan bantuan kcuanganyang béfsifat_khlisus-r : .
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh ~ =~
daerah sebagai pemberi bantuan dan pengelolaannya Lo

- dlserahkan kepada penenma banman

@)

@

Pemberi bantuan‘-" kcuangan bers:fat khusus .
sebagaimana = dimaksud pada ayat (6) 'dapat _
mensyaratkan penyediaan dana. pendampmg dalam - - -
APBD atau . anggaran pendapatan ‘dan belan_]a

" penerima bantuan _ o |

o Pasal 68

Belanja udak terduga sebagaunana dnnaksud dalam '
_Pasal 56 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran

atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk . -

keperluan - mendesak - _serta -pengembalian - atas
_ kelebihan ‘pembayaran  atas Penerunaan Daerah -
.tahun tahun sebelumnya - : :

_Dalam hal belan_]a tidak \,te'xl"_dug-.a"_ Sébaga’imana S
dimaksud . pada ayat (1) Z' tidak.j . men'cukupi; S

o -menggunakan: _ SR
- a. dana ‘dari hasﬂ pen_]adwalan ulang capa1an SRR

-Program dan- Kegiatan lainnya serta. pengeluaran

Pemblayaan dalam tahun anggaran bcnalan, o

danfatau :

o : b. memanfaatkan kas yang tersedla |

e

Pcnjadwalan ulang capa1an Program dan Keglatan' S

' sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) huruf a - - -

R dlformulasﬂcan terleblh dahulu dalam Perubahan DPA LT
- 'SKPD. - o

'Pasa169

Keadaan darurat sebagaumana dlmaksud dalam Pasal o

. 68 ayat (1} mehpuu

' a. bencana alam, bencana non- alam bencana 5051a1
7 dan/atau ke_]adlan luar biasa; - - '

b. pelaksanaan opera31 pcncarlan dan pertolongan '

dan/atau -

e sarana/prasaraﬁa ~ yang dapat_» 'mquganggu'

. kegiatan pe!ayananr publik. -

I A L]



(2)

. a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar

Keperluan mendesak sebagamlana dlmaksud dalam
Pasal 68 ayat (1) meliputi:

masyarakat - yang anggarannya = belum tersedla
dalam tahun anggaran berjalan;.

- b. belanja daerah yang ber31fat mcnglkat da.n bclanja

- d. pengeluaran daerah lamnya yang apablla dltunda :
. akan menimbulkan kerugian yang- lebih besar bag1 _

@

R ¢

@

yang bersifat wajib;

e pengeluaran  daerah yang berada diluar- kenda].L
' daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya,
‘serta amanat perawran perundang-undangan, _

dan/atau -

daerah dan / atau rnasyarakat

‘Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak
sebagaimana dimaksud pada: ayat (1) dan ayat (2}
. ditetapkan dalam: Perda tentang APBD tahun
- berkenaan. Pengeluaran untuk mendanai keadaan;

darurat yang - belum tersedia =~ anggarannya,

diformulasikan ' terlebih dahulu dalam RKA SKPD,
kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana

konflik sosial dan/atau kejadian luar blasa

‘Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat_bencana,' o
-konflik sosial dan/atau kejadian luar ' biasa

sebagmmana dimaksud pada ayat (4) digunakan = -
sesuai dengan - ketentua.n peraturan perundang—
~undangan. : '

Pcngeluaran untuk mendanai keperluan mendesak

yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak

cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih .
-~ dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA.
~ SKPD. | - ..

: Bagian Kelima - 1.
- Pembiayaan Daerah

Péragraf 1
- Umum

Pasal 70 -

Pemblayaan daerah sebagaimana dunaksud dalam -
- Pasal 30 ayat (1) huruf c terdiri atas: :

a. penerimaan pembiayaan; dan .

Lo b. pengeluaran pembiayaan,

Pembiayaan daerah s-ebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dirinci menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, organisasi,. Jems obyek dan nnc1an obyek

_Pemblayaan daerah

W ow o e
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. (3) Penerimaan pemb1ayaan daerah scbagaunana

' ‘dimaksud pada ayat (1} huruf a bersumber dan

SiLPA; - - 5 C

. pencairan dana cadangan

hasil pen_]ualan kekayaan daerah yang dlplsahkan

. penerxmaan pinjaman daerah;

penenmaan kembah pembenan pmjaman dacrah
dan/atau - Ny \ o

: penenmaan - pemblayaan lamnya - sesuai
dengan ketentuan peraturan pcrundang—undangan

oo o

A

o 4) Pengeluaran Pemblayaan sebagalmana dlrnaksud, g
- pada ayat (1) “huruf- b dapat dxgunakan untuk

- Pembiayaan: -

a. pembayaran c1c1lan pokok utang yang jatuh tempo :

~b. penyertaan modal daerah; .
c. pembentukan dana cadangan S
d. pemberian pinjaman daerah; dan/atau -
e. pengeluaran pembiayaan - lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang—undangan

~ (5) Pembiayaan neto. merupakan selisih penenmaan
i pembxayaan terhadap pengeluaran pernblayaan

: (6) Pembiayaan " neto- sebagaunana dxmaksud pada.-

ayat (5) dlgunakan untuk menutup deﬁsﬂ anggaran

L Paragraf2 -
Pencrimaan_ Pembiayaan

: Pasal 71

SiLPA sebagmmana dunaksud dalam Pasal 70 ayat (3)':

~ huruf a bersumber dari:
" a. pelampauan penenmaan PAD; :
b. pelampauan pencnmaan pendapatan transfer '

o c. pelampauan penenmaan lam-la.ln pendapatan' daérah

© yang sah; _

o d. pelampauan penenmaan pemblayaan,

- e. penghematan belanja,
f

tahun belum terselesaikan; dan/atau

qn"-

Kinerja dan sisa ‘dana pengeluaran Pembiayaan.™

Pasal 72

(1) Pencalran Dana Cadangan sebagaimana. dnnaksud

‘dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b dlgunakan untuk

kewajiban kepada plhak' ketiga sampa1 dengan akhlr .

sisa dana  akibat' tidak tercapainya ircapalan target ..

‘menganggarkan - pencairan Dana Cadangan: dari
rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum

. Daerah dalam tahun anggaran berkenaan

L S
- T



@

B

(4)

(8

Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada -
ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan
dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan :
bersangkutan - .

Pencmran Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun
anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD
dalam tahun anggaran berkenaan.

Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan

peruntukannya, dana . tersebut dapat ditempatkan g

dalam portofoho yang membcnkan hasil tetap dengan
nsﬂ{o rendah

Posisi Dana Cadangan dﬁaporkan sebagai bagian yang
tidak terp1sahkan dari- laporan pertanggungjawaban

~ APBD.

(6)

Penggunaan étas"Dana Cadangan yang dica.irkan dari -
rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum

Daerah - sebagalmana dimaksud pada ayat (1)

dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan'

~ bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan

(1)

(2)

Q)

_ketentu:an pera_turan pcrundang-undangan

Pasal 73

Hasil penjualan kekayaan daerah ya_ng dlplsahkan-

sebagaimana -~ dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) =

huruf ¢ dilakukan sesuai dengan ketentuan peramran

._ perundang-undangan

Penenmaan atas has1l penjualan . kekayaan daerah
sebagaimana - dimaksud pada ayat (1) dicatat
berdasarkan bukti penerimaan yang sah.

Pasal 74

Penénmaan“ﬁnjamah Daerah ‘sebagaamaha dimaksud

- dalam Pasal 70 ayat (3) huruf d didasarkan pada

~ jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun
~anggaran berkenaan sesuai dengan yang dxtctapkan

@

_p'gp o p

dalam perjanjlan pinjaman bersangkutan

Penerimaan Plnjaman Daerah sebagaimana dnnaksud

pada ayat (1) dapat bersumber dari:

. pemerintah pusat; -

. pemerintah daerah Kabupaten/ Kabupaten lain;
lembaga keuangan bank; - .

. lembaga keuangan bukan ba.nk dan/atau’
'masyarakat - i



(3) R
- pada‘ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan E PR

Pencnmaan Pm_]aman Daerah sebagalmana dlmaksud

e peraturan perundang—undangan

Pasal 75

Pcnenmaan kembah Pembenan' Pm_]aman Daerah

_.sebagaimana ‘dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3). huruf e -

dxgunakan untuk menganggarkan penerimaan kemba.hf

~.pinjaman - yang diberikan = kepada- pihak ‘penerima -

~‘pinjaman- sesua; dcngan ketentuan peraturan perundang—

) _},_.:,:':ﬁ.' undangan S

- Pasal76

Penenmaan Pembxayaan lamnya sebaga.lmana dlmaksud
"“dalam Pasal 70 ayat (3) huruf f digunakan- untuk

= menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai -

dengan ketentuan peraturan Perundang—undangan

Pembayaran c1c11an pokok utang sebagaunana dnnaksud o

S " Paragrafs

Pengeluaran Pemblayaan

Pasal 77

__dalam Pasal 70" ayat. (4} “huruf a: -digunakan - untuk
: menganggarkan - ‘pembayaran - pokok - utang - yang

u . didasarkan pada _}umlah yang harus dlbayarkan sesuai

dengan “perjanjian - pinjaman :: dan . pelaksanaannya
merupakan prioritas utama dari - seluruh kewajlban
"daerah yang harus dlseiesa;kan dalam tahun anggaran

o ;-'_'f'.{f ‘-f"f-' Pasal 78
(1)

berkenaan berdasarkan pexjan_uan pmJaman Ll

Daerah dapat melakukan penyertaan modal
.sebagalmana dlmaksud ‘dalam " Pasal " 70 - ayat (4)

" huruf b’ pada BUMD dan/ atau badan usaha m111k

. negara.

@
- . pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila Jumlah yang .
"~ "akan disertakan dalam: tahun- anggaran berkenaan

Penyertaan modal daerah sebagannana dnnaksud

i - telah dltetapkar_l dalam Perda mengenal penyertaan

RS R modal daerah.

d1tetapkan ‘sebelum | persetu_luan bersama .. antara

Perda - sebagalﬁlana dJmaksud pada ayat (2)

Bupatl dan DPRD atas rancangan Perda tentang




. :!:'_'_-':';l-'-'(ll

SO ;__(4)

Penyertaan modal sebagalmana dlmaksud pada' o

~ayat (1) - dilaksanakan - sesuai . rdengan ketentuanf; o

L peraturan perundang~undangan

1)
. . sebelumnya - tidak dlterbltkan Perda tersendln'. R
- . sepanjang - _]umlah ‘anggaran penyertaan ‘modal - .-
- " tersebut tidak ~melebihi jumlah penyertaan modal - - 7 -
.. .yang telah - .ditetapkan " dengan Perda mengenau
pcnycrtaan modal bersangkutan e

Pasal 79

Pcmenuhan penyertaan modal pada " tahun -

Dalam hal  daerah akan menambah jurnlah-; 5
R ‘penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal =
.. yang - telah  ditetapkan - dengan Perda mengenai. =~ - -

. . penyertaan modal, Pemerintah Kabupaten Pringsewu
. melakukan perubahan. perda ~mengenai. ‘penyertaan -

- 'modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentua.n'-. B

E --peraturan perundang~undangan

@

Pasal 80

Dana Cé_dangan sebagan‘nana chmaksud dalam 5--: o
-~ pasal 70 "ayat (4) -huruf penggunaannya'g
' -'dlpnontaskan ‘untuk mendanal kebutuhan =

pembangunan - prasarana dan sarana 'daerah yang L
tidak dapat dlbebankan dalam 1 (sa_tu) tahun

anggaran.

Dana Cadangan sebagalmana dunaksud pada ayat (1)

. dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya E
- sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang-' e

undangan

Dana Cadangan sebagaurnana dlmaksud pada ayat (1) N

+ - bersumber . dari’ Penylsxhan atas Penenmaan Daerah" e
77 ~kecuali dan ] R , _

. a. DAK;"

by pm_]aman daerah dan ' o LT
ey penenmaan lain - yang penggunaannya dlbatasy

“untuk’ pengeluaran ~tertentu berdasarkan. ] e

ketentuan peraturan perundang—undangan

Dana Cadangan sebagmmana dxmaksud pada ayat (1).- S
L dltempatkan -dalam . rekemng tersendln dalam?' _
STt e :;Rekemng Kas Umum Daerah e TR
" (5} Pembentukan - Dana Cadangan scbagannana e
- - dimaksud- pada ayat (1) ditetapkan - dalam Perda-‘ o
e tentang pembentukan Dana Cadangan SR )



(6) Perda sebaga.tmana dlmaksud pada - ayat (5)
,dltetapkan sebelum" persetujuan bersama antara .

APBD
Pasal 81

(1) 'Pembenan Pm_]ama.n Daerah sebagmrnana dxmaksud E

~dalam Pasal 70 ayat (4) huruf d digunakan untuk

 menganggarkan ' Pemberian - Pinjaman Daerah . yang -
- diberikan kepada Pemerintah Pusat, daerah lainnya, =~

BUMD, badan usaha rmhk negara koperam dan/ atauw B
masyarakat e

(2) Pemberian P1n_|aman Daerah dilaksanakan . sctelah -

mendapat persetu_]uan DPRD..

(3) Persctu_;uan DPRD sebagmmana dlmaksud pada
ayat (2) mcn_]adl baglan yang dxsepakatl dalam KUA
‘dan PPAS. _ .

(4) Ketentuan mengehai tata cara Pemberian Pinjamah

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai-

' dengan' ayat (3). diatur dengan. Peraturan Bupati . A

sesuai - dengan ketentuan peraturan perundang-.
undangan ' -

Pengeluaran Pemblayaan léiﬁriy.éi' s'c'b-aga.lmané dimaksud =

dalam Pasal 70 ‘ayat - (4} huruf e digunakan untuk

: menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai B
, dengan ketentuan peraturan perundang—undangan .

Baglan Keenam
Surplus dan Defisit

Paragraf 1
— © . Umum

Pasal 83

(1) Dalam hal APBD dxperklrakan surplus, APBD dapatf

dlgunakan untuk . pengeluaran Pembiayaan Daerah
yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang
pelaksanaannya sesuai-dengan ketentuan Peraturan
perundang—undangan

"',.(2) Dala_tn hal APBD dlperklrakan dcﬁ51t APBD dapat - .
didanai dan penenmaan ‘Pembiayaan Daerah ‘yang-.

ditetapkan ‘dalam - Perda ~ tentang APBD- yang
‘pelaksanaannya sesuai dengan. ketentua.n Peraturan :
perundang—undangan '

Bupatl dan DPRD “atas rancangan Perda tentang _



opoop

" (1) Mentei  yang  menyelenggarakan  urusan
pemerintahan di bidang keuangan menetapkan batas - -

o Paragraf2 . :
- Surplus S
Pasal 84
Penggunaan surplus APBD dlutamakan untuk:
pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
. penyertaan modal daerah;

pcmbentukan dana cadangan;
. pemberian pmjaman daerah; dan/atau -

_ ketentuan peraturan perundang—undangan

'_ Pasal 85

Daerah Wa_ub melaporkan posisi surplus APBD kepada
Menteri dan Menteri' yang menyelenggarakan urusan

- pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam -

tahun anggaran berkenaan

- Paragraf 3
- Defisit
" 'Pasal 86

maksimal Jumlah kumulatif defisit APBD dan batas

maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang -~

dibiayai dari Plnjaman Daerah setlap tahun a.nggaran

(2) Penetapan batas maksunal _}umlah kumulatlf deﬁmt', o

APBD dan .batas maksimal defisit APBD masing- -

masing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1)

paling lambat bulan Agustus untuk tahun anggaran ,
benkutnya :

(3) Daerah Wa_]l_b, mélapdrkan posisi defisit - APBD_
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri

dan Menteri yang menyelenggarakan = urusan .

pemerintahan di bidang keuangan sehap semester -
dala.m tahun anggaran berkenaan

(4) Daerah yang melanggar ketentuan sebagénnaha

dimaksud pada ayat (3} dapat dikenai sank31 o

'_ penundaan penyaluran Dana Transfer Umum.

Pasal 87

(1) Menteri  melakukan pengendallan defisit APBD :

provinsi = berdasarkan  batas maksimal jumlah

" kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit =~
APBD masing-masing daerah yang dibiayai Pinjaman =~ =~

Daerah yang ditetapkan oleh Menteri yang.
_ -mcnyelenggarakan urusan pcmenntahan di bldang '
_ keuangan -

pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dcngan' '



L (2) Gubernur seiaku wak11 Pemenntah Pusat melakukan "

pengendalian defisit- APBD daerah berdasarkan batas -
* maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas = - = -
‘maksimal’ defisit APBD masing-masing daerah yang . -

dibiayai - pmjaman ‘daerah yang dltetapkan oleh

~~ Menteri yang- menyelenggarakan - urusan

pemen.ntahan di bldang keuangan

7(3)-’_Pengenda11an sebagaunana dimaksud pada ayat (1)
. - dan ayat (2) dilakukan pada saat evaluas1 terhadap
(e rancangan Perda tentang APBD. :

" Pasal 88

(1) Defisit ‘APBD ')seba_galma-na'dnnaksud dalam Pasal 86_

ayat (1) harus dapat ditutup dari Pembiayaan neto.

2) Pemblayaan neto sebagalmana dimaksud pada

ayat (1) _merupakan selisih antara pcnenmaan :

Pemblayaan dengan pengeluaran Pemblayaan

. BABVI
. PENYUSUNAN RANCANGAN -
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

' Baglan Kesatu .
' Kebljakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belan_]a
Daerah dan Pnontas Plafon Anggaran Sernentara

Pasal 89

(1) Bupatx mcnyusun rancangan KUA dan rancangan

'PPAS berdasarkan RKPD dengan- mcngacu pada' .

-pedoman penyusunan APBD

(2) .Pedoman penyusunan APBD sebagalmana dlmaksud

pada ayat (1) dxtetapkan oleh Menteri Dalam Ncgen ] _—

setelah  berkoordinasi - ‘dengan  Menteri ~ yang

'.menyelenggarakan urusan pemenntahan 'di - bidang -
| perencanaan pembangunan nasional dan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang keuangan

- memuat: -

kOIldlSl ekonorm makro daerah

. asumsi penyusunan APBD;

. kebijakan pendapatan daerah

. kebijakan belanja daerah; , -
‘kebijakan pemblayaan daerah dan.
strategl pencapalan L

'rhp"cﬁ.o"c"‘pa

(3) Rancangan KUA sebagaunana dlmaksud pada ayat (l)r o

Ll N
[



_ (4) Rancangan PPAS sebagaimana . dimaksud pada

ayat (1) disusun dengan tahapan:

a. menentukan skala prlorxtas pemba.ngunan daerah;

'b. menentukan prioritas program dan kegiatan untuk

- masing-masing urusan yang disinkronkan dengan

prioritas dan program nasional yang tercantum
dalam - rencana kerja Pemerintah Pusat setiap

- tahun; dan :

C. menyusun capa.lan kmer_]a sasaran da.n plafon

anggaran  sementara - untuk masmg-masmg

_program dan keglatan

Pasal 90 7

(1) Bupati- mcnyampalkan - rancangan KUA  dan
. rancangan PPAS  sebagaimana - dimaksud dalam

Pasal 89 ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu
kedua bulan Juli' untuk dibahas dan dlsepakatl

- bersama antara Bupatl dan DPRD. .
@) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan

. 'PPAS ' sebagaimana ' dimaksud pada ayat (1)
,-dltandatangam oleh Bupati' dan -pimpinan’ DPRD
= pahng Iambat mmggu kedua bulan Agustus

o (3)' KUA dan PPAS yang telah dlsepakatt Bupat1 bersama .
' DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi -
pedoman bag1 perangkat dacrah dalam menyusun _

;RKASKPD

(4) Tata cara - pembahasan 'ranbangan' KUA dan

" rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

~dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan |

peraturan perundang—undangan

Pasa.l 91

'.'Dalam hal Bupatx dan DPRD udak menyepakatl bersama

rancangan KUA dan ‘rancangan PPAS sebagaimana

" dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), paling lama 6 (enam).
rmnggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS
dlsampalkan kepada DPRD Bupati menyampaikan-

Rancangan Perda tentang APBD kepada- DPRD

" berdasarkan RKPD, rancangan KUA dan rancangan PPAS -

yang - disusun Bupati, untuk dibahas dan disetujui

:" bersama - antara - Bupati- . dengan DPRD sesuai dengan
" ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

(1) Keglatan sebagajmana dunaksud dalam Pasal 89' :

- ayat (4) huruf b dapat dianggarkan:
- a. untuk 1 (satu} tahun anggaran; atau

~ b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. dalam bcntuk |

Keglatan Tahun J amak

LYo
s



- (2)

Kegiatan Tahun Jamak sebaga.lma.na dimaksud pada -
ayat - (1) huruf b harus mcmenuh1 kriteria pahng _

- sedikit:

(3)

-4

e

a. pekexjaan kbnstruk31 atas pelaksanaan Kegiatan. -
yang secara- teknis merupakan satu kesatuan

untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran yang

memerlukan waktu penyelesaJan lebih dari 12 (dua

belas) bulan; atau

b. pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatanyang menurut
sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantlan '

~ tahun anggaran

Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagalmana N
dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetuguan C

Bersama antara Bupati dan DPRD.
Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditandatangani bersamaan dengan
penandatanganan KUA dan PPAS.

Persetujuan bersama sebagmmana dlmaksud pada', :

- ayat (3) paling sedikit memuat:

a. nama kegiatan; :
b. jangka waktu pelaksanaan keglatan
c. jumlah anggaran; dan

- d. alokasi anggaran per tahun.

®

Jangka waktu.- penganggaran pelaksanaan Kegxatan'

Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b tidak melampaui akhir tahun masa jabatan
Bupati berakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jamak '
dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau

kepentingan strategis nasional sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan.

)

@

o ‘Bagian Kedua | _
Rencana Kerja dan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 93

Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA -
. dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90_ .

ayat (2) dan ayat (3).

RKA SKPD sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)_, o

- disusun dengan menggunakan pendekatan

- (7)

L a pendekatan  Kerangka Pengeluaran Jangka :

Menengah Daerah;
b. pendekatan penganggaranterpadu dan
c. pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja.

RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan - kepada PPKD .sebagai bahan

o penyusunan rancangan Perda tentang APBD sesuai

dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam

Peraturan Menteri tentang pedoman penyusunan

. APBD yang ditetapkan setiap tahun.

S A
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" Pasal 94

Dalam hal terdapat penambaha_n kebutuhan pengeluaran o

akibat keadaan - ‘darurat termasuk belanja untuk.
keperluan mendcsak Kepala SKPD dapat menyusun RKA -

- SKPD diluar KUA :dan PPAS sebagalmana dlma.ksud‘
dalam Pasal 90 ayat (2) dan ayat (3) o

Re)

@
3)

4

(1)

| Pasal 95
Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah

Daerah sebagmmana dimaksud dalam Pasal 93

ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menyusun
praklraan maju '

Prakiraan maju scbagaxmana dimaksud pada ayat (1)

berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk Program .

dan Kegiatan yang direncanakan dalam tahun
anggaran benkutnya dan tahun anggaran. yang_

dlrencanakan

Pendekatan penganggaran' terpadu sebagaimana-

dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf b dilakukan
dengan mcmadukan seluruh proses perencanaan dan
penganggaran . di. llngkungan SKPD - untuk
menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.

Pendekatan ‘penganggaran berdasarkan ~Kinerja

sebagaimana -dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) -

huruf ¢ dilakukan dengan memperhatikan:

a. keterkaitan antara pendanaan dengan kelluaran‘

yang diharapkan dari Kegiatan;
b. hasil dan manfaat yang dxharapkan dan ,
c. efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

. Pasal 96

Untuk terlaksananya peyusunan RKA SKPD
berdasarkan - pendekatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 93 ayat (2) dan terciptanya

' kesmambungan - RKA  SKPD, Kepala SKPD

{2

mengevaluasi = hasil pelaksanaan program dan
kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai
dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertujuan untuk menilai program dan kegiatan yang
belum dapat. dilaksanakan atau belum diselesaikan

tahun  sebelumnya untuk = dilaksanakan atau

di_selesaikan" pada tahun yang direncanakan atau
. {satu) . tahun berlkutnya dar1 tahun yang -

: _dlrencanakan

W e A m e



(3)

W

Dalam hal program dan keglatan merupakan tahunr_

terakhir untuk pencapaian prestasi kerja ‘yang

ditetapkan, kebutuhan dananya harus dlanggarkan o

- pada tahun yang d.lrencanakan

Pasal 97 e

Penyusunan : RKA SKPD dengan ' menggunakan

huruf ¢ bcrpedoman pada:’
a. indikator Kmer_]a L

standar belanja; -~ )
c.. standar harga satuan;
d. rencana kebutuhan BMD; dan

- e. standar pelayanan xmmmal

(2)

(3)

(4) o
- hurufb merupakan Hasil yang diharapkan dari suatu -

(5)

(6)

. -pendekatan penganggaran berdasarkan = Kinerja 2
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal - 93 ayat 2) -

. b. tolok ukur dan Sésaran Kmexja sesuai anahs1s-j L

Indikator Kmez]a sebagaumana dJmaksud pada =

ayat (1) huruf a merupakan ukuran keberhasilan yang. -

akan dicapai - dari Program dan Kegiatan yang
direncanakan meliputi masukan Keluaran dan Hasil. -~

Tolok ukur Kinerja sebagalmana dimaksud pada'

ayat (1) huruf b merupakan ukuran prestasi ker_]a'f_'r_ ) -
‘yang -akan dicapai -dari keadaan semula. dengan . - -

mempertimbangkan .. faktor kualitas, - kuantitas, :
efisiensi, “dan - efektivitas- pelaksanaan dan setlap.'. Com

Prograrn dan Keglatan

Sasaran Kmer_;a sebagaumana du:naksud pada ayat. (1) o

Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu = - -

Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan

dengan penggunaan anggaran dengan kuantltas dan
: kuahtasyangterukur S LT

Analisis standar belan_]a sebagannana dimaksud pada : B

-ayat (1) huruf b merupakan penilaian kewajaran atas _
beban kerja’ dan biaya yang dlgunakan untuk.
) Vmelaksanakan suatu Kegxatan - : o

Standar harga satuan sebaga.lmana dlmaksud pada o

- jasa yang ditetapkan dengan Keputusan ‘Bupati-
- dengan mempertimbangkan  standar harga satuan - ST
- regional sebageumana dlmaksud dalam Pasal 51 T

. ayat(4). R I

(7)

- dalam menentukan capaian jenis dan mutu Pelayanan .

Standar Pelayanan Mlmmal sebagalmana dnnaksud

:ayat (1} huruf ¢ merupakan harga satuan barang dan =

pada ayat (1) huruf e merupakan tolok ukur Kinerja - .

Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib
yang berhak deeroleh setiap warga negara secara

L mmunal



(1)

Pasal 98

RKA SKPD sebagmmana dimaksud dalam Pasal 93
ayat (1) memuat rencana pendapatan, belanja dan

‘Pemblayaan untuk tahun yang direncanakan serta -

' praklraan maju untuk tahun berikutnya.

@

Rencana pendapatan belan_]a dan Pembiayaan l_

: sebagmmana dimaksud pada ayat (1) d1nnc1 sampal .

- dengan rincian obyck

&

RKA SKPD sebagaxmana dlmaksud pada ayat (1) Juga '
memuat informasi mengenai urusan pemerintahan
daerah, organisast, standar harga satuan, dan Kinerja -

yang akan dicapai dari Program dan Kegiatan.

(1)

Pasal 99

Rencana pendapatah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 98 ayat. (1] memuat Urusan Pemermtahan, c

daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan nnc1an_

R obyek- Pendapata.n Daerah.

(2)

(3)

Rencana pendapatan sebagalmana dlmaksud pada o

ayat (1) diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas dan
fungsinya serta ditetapkan sesuai- dengan kctentuan,
perat‘uran perundang—undangan

Rencana belanja sebagalmana dxmaksud dalam
Pasal 98 ayat‘(1) dirinci atas Urusan Pemerintahan.

- daerah, organisasi | Program " Kegiatan, kelompok

belanja yang masmg—masmg diuraikan menurut Jems o

- obyek dan rincian obyek belanja.

(S)

Rencana Pembxayaan ‘sebagaimana  dimaksud dalam

Pasal 98 ayat (1) memuat kelompok: _

a. penerimaan. 'Pembiayaan yang dapat dlgunakan
untuk menutup defisit APBD; dan -

b. pengeluaran- Pembiayaan. yang dapat dlgunakan

untuk memanfaatkan surplus APBD, yang masing- |

- masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian
obyek Pembiayaan.

Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 98 ayat (3)) memuat Urusan

Pemerintahan . daerah yang dlkelola sesuai dengan-

- tugas dan fungs1 SKPD

(6)

| (7)

Organ1sas1 sebagaJmana dimaksud dalam Pasal 98 -

ayat (3) memuat nama SKPD selaku PA.

Kinerja yang hendak dicapai scbagaimana dimaksud - .

dalam Pasal 98 ayat (3) terdiri dari indikator Kmer]a,.
tolok ukur Kmeqa dan Sasaran Kinerja. -



(8) Program sebagannana dimaksud dalam Pasal 98_: o
ayat (3) 'memuat nama Program - yang akan -

dxlaksanakan SKPD ' dalam - tahun . f anggaran
berkenaan.- . _

(9) Keglatan scbagmmana dlmaksud dalam Pasal 98'

ayat. (3) memuat nama Kegiatan yang - akan.' '
- dilaksanakan " . SKPD - dalam tahun anggaran_'

berkenaan

Pasal 100 '

_ Ketentuan lebih lan_;ut mengenai tata cara penyusunan |

RKA SKPD diatur dengan Peraturan Bupati mengenai ...

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan o

' Baglan Ketlga '
Penyuapan Rancangan Peraturan Daerah

~ Pengelolaan Keuangan : Daerah yang ditetapkan -sesuai

Tcntang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah- - s

Pasal 101 e

(1) RKA SKPD yang telah ‘disusun oleh Kepala SKPD

sebagaimana ‘dimaksud dalam "Pasal 93 ayat (1)

" disampaikan - kepada TAPD melalm PPKD untuk

diverifikasi. ~ -

(2) ‘Verifikasi - sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)' S
- dilakukan oleh: TAPD untuk menelaah kesesuman

antara RKA SKPD dengan:

- a. KUA dan PPAS;

b. prakiraan = maju. yang - telah d13etuju1 tahun o

anggaran sebelumnya;
dokumen perencanaan lainnya;
capaian kinerja;

-indikator kinerja; .-

analisis standar belanja;
standar harga satuan;

. perencanaan kebutuhan BMD
standar pelayanan minimal;

o -*"f'n'qa"rw o

berikutnya; dan
k. program dan Kegiatan antar RKA SKPD

proyeksi - perkiraan: maju untuk tahun' anggaran

(3) Dalam hal - hasil verifikasi TAPD sebagalmana.:f-

dimaksud pada ayat (2) terdapat ketldaksesua.lan-

Kepala SKPD mclakukan penyempurnaan e

Pasal 102

(1) PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan

.dokumen pendukung berdasarkan RK.A SKPD yang L

telah dxsempurnakan oleh Kepala SKPD

B A A



@

Rancangan - Perda “tentang APBD E sebagaimana
dimaksud pada - ayat (1) memuat lamplran pahng

. sedikit terdiri atas:
-a. ringkasan APBD yang d1k1as1fika31 menurut-

kelompok dan Jcnls pendapatan belan_}a dan
. Pembiayaan;
b. ringkasan - APBD . menurut Urusan Pemcnntahan-
-Daerah dan orgamsa&, _
c. rincian APBD - menurut Urusan. Pemenntahan
Daerah, organisasi, Program, Keglatan kelompok‘
jenis pendapatan, belanja dan Pembiayaan; -

. d. rekapitulasi belanja dan Kkesesuaian menurut

Urusan Pemenntahan Daerah, orgamsa31 Program,
. dan Kegiatan; -
e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan
‘keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan
fungsi - dalam kerangka pengelolaan keuangan
Negara;
f. daftar jumlah pegawax per golongan dan per
jabatan;
. daftar Plutang Daerah
. daftar penyertaan- modal daerah dan mvestas1
daerah lainnya; -

ot

i. daftar. perkiraan. penambahan ~dan pengurangan.

aset tetap daerah;"

- j. daftar perkiraan pcnambahan dan pengurangan

- aset lain-lain; -

k. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang

e

belum diselesaikan dan dianggarkan kembali -
dalam tahun anggaran yang dxrcncanakan
1. daftar dana cadangan; dan
m.daftar pln_]aman daerah.

Dokumen pendukung sebagannana dlmaksud pada
ayat (1) terdiri atas nota- keuangan dan rancangan :

- Perbup tentang penjabaran APBD.

@

Rancangan . Perbup tentang pen_]abaran APBD

- sebagaimana - dimaksud pada ayat (3) memuat
- lampiran paling sedikit terdiri atas: :

"a. ringkasan - pen_]abaran APBD yeing d1k1as1ﬁkas1

menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- b. Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok '
Jenis, obyek, rincian obyek pendapatan belan_;a
dan Pemblayaan _

c. daftar nama - penerima, .alamat. peneruna _ dan
besaran hibah; dan . S

d. daftar nama penerima, alamgt_..f- penerima dan
besaran bantuan sosial. o S



M
' " rancangan Perda ‘tentang APBD paling lambat 1 (satu) - -
© bulan sebelum dlrnulamya tahun anggaran setiap -

Pasal 103

Rancangan Perda tentang APBD yang telah dlsusun oleh

(1)

- kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari B

PPKD dlsampmkan kepada Bupati.

‘ i “BABVII : o
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN
o DAN BELANJA DAERAH -

Baglan Kesatu _
Penyampalan dan Pembahasan Rancangan

' Pcraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah
 Pasal 104

Bupati wa_;xb menga_;ukan rancangan Perda tentang .
APBD disertai. penjelasan dan dokumen pendukung -

- sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir

@

untuk memperoleh persetujuan bersama antara .
Bupati dan DPRD L

Bupati yang txdak menga_]ukan rancangan Perda

‘tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) A
- dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuani T

_ peraturan perundang-undangan

S

e

o Pasal 105

Pembahasan rancangan - Perda tentang APBD‘ |
_--dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD setelah Bupati
menyampaikan - rancangan Perda tentang APBD .

beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai \
dengan kctcntuan peraturan perundang-undangan.

Pembahasan * rancangan Perda ~ tentang' APBD- .-
_ sebagannana dimaksud pada ayat (1) berpedoman ;

o -'_pada RKPD, KUA dan PPAS

Bagxan Kedua

Persetu_luan Rancangan Peraturan Daerah tentang :

Anggaran Pendapatan dan Belan_]a Daerah
" Pasal 106 -

Bupati. dan DPRD Wa_]lb mcnyctujm " bersama

'tahun T e

ey
" . dimaksud pada . ayat (1), Bupati’ menyiapkan

Berdasarkan persetu_|uan bersama sebagmmana

' rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD



) (3) DPRD dan Bupatl yang tidak menyetujui bersama
' rancangan-Perda tentang APBD dalam 1 (satu} bulan
. .sebelum dimulainya tahun  anggaran setiap tahun
- " sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
. administratif sesuai dengan ketentuan peraturan
: perundang—undangan '

(4) Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena
" Bupati terlambat - menyampaikan rancangan Perda
~ tentang APBD kepada DPRD dari jadwal sebagaimana
. dimaksud = dalam - Pasal 98 ayat (1), sanksi.
'sebagaimana dimaksud pada- ayat (3) tidak dapat._'
i 'dlkenakan kepada anggota DPRD..

~ Pasal 107

- (1) Dalam “hal Bupatl dan DPRD tldak mengambll -

- persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh)
. hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang
. APBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati menyusun
~rancangan Perbup tentang APBD paling tinggi sebesar _

- angka APBD tahun anggaran sebelumnya ' _

- {2) Rancangan’ Perbup -tentang APBD sebagaimana

 dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja

.. yang bersifat menglkat dan belan_]a yang bersﬂat -
wajib. _ '

{(3) Angka APBD tahun anggaran sebelumnya :
- sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dapat d11ampau1w
- .apabila terdapat: o
" a. kebijakan Pemerintah Pusat yang mengaklbatkan -
' 'tambahan pembebanan pada APBD; dan/atau -
b keadaan darurat termasuk keperluan mendesak
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—
undangan S

-Pasa.l 108

‘Rancangan Perbup tentang APBD sebagaimana dimaksud
‘dalam Pasal 107 ayat (2) memuat Iampn‘an yang terdm- )

" atas:

a. ringkasan APBD : :
b. ringkasan pcnjabaran APBD sampau dcngan nnc1an
- .obyek; :

-~ ¢. ringkasan- APBD menurut Urusan Pemenntahan'
~ daerah dan organisasi;

- d. rincian APBD menurut Urusé.n Pemermtahan dacrah

"-‘orgamsas1, Program, Kegiatan, kelompok, jenis, obyek, - -

" . rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan; -

. Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, dan-
y :__Keglatan R L

P '{-“ g e

'_ie. rekapitulasi dan kesesuaian belan_]a menurut Urusan - -~ -

L
Yeryoe



‘@
E pada ayat. (1) dibatasi hanya untuk mendanai - -

dalam kerangka pengelolaan keuangan’ negara,

.- daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; -
. daftar Piutang Daerah; -
. daftar penyertaan modal daerah: dan mvesta51 daerah

N &bantuan soswﬂ

o W

)

Pasa.l 109

Rancangan Perbup sebagalmana dlmaksud ‘dalam

rekapltulam Belanja Daerah untuk keselarasan dan, o
~keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fung51 .

. lainnya;. |
.. daftar perk1raan penambahan dan pengurangan aset '
. tetap daerah; S
daftar- perklraan penambahan dan pengurangan aset
~lain-lain; S
. daftar Keglatan tahun anggaran sebelurnnya yang

. belum diselesaikan dan dlanggarkan kernball dalam'

. tahun anggaran ini;

_m.daftar Dana Cadangan;

n. daftar Pinjaman Daerah; .

. daftar nama penerlma, alamat penenma dan besaran'
“hibah; dan

. daftar nama pencnma alamat pcnerlma, dan besaran.'

. ‘Pasal 107 ayat’(2) dapat ditetapkan menjadi Perbup -
-~ setelah memperoleh’ pengesahan dan Gubernur T

sebagai wakil Pemermtah Pusat.

1Untuk . mcmperoleh pengesahan E sebagaimané N
- dimaksud pada ayat- (1), rancangan Perbup tentang
"APBD . beserta- lampirannya disampaikan paling .

: ~lambat 15 (ima belas) hari terhitung sejak DPRD
- - .. tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupatl. .
. terhadap rancangan Perda tentang APBD

Apabﬂa dalam batas waktu 30 _(tlga- puluh) hari o
Menteri atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah =
- Pusat - tidak . mengesahkan rancangan - Perbup -

. sebagaimana dimaksud pada ~ayat (1), Bupatl o

o : ‘  menetapkan rancangan Pcrbup men;adl Perbup

e  Pasal 110

: (1) ‘Dalam hal - penetapan APBD mcngalamx -

kctcrlambatan Bupau melaksanakan pengeiuaran

' setiap bulan paling tinggi sebesar seperdua belas =~
~jumlah pcngcluaran APBD tahun anggaran o
: sebelumnya ' I - _

Pengeluaran - sctlap bulan sebagalmana dlmaksud_ =

keperluan mendesak sesuai . dengan. kctcntuan

peraturan perundang—undangan

Pl S
B A S
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Baglan Ketiga
EvaluaSI Rancangan Peraturan Daerah :
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Rancangan
: Anggaran Pcndapatan dan Bclan_;a Daerah

Pasal 111

-_'(1) Rancangan Perda tentang APBD yang telah dlsetUJUI
- .- Bersama antara Bupati dan DPRD dan rancangan
Perbup tentang Penjabaran APBD - disampaikan
kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan
- rancangan Perda tentang APBD untuk dlevaluasr
~ sebelum dltetapkan oleh Bupati.

{2) Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan
Perbup tentang = Penjabaran APBD - sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disertai dengan RKPD, KUA
dan PPAS yang dlsepakatl antara Bupau dan DPRD

= (3) Evalua31 sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan
_ Perda tentang APBD dan rancangan Perbup tentang
* Penjabaran APBD dengan:
a. ketentuan peraturan pcrundang—undangan yang .
lebih tinggi; : :
b. kepentingan umum;
_ ¢. RKPD, KUA dan PPAS; dan
-d. RPJMD. o

 (4) Hasil evaluasi sebagalrnana dlmaksud pada ayat (4)
o dxtetapkan dengan Keputusan Gubernur.

) Keputusan Gubernur sebagannana dunaksud pada
ayat {5) dlsampaxkan oleh Gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat kepada Bupati paling lambat 15 -

" (lima belas) hari terhitung sejak- rancangan Perda

‘tentang APBD- dan  rancangan Perbup- ‘tentang
Penjabaran "APBD scbagalmana dlmaksud pada

- ayat (1) diterima. S '

- (6} Dalam hal Gubemur sebagai wakﬁ Pemenntah Pusat
menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda. tentang
APBD dan rancangan . Perbup tentang penjabaran -

.. APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai -

~dengan ketentuan- peraturan perundang-undangan,
kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS dan RPJMD,
Bupati menetapkan rancangan Perda tentang APBD
menjadi- Perda - dan - rancangan Perbup ‘tentang
Penjabaran APBD menjadi Perbup sesuai dengan
ketentuan pcraturan perundang-undangan - :

‘}A‘ M’ 4"0“
LR B
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(7) Dalam hal Gubemur scbaga1 walnl Pemermtah Pusat
' setelah ~berkoordinasi dengan Menteri ' yang

enyelenggarakan urusan pemerintahaan dlbldang _

keuangan, menyatakan hasil evaluasi rancangan
" Perda tentang APBD dan rancangan Perbup tentang

-~ Penjabaran - "APBD sebagaxmana dimaksud - pada

“ayat (5) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD,.

"KUA, PPAS dan- .RPJMD, Bupati bersama DPRD
melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari
~ terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

(8) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dlmaksud pada

ayat (8) tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD -

"dan Bupati menetapkan rancangan Perda tentang

 APBD menjadi Perda dan rancangan Perbup tentang

. Penjabaran: APBD menjadi Perbup, Gubernur
mengusulkan - kepada Menteri® Dalam = Negeri,

'selanjutnya Menteri Dalam Negeri mengusulkan ~
- kepada Menteri. yang menyelenggarakan urusan

. pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan

penundaan dan/atau pemotongan Dana - Transfer
~Umum  sesuai - dengan ketentuan peraturan'

perundang—undangan
) Pasal 112

Dalam ha.l Gubernur sebagai Wakﬂ Pcmenntah Pusat
tidak melaksanakan evaluasi = sebagaimana - dimaksud
dalam Pasal 111, Menteri Dalam Negeri mengambil alih

: pelaksanaan evalua31 sesuai dengan ketentuan pcraturan o

_ perundang—undangan

Pasa1113

: Gubernur sebagm wak11 Pemenntah Pusat menyampaJkan ,
. hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan Perbup
" -tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam

" Pasal 111 kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bldang keuangan paling lambat 3 (tiga)

hari sejak dltetapkannya Keputusan Gubernur tentang

hasil - evaluasi rancangan Perda Kabupatcn Pnngsewu -

: i.ltentang APBD dan Perbup tentang Penjabaran APBD

ST 07 Pasalll4 -

o (1) Penyempurnaan ' hasﬂ ' cvalﬁas1 sebégéuriana o

- dimaksud dalam Pasal 111 dilakukan Bupati melalui
" TAPD * bersama dengan DPRD melalul ‘badan
anggaran.. o

. - (2) ‘Hasil penyempumaan sebagmmana dlmaksud pada :

cayat (1) dltetapkan dengan Keputusan Punpman

DPRD.

--(3) Keputusan Pnnpman DPRD sebagalmana chmaksud
- pada _ayat - (2). dljadlkan dasar penetapan ‘Perda -

oo tenta.ng APBD

-y W

P



(4) Keputusan P1mp1nan DPRD sebagaJmana dlmaksud
- pada ayat (2) dﬁaporkan pada sidang paripurna ,
_ berikutnya.

(5) Keputusan Punplnan DPRD sebagalmana dlmaksud,
- pada ayat (2) dlsampmkan kepada Gubernur pa.hng

" lambat 3 (tlga) hari setelah keputusan tersebut :
d1tetapkan o : :

- Pasal 115 o
Ketentuan lebih lanjut mengenm tata cara evaluasx‘
rancangan Perda tentang APBD dan Perbup tentang

penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal :

111 dan Pasal 112 diatur dengan Peraturan Menteri..

Baglan Keempat
: Penetapan Peraturan Daerah ;
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran :
R Pendapatan dan Belanja Daerah L

- Pasal 1 16

(1) Rancangan Perda - tentang APBD dan rancangan
"Perbup tentang Penjabaran - APBD yang- telah
dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi Perda -
- tentang APBD dan Perbup tentang Pen_]abaran APBD

,(2) Penetapan rancangan Perda tentang APBD da.n
- rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling
- lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya '

(3) Bupati menyampaxkan Perda  tentang APBD dan
- . Perbup tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur
“sebagai wakil -Pemerintah Pusat paling lambat.
7 (tUJUh) hari setelah Perda dan Perbup ditetapkan.

(4) Dalam hal Bupat1 berhalangan, pejabat yang
- berwenang menetapkan Perda tentang APBD dan
-, Perbup tentang Penjabaran APBD :

.~ BABVHI
- PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Baglan Kesatu
' Umum

" Pasal 117

(71) 'Semua Penerimaan dan’ Pengeluaran Daerah
~dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui -
 Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh BUD.



(2) Dalam hal Penenmaan dan Pcngcluara.n Daerah :
"sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan tidak
dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD

melakukan pencatatan dan pengesahan Pencrnnaan

i dan Pengeluaran Daerah tersebut

 Pasal 118

(1) PA/KPA, ..B_éndahara’ : Penerimaan/Bendéhara |

~ Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima

- . atau- menguasai - uang/kekayaan daerah - wajib
. menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan
- ketentuan peraturan perundang—undangan

{2) Pejabat yang menandatangam dan/atau
mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat
bukti yang - menjadi  dasar penerimaan atau
- pengeluaran atas -~ pelaksanaan = - APBD

bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan
‘akibat yang- tunbul darl penggunaan surat buktl _

dimaksud. .

(3_): Kebenaran matena.l sebagaunana dlmaksud pada

ayat (2) merupakan kebenaran atas penggunaan

-anggaran dan hasil yang dicapai atas beban APBD =
sesuai . dengan. kewenangan  pejabat . yang

bersangkutan. "
~ Pasal 119

Bupati dan perangkat daerah dilarang melakukan

pungutan selain dari yang diatur dalam Perda, kecuali - -
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan ,

: perundang-undangan

Pasal 120

Penerimaan perangkat daerah " yang merupakan
Penerimaan- Daerah tidak dapat d1pergunakan langsung
" untuk pengeluaran, . kecuali = ditentukan lain sesuai
dengan ketentuan peramran perundang-undangan.

Pasal 121

(1) Set1ap pejabat dﬁarang melakukan tlndakan yang
_berakibat pengeluaran atas Beban - APBD apabila
“anggaran untuk membiayai -pengeluaran tersebut
tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

(2) Setxap pengeluaran atas beban APBD dldasarkan atas
DPA dan SPD atau dokumen lam yang dlpersamakan
dengan SPD . o , o

- , .
SR e AT A S
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(31

Bupatl dan perangkat daerah dﬂarang rnelakukan
_ pengeluaran atas Beban APBD untuk tujuan Ia1n darl g

o yang telah dltetapkan dalam APBD .

@1

- b. pejabat yang dlben wewenang menandatanganl._ :

. pertanggungjawaban;
- .d. pejabat. yang d1ber1 Wewenang menandatanganl_
"~ SP2D; C
e, bendahara ‘- penerimaan .,dan ' r.bcndahara,
N pengeluaran, C :

- f, bendahara penérlmaan pembantu dan bendahara‘i '
" pengeluaran pembantu; dan -
Y-S pejabat lamnya dalam rangka pelaksanaan APBD

@

(1)

(2)

~ Pasal 122

Untuk pelaksanaan APBD Bupat1 menetapkan
- a, pejabat yang d1ber1 wewenang menandatangam o

SPD;

- SPM;

c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat B

Keputusan Bupatl tentang penetapan pe_;abat'
- sebagaimana  dimaksud pada ayat: (1) dilakukan
- * sebelum dlmula_mya tahun anggaran berkenaan.

Baglan Kedua
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Kas Umum Daerah

Pasal 123

Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD selaku

BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada S
: ._bank umum yang sehat ,

Bank umum sebagannana dimaksud pada ayat (1)
~ ditetapkan oleh ‘Bupati sesuai dengan ketcntuan
rperaturan perundang—undangan : '

Penetapan bank umum sebagmmana dlmaksud pada _
© . ayat (2) dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan_ -
bank umum yang bersangkutan ' ‘

Pasal 124 .

Dalam pelaksanaan operasmnal Penerimaan Daera.h

- dan - Pengelua:an ‘Daerah,. 'BUD dapat membuka

rekening penerimaan dan rekenmg pengeluaran pada

o bank yang ditetapkan oleh Bupatl |
| :('2_7)_5' Rekemng penenmaan sebagannana dlmaksud pada :
~ ayat (1) digunakan untuk menampung Penerimaan

Daerah set1ap han - : _

Dt L s bt



-(3) Rekemng penerlmaan sebaga.l.mana dimaksud pada
- ayat (1) dlopcras1kan sebagai rekening bersaldo nihil
yvang seluruh penerimaannya dipindahbukukan ke
- Rekening Kas Umum Daerah sekurang—kurangnya
sekali sehari pada akhir hari.

' (4) Dalam hal kcwaijan pcmmdahbukuan sebagaunana
.. dimaksud pada ayat (3) secara teknis belum dapat
~dilakukan - setiap - hari, pemmdahbukuan dapat

dilakukan secara berkala yang dltetapkan dalarn' '

- Perbup.

(D) Rckcnmg pengeluaran sebagalmana dimaksud pada g
- ayat (1) dloperamkan .sebagai rekening: yang
- menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan
-~ daerah sesuai rencana pengeluaran, yang besarannya‘
- ditetapkan dengan Perbup. -
(6) Pemindahbukuan dana dari rekemng peneru'naan
dan/atau rekening pengeluaran pada bank umum ke
~ Rekening Kas Umum Daerah dllakukan atas permtah
o BUD S _

- Pasal 125 - |

(1) Bupati dapat memberi izin 'kepada chala'. SKPD
untuk membuka rekening penerimaan melalui BUD .
-,_yang dltetapkan oleh Bupati pada bank umum.

(2) Bupati dapat ‘memberikan izin kepada cha.la SKPD -

untuk membuka rekening pengeluaran melalui BUD
.- yang ditetapkan oleh Bupati pada bank umum untuk
- menampung UP.

(3) Rekening penerunaan scbagalmana dlmaksud pada :
ayat (1) berupa rekemng bendahara penenmaan ‘SKPD*
. dan rekemng bendahara penenmaan pcmbantu
SKPD. _ '
(4) Rekening pengeluaran scbagalmana chmaksud pada
ayat (2} berupa- rekening bendahara pengeluaran
' SKPD dan rekemng bendahara pengeluaran pembantu
SKPD

Pasal 126

Daerah berhak memperoleh bunga, jasa gxro dan/ atau
imbalan lainnya atas dana yang dxsu'npan pada bank
berdasarkan tmgkat suku bunga dan/atau jasa giro yang
berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. , :

Pasal 127

Biaya yang timbul sehubungan dengan pclayanan yang
diberikan oleh bank didasarkan pada ketentuan yang
berlaku pada bank yang bersangkutan dan scsual denga.n
ketentuan peraturan perundang—undangan o



1

. Pasal 128

Dalam rangka manajcmen ~ kas, daefa.h' dapat ;
mendeposxtokan dan/atau- melakukan “investasi - .
jangka pendek -atas ,uang_ ‘milik Daerah - yang-

" sementara  belum digunakan sepanjang tidak © .
mengganggu - likuiditas Keuangan Daerah tugas _

@

daerah dan kuahtas pelayanan publik. ,
Depos1to dan/ atau investasi - Jangka pendek

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke

 Rekening Kas' Umum Daerah pahng lambat per 31 R

@

" Desember.

Baglan Ketlga o -
Penylapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 129

PPKD memberitahukan kepada Kepala SKPD agar'_ ,
‘menyusun dan mcnyampmkan rancangan DPA SKPD

. paling lambat ‘3 (tiga) hari setelah Perbup tentangr__"" o

@

“mencapai Sasaran, rencana :penerimaan dana dan_
- rencana penarikan dana setiap satuan kex]a serta.

(3).
. yang telah disusun kepada PPKD paling lambat
6 (enam) hari setelah pemberitahuan sebaga,lmana T

* Penjabaran APBD ditetapkan. -

Rancangan DPA SKPD sebagmmana dnnaksud pada e

ayat (1) memuat Sasaran yang hendak dicapai, fungsi,

Program, Kegiatan, anggaran yang dlsedxakan untuk

pendapatan yang dlperlurakan

Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD ) : |

= dlmaksud pada ayat (1) dlsampalkan

>(1)_

@

Pasal 130

TAPD melakukan verifikasi. - rancangan DPA SKPD- S
: bersama dengan Kepala SKPD yang bersangkutan

Venﬁkas1 atas rancangan. DPA SKPD sebagalmana

dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 15 -

“(lima belas) hari sejak dltetapkannya Perbup tentang

- Pen_]abaran APBD

(3
pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA
'SKPD setelah: mendapatka.n persetu_]uan Sekretans B

Berdasarkan hasﬁ verifikasi’ sebagmmana dlmaksud

~ Daerah.

- (4)

Dalam hal hasﬂ venﬁkam sebagmmana dxmaksud*- -
- pada ayat (1) tidak sesuai dengan Perbup tentang S
_Penjabaran APBD, SKPD melakukan penyempurnaan =

rancangan DPA SKPD untuk d1sahkar717_oleh PPKD - ]

dengan persetu_luan Sekretans Dacrah

. ? —.: ;"E i\, ‘At\‘ [15



(5) DPA - SKPD yang telah disahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3} dan ayat (4} disampaikan
chala SKPD yang bersangkutan kepada satuan kerja
yang secara fungsional melakukan pengawasan

- daerah paling lambat 7 (tUJuh) han sejak “tanggal
dlsahkan )

- {6) DPA SKPD sebagaunana dnnaksud pada ayat (3) dan
ayat (4) digunakan sebagai dasar pelaksanaan _
anggaran oleh Kepala SKPD selaku PA. SR

: Baglan Keempat
Anggaran Kas dan SPD

© . Pasal131

(1) PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas daerah
untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai
pengeluaran sesuai dengan rencana penankan dana .

~ yang tercantum dalam DPA SKPD. '

(2) Anggaran Kas sebagmmana dlmaksud pada ayat (1)

- memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber
dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang’
digunakan untuk mendanau Pengeluaran - Daerah
dalarn setlap penode _ '

| Pasal 132 o
(1) Dalam ra.ngka manajemen kas PPKD- menerbltkan_
- SPD dengan mempertnnbangkan .
a. anggaran kas daerah; '
" b. ketersediaan dana di Kas Umum Daerah dan

. C.. penjadwalan pembayaran ‘pelaksanaan anggaran
~ yang tercantum dala.m DPA SKPD. :

{2) SPD scbaga.lmana d1maksud pada ayat (1) 'di-siapkan :
- oleh Kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

Pasal 133

Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara penyusunan

Anggaran Kas dan -SPD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 131 dan Pasal 132 diatur dengan Peraturan Bupati
dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

- Bagian Kelii_n?t"
Pelaksanaan dan Penatausahaan
o Pendapatan Daerah
- Pasal 134

' (1) Bendahara Penerlmaan Wa_]lb menyctor seluruh
penerimaannya -ke Rekening: Kas . Umum *Daerah =
palmg lambat dalarn waktu 1 (satu) han

- YT AN R



(2) Dalam hal kondls1 gcograﬁs daerah suht dx_]angkau _
- dengan komunikasi, transportasi dan keterbatasan -
pelayanan jasa -keuangan, serta kondisi objektif

la1nnya penyetoran .penerimaan . sebagannana"_

“dimaksud pada ayat (1) dapat meleb1h1 1 (satu) han-_

- yang dlatur da.lam Perbup

(3) Setiap penenmaan harus dldukung oleh bukt1 yang |

lengkap dan sah atas setoran.

(4] Bukti sebagmmana dunaksud pada ayat (3) dapat'__:ir_ o

R mchputJ dokumen elektronlk

(5) Penyetoran penenmaan pendapatan sebagalmana -

- ‘dimaksud pada ayat (1) mcnggunakan ‘surat tanda?r e

- setoran

| _ Pasal 135

"(1) Penyetoran penenmaan pendapatan sebagmmana, o
. dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) dllakukan secara ©

tunai dan/atau non tunai.

~ (2) Penyetoran sebagaunana dlmaksud pada ayat (1) o

dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima nota-

' kredxt atau dokumen lain yang dlpersamakan

(3) ‘Bendahara Penenmaan dllarang menyimpan uang,:z_ B

cek atau surat berharga yang dalam penguasaannya: - -

- a. lebih dari ‘1 (satu) hari, kecuali terdapat keadaan = -
sebagaunana dunaksud dalam Pasal 134 ayat (2), T

- . danfatau-
-~ b. atas nama pl‘lbadl.

Pasal136 Lo

(1')'_Bendahara Penemnaan pada SKPD Wa}lb;::_i_--iﬂ_:.'.

" . menyelenggarakan pembukuan terhadap - seluruh
-~ penerimaan dan penyetoran atas pencnmaan yang - o

R men_}adl tanggun’awabnya

 (2) Bendahara- Penenmaan dan Bendahara Penenmaan
.. Pembantu ‘pada SKPD wa_]lb menyampalkan laporan. .
- pertanggungjawaban penenmaan kepada  PA melalui- -

| PPK SKPD atas penerimaan yang menladlr';-:f-'_-

e tanggun.awabnya

- @) Bendahara Pcnenmaan/ Bendahara = Penerimaan.
- Pembantu . pada " . SKPD wajib

: mempertanggung]awabkan secara’ fungsional atas

- pengelolaan uang yang menjadi tanggung;awabnya:-f.
L dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban

. penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling. lambati.,_-

PR "“tanggal 10 (sepuluh) bulan benkutnya .

- & L
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@

- (1)
. yang sifatnya berulang dan terjadi pada. tahun yang-

PPKD mclakukan verifikasi, evalua31, dan analisis -

_atas laporan. pertanggungjawaban = penerimaan _

~ sebagaimana dunaksud pada ayat (3) dalam rangka .
o rekons111as1 penenmaan , '

' Pasal 137

Pengembalian atas keieblhan Penerimaan Daefah, -

.* sama maupun tahun sebelumnya dilakukan dengan .~
membebankan - pada rekemng penemnaan yang E

2

bersangkutan

Pengembahan atas kelebihan Penerimaan Daerah- '

yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun

 yang sama dilakukan dengan membebankan pada___"

@

(1)
2

@)

B¢
- melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen

- rekening penenmaan yang bcrsangkutan

Pengembalian  atas kelebihan Penenmaan Daerah.r'-'. '

o . yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun -

| sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada;-
rekemng belan_;a txdak terduga - . -

Baglan Keenam _
Pelaksanaan dan Penatausahaan
- Belan_]a Daerah

Pasal 138

Setlap pengeluaran harus dldukung bukt1 yang-;",'
lengkap dan sah mengenai hak yang dlperoleh oleh o

plhak yang menaglh

Pengeluaran kas yang mengaklbatkan Beban APBD_: o
tidak dapat  dilakukan sebelum rancangan Perda -

lembaran daerah

“tentang- APBD ditetapkan’ dan di undangkan dalam Lo

Pengeluaran kas sebagaimana chmaksud pada ayat (2) :

tidak termasuk pengeluaran -~ keadaan darurat .
dan/atau keperluan mendesak = sesuai dengan

ketcntuan peraturan perundang—undangan

o _Pasal 139

Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA

) lam yang dlpersamakan dengan SPD

@

‘Pengajuan.  SPP °  kepada KPA berdasaj"kan_ o
' pertlmbangan besaran SKPD dan lokasi, disampaikan .

. “Bendahara Pengeluaran pembantu melalui PPK Unit -

SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang

- mpersamakan dengan SPD.

P T A L R 3
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(3) Pengajuan  SPP . kepada KPA . berdasarkan
~ pertimbangan - besaran anggaran Kegiatan SKPD,
 disampaikan  Bendahara Pengeluaran pembantu
" melalui PPK-SKPD berdasarkan SPD atau dokumen
o Iam yang dlpersamakan dengan SPD. '

o (4) SPP sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) terdm atas
o a. SPPUP; T ,

b ‘SPPGU; -

-c. SPP TU; dan

d. SPPLS ‘

_ (5) SPp sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
- terdiri atas: =
" a. SPPTU;dan "~
. b.SPPLS.

Pasal 140 —

' ":_'_'(1) Penerbitan- dan penga_]uan dokumcn SPP UP
- dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka
o pengisian UP. - - -

(2) Penerbitan dan penga_]uan clokumen SPP - GU 7
' dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka o
menggantl UP..

; 7(3) Ketentuan lcblh lanjut mengenm besaran UP dan GU
_sebagaimana . dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dltetapkan dengan Keputusan Bupat1 :

- (4) Pengajuan SPP . UP sebagalmana dlmaksud pada
. - ayat (1) dla_]ukan dengan melampirkan Keputusan
: Bupati tentang besaran Up scbaga.lmana dlmaksud
- pada ayat (3)

(e (5) Pengajuan SPP’ au sebagalmana dimeksud pada B
ayat (2) - dilampiri dengan = dokumen ‘asli’
- pertanggungjawaban penggunaan UP. =

Pasal 141 .

' (1) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pcngeluaran

" pembantu mengajukan SPP TU untuk melaksanakan

'_ Kegiatan yang' bersifat mendesak: dan tidak dapat
menggunakan SPP LS dan/ atau SPP UP/GU. '

(2) Batas jumlah pengajuan SPP TU. harus mendapat .

- persctu_]uan dari PPKD - dengan memperhatikan
‘rincian  kebutuhan dan Waktu penggunaannya -
dltetapkan dengan Perbup SR :

",-'(3) Dalam hal sisa TU tidak habis dlgunakan dalam’ 1
(satu) bulan sisa TU dlsetor ke Rekening Kas Umum
Daerah

SR T e R T
- e, S



)

Ketentuan batas waktu penyetoraﬁ sisa  TU

_sebagannana dunaksud pada ayat (3) dlkecuallkan'
‘untuk:

a. kegiatan yang pelaksanaannya meleb1h1 1 (satu)

(5

)

@)

‘bulan; dan/atau
b. kegiatan yang mengalami perubahan _]adwal dari
- yang telah ditetapkan sebelumnya aklbat penstmra
 diluar kendah _ ,

Pengajuati SPP TU sebagannana dunaksud pada -
ayat (1) dilampiri dengan daftar nnc1an rencana
penggunaan dana.

Pasal 142 :

Penerbitan dan pengajuan dokumen’ SPP s

 dilakukan  oleh 'Bendahara Pengeluaran - untuk

pembayaran

a. gaji dan tunjangan; -

b. kepada pihak - ketlga atas pengadaan barang dan -
“jasajdan

¢. kepada plhak ketlga Iamnya sesuai - dcngan' -

" ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran

“pengadaan barang dan jasa sebagalmana dimaksud -

‘pada ayat (1) huruf b dapat juga dilakukan oleh
Bendahara ‘Pengeluaran pembantu dalam hal PA

' mehmpahkan sebaglan kcwenangannya kepada KPA.

It

- (1)

Pasal 143

Pcngajuan dokumen SPP LS untuk -'pémbayaran '_
pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 142 ayat (1) huruf b oleh Bendahara
‘Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran - pembantu,
dilakukan - paling lambat 3 ~(tiga) hari sejak
- diterimanya tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK.

(2).
- persyaratan yang ditetapkan : sesuai dengan ketentuan

Périgéjuan SPP LS d1lampm rdengari kéiengkapaii
peraturan perundang*undangan

‘Pasal 144 -

‘Berdasarkan - pengajuan “SPP UP - sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1), PA mengajukan
permintaan - UP kepada ?Kuasa BUD dengan

' rnenerbltkan SPM UP.

@
- dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2), PA mengajukan

Berdasarkan pengajuan SPP GU  sebagaimana

o penggantlan up yang telah digunakan kepada Kuasa

BUD dengan menerbitkan SPM GU.



(3)

(1)
. -pengeluaran/bendahara  pengeluaran pembantu ... -
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1), PPK S

Berdasarkan pengajuan SPP TU _sebagaimana

- dimaksud dalam ‘Pasal 141 -ayat- (1), PA/KPA -

© mengajukan permintaan TU kepada Kuasa BUD_ S
’dengan menerb1tkan SPMTU. o

Pasal 145
Berdasarkan SPP LS yang dxajukan oleh bendahara

“° SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas:

a. kebenaran - material surat. buktl mengenau hak

- pihak penagih;

b. kelengkapan . dokumen_ : yang - ',menjadl; R

persyaratan/sehubungan - - dengan ~ikatan/
perjanjian pengadaan barang/jasa; dan '

e keterscdxaan dana yang bersangkutan.

@

;Berdasarkan hasil venfikam sebagaunana dlmaksud k
. pada ‘ayat (1), PA/KPA memerintahkan pembayaran - =
. atas Beban APBD melalui penerbltan SPM LS kepada o

B Kuasa BUD."

)
{4)
. hasil verifikasi tidak memenuhi syarat sebagaimana = - -

. dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) han_'_

Dalam hal hasxl vcnﬁkam tldak memenuh1 syarat -
- PA/KPA tidak menerbitkan SPM LS. . :

PA/ KPA mcngembahkan dokumen SPP LS dalam hal :

_ B (-_terhltung sejak dltenmanya SPP.

'_* ©

Pasa1146 D

Kuasa BUD menerbltkan SP2D- berdasarkan SPM',' L
- yang - diterima " dari PA/KPA yang d1tu_1ukan kepada" o
bank operasmnal mitra kexjanya, o _ i

Penerbltan SP2D sebagalmana dunaksud pada B

ayat (1) pa]mg lama 2 (dua) hari se]ak SPM diterima. ~

Dalam rangka penerbitan  SP2D scbagalmana -
.dxmaksud pada ayat (2), Kuasa BUD berkewajlban

a. menehtl kclengkapan SPM yang dlterbltkan oleh

. PA/KPA berupa Surat Pemyataan Tanggung Jawabf :

- PA/KPA;

b. menguji . kebeharan perhltungan tagihan atasr_'
= Beban APBD. yang tercantum dalam penntahf

o pembayaran;

_C. menguji- keteréedlaan ) dana Keglatan yang‘-{_

d. memerintahkan penca;}an dana sebagm dasar

‘bersangkutan; dan

T Pengeluaran Daerah

Kuasa BUD tldak menerbltkan SP2D yang dlajukan _'
PA/KPA apablla R ,



" a: tidak dﬂcngkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab .
- PA/KPA; dan/atau
b. pengeluaran tersebut melampam pagu.

(5) Kuasa BUD mengembahkan dokumen SPM. dalam hal
-ketentuan sebagannana dimaksud pada. ayat {4) R
paling lambat- (satu) ‘hari terhitung sejak
’ d1ter1manya SPM N S

Pasal 147

(1) Bendahara Pengeluaran/ Bendahara - Pengeluaran -

pembantu melaksanakan pembayaran setelah N

- a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang .
- diterbitkan  oleh PA/ KPA beserta bukt1

. -transaksinya;

" b. menguji- kebenaran perhltungan taglhan yang

' tercantum dalam dokumen pembayaran; dan '
c. mengup ketersedlaan dana yang bersangkutan

(2) Bcndahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran

- . pembantu wajib menolak melakukan pembayaran dari
- PA/KPA apabila’ persyaratan scbagalmana dnnaksud 3
' pada ayat (1) tldak d1penuh1 ' .

(3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Péhgeluaran -
- pembantu- bertanggung jawab secara pnbad1 atas
' pernbayaran yang dilaksanakannya. .

| Pasa.l 148

Bendahara Pengeluaran/Bendahara -~ Pengeluaran .
pembantu sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan dan = -
pajak - lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan =~ =
- potongan dan pajak yang dlpungutnya ke Rekenmg Kas .=
Umum Negara ' S

Pasal 149

_PA/KPA dllarang menerbitkan SPM yang membebam
tahun anggaran berkenaan setelah tahun’ _anggaran -

‘ berakhlr '

" Pasal 150

- (1) Bendahara Pengeluaran secara. adxmmstrattf wajib
mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/ .. -
‘LS kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat .
tanggal 10 (sepuluh) bulan benkut.nya o

(9} Bendahara Pengeluaran/ Bendahara  Pengeluaran:
pcmbantu - - . pada . SKPD - wajib
mempertanggungjawabkan - secara fungsmnal atas

_ pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya -
‘dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban .-
pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat
tanggal 10 (scpuluh) bulan benkutnya

- W ey e A
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(3)

- "

9

Ketentuan batas Waktu penerbltan surat pengesahan

laporan pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi

keterlambatan

: : penyampaian = laporan -
___pertanggungawaban ditetapkan dalam Perbup.

‘Penyampazan " pertanggungjawaban = Bendahara
Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran - pembantu
secara fungsxonal sebagaimana dimaksud-pada ayat -

(2) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan |
- pertanggung]awaban pengeluaran oleh PA/ KPA. L

Untuk tertlb laporan pcrtanggun.awaban pada akhu'

tahun anggaran, pertanggungjawaban - pengeluaran

‘dana bulan Desember dlsampajkan pahng lambat o

tanggal 31 Desembcr

(1)

)

)

S Bagxan Kctu_]uh o
: Pelaksanaan dan Penatausah_aan
Pemblayaan Daerah o

- Pasal 151

Pelaksanaan da_n penatausahaan penenmaan dan -

pengeluaraan Pemblayaan Daerah dxlakukan oleh -

Kepala SKPKD.

Penerimaan dan pengeluaraan Pernblayaan Daerah o

sebagaumana dimaksud pada ayat (1) dllakukan -

melalui Rekenmg Kas Umum Daerah.

Dalaxn hal penenmaa.n dan pengcluaran Pemblayaan_ . o
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai -
dengan- ketentuan peraturan perundang-undangan-

- tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah;’ -

BUD melakukan pencatatan dan -pengesahan
© penerimaan dan pengeluaran Pemblayaan Daerah
“tersebut. : : ‘

. Pasal 152

digunakan dalam tahun anggaran beljalan untuk

. a-
b

C.

. menutupl deﬁ51t anggaran;

mendanai . kewajiban  Pemerintah Kabupaten’ B

. Pringsewu yang belum tersedia anggarannya, o B
membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obhgas1 o

Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya =

daerah yang melampaui anggaran yang tersedla

mendahului perubahan APBD;-

.. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang, -
. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawau ASN o

akibat adanya kebijakan Pemerintah;

mendanai Program dan Kegxatan yang belum tersedla' -

anggarannya, dan / atau

RRE RS
Tk
S



- (1)

diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesa.lan
pembayaran dalam tahun anggaran berjalan

Pasal 153

Pemmdahbukuan dari rekenmg Dana Cadangan ke

~ rencana penggunaan ‘Dana Cadangan sesuai

@

3

4

peruntukannya

Pemindahbukuan dan rekening Dana. Cadangan ke

Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud -
“pada "ayat (1) dilakukan setelah jumlah Dana -
Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Perda tentang -
pembentukan - Dana Cadangan yang bcrsangkutan' _
7 mencukupl -

Pemmdahbukuan sebagalmana 'dundksud pada

Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan

- mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kiﬁexjanya S
ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA
SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat-

ayat (2) paling tinggi se_]urnlah pagu Dana Cadangan -

‘yang akan digunakan sesuai peruntl.lkannya pada.
. tahun anggaran ' berkenaan sesuai  dengan yang
ditetapkan dengan Perda tentang pcmbentukan Dana' :

Cadangan.

Permndahbukuan dari rekenmg Dana Cadangan ke :
Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud

- pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah

(1)

@)

e

pemxndahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetu_]uan
PPKD. _

Pasal 154

Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana
~Cadangan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai -
dengan _]umlah yang ditetapkan dalam Perda tentang :

pembentukan Dana Cadangan

Alokam anggaran sebagalmana dimaksud pada'
ayat (1) dipindahbukukan dari Rekening Kas Umumr _

Daerah ke rekemng Dana Cadangan ”

Pemmdahbukuan sebagaimana - dunaksud pada

ayat (2} dilakukan dengan surat pcrmtah Kuasa BUD
atas persetu_luan PPKD : o

Pasal 155

: ,Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pemblayaan '

Kuasa BUD berkewajiban untuk:

-,a

meneliti kelengkapan permtah pembayaran yang'-

dlterbltkan oleh Kepala SKPKD;

Y

o
x

e SR
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si.n

menguji  kebenaran  perhitungan pengeluaran
Pembiayaan yang tercantum dalam permtah

pembayaran,

"~ menguji ketersediaan dana yang bersangkutan dan

menolak  pencairan  dana, apabila perintah
pembayaran atas pengeluaran Pembiayaan tldak

: memenuh1 persyaratan yang dltetapkan

N

N
© " ayat’ (1f dilaksanakan sesuai  dengan ketentuan }
peraturan perundang-undangan |

: Baglan Kedeiapan :
Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasa.l 156

Pengelolaan BMD adalah keseluruhan chlatan yang

. meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran,

pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, -pengamanan
dan pemehharaan - penilaian, pemindahtanganan,
pemusnahan, - penghapusan, penatausahaan dan
pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. = '

Pengelolaan BMD sebageumana dimaksud pada B

' - BAB IX '
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA o
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH ' :

Baglan Kesatu R
Laporan Reahsasn Semester Pertama _
Anggaran Pendapatan dan Belan_]a Daerah

Pasa_l 157

(1) Daerah menyusun laporan rea.hsa51 semester pertama :

APBD dan - prognosm untuk 6 (enam) ~bulan - |
benkutnya REE B o

(2) Laporan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) s

_disampaikan kepada DPRD paling: lambat pada akhxr'_
bulan Juli tahun anggaran berkenaa.n

_ Baglan Kedua
_ Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belan_]a Daera.h E

Pasal 158

(1) Laporan reahsas1 semester éertaina APBD

sebagaimana - dimaksud - dalam Pasal 157 menjadx
dasar perubahan APBD : '



(2) Perubahan APBD 'sebagaimana dunaksud pada e
ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadl '
a.- pcrkcmbangan yang tidak sesuai dengan asumsi - -
" b. keaddan yang ~ menyebabkan harus dilakukan
o pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit”
organlsa31, antar Program, antar. Keglatan dan‘ E
- antar jenis belanja; , : -
c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran o
sebelumnya - harus - dlgunakan dalam tahun’
. anggaranbér:ialan, e
d. keadaan darurat; dan/ atau
e. keadaan luar blasa

Baglan Ketlga
Perubahan Kebuakan Umum Anggaran Pendapatan
' dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara

= Pasal 159

(1) Perkembangan yang tldak sesuai dengan asumsi KUA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2).
huruf a dapat berupa terjadinya: B
a. pelampauan. - atau tidak - tercapamya proyekm -
‘Pendapatan Daerah;
b. pelampauan " atau tidak - tereahsasmya alokasi -
Belanja Daerah; dan/atau -
C.. pcrubahan sumber dan penggunaan Pcmblayaan”_'
daerah, . .

2) Bupau memformulasikan perkembangan yang udakf
sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud
‘pada ayat (1) ke dalam rancangan perubahan KUA. -
serta pcrubahan' PPAS berdasa.rkan perubahan RKPD S

. (3) Dalam rancangan . pcrubahan KUA sebagaxmanaj :
dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai
. perbedaan asumsi dengan KUA yang dltetapkan'
sebelumnya ' _ .

g @ Dalam ‘rancangan perubahan PPAS sebaga.lmanaf--

dimaksud pada ayat (2) disertai penj jelasan: :

a. program dan Kegiatan yang dapat “diusulkan -
untuk dltampung dalam perubahan APBD dengan
mcmpertunbangka.n sisa waktu pela.ksanaan APBD
‘tahun anggaran berjalan; :

b. capaian Sasaran Kinerja.Program dan Kegiatan"

yang harus d1kurang1 dalam perubahan APBD

- apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan 7 '

. C.. capalan Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan

- yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD'
- apablla rnelampam asumsn KUA.,

T % e e a6
T
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b . :



B Bagian Keempat
' C Pergeseran Anggaran

" Pasal 160 :

Pergeseran anggaran dapat dllakukan antar organ:sa51,
antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan dan ,
antar jenis belanja, ‘antar obyek ‘belanja, dan/atau antar - -
- rincian obyek belan_]a e R

Pasal 161 :

(1) Pergeseran anggaran antar organisasi, antar ‘unit

orgamsa51, antar Program, antar Keglatan dan antar L

' jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 . .
. dilakukan melalw perubahan Perda tentang APBD

(12 Pergeseran anggaran antar- obyek belanja dan/atau
- antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud o
dalam Pasal 160 dilakukan melalui perubahan Perbup B
tentang Pen_]abaran APBD.

(3) Pergeseran anggaran antar obyek belan_]a dalam jenis . "

belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek . - - o

~belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- d1tetapkan oleh Bupau : -

(4) Pergeseran anggaran sebagaimana dlmaksud “pada
- ayat (1) dan ayat (2) dxformulasdcan dalam Perubahan
DPA SKPD. =~ ..

) ‘Perubahan Pcrbup - tentang , penjabaran APBD s
'sebagaimana - dimaksud pada ayat (2) 's_elanjutnya -
dituangkan ‘dalam rancangan Perda tentang .

- perubahan APBD atau dltampung dalam laporan S

_ reahsam anggaran

”(6)"% Perubahan Perbup tentang penjabaran APBD' S

sebagannana dimaksud - pada ayat (5) d1tarnpung '
- dalam laporan realisasi anggaran apabila: =
~ a. tidak melakukan perubahan APBD; atau = -
: rb pergeseran dilakukan setelah d1tetapkannya Perda
tentang perubahan APBD ' :

"(7] Ketentuan lebih lanjut mengenm tata cara pergeseran :
anggaran diatur dalam Perbup sesuai’ dengan -
ketentuan peraturan perundang—undangan. o

Baglan Kehma
Penggunaan Sisa Lebih Perhltungan Anggaran :
Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan Anggaran
Pcndapatan dan Bclanja Dacrah

Pasal 162

Penggunaan SILPA tahun sebelumnya untuk pendanaan_ '
. pengeluaran sebagalrnana dimaksud dalam Pasal 158

‘ayat (2} huruf ¢ diformulasikan terlebih dahulu dalam
Perubahan DPA SKPD dan/ atau RKA SKPD.

-



(1)

@

)

@

©)

. Bagian Keenam ,
Pendanaan Keadaan Darurat '

Pasal 163

Daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai’
“keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya -
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dalam -

rancangan perubahan APBD

Dalam hal pengeluaran untuk mendanal kcadaan '
darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal
Pemerintah Kabupaten Pringsewu tidak melakukan

‘perubahan APBD maka pengeluaran - tersebut . |
: dlsampmka.n dalam laporan reahsa31 anggaran -

1 Baglan Kctujuh
Pendanaan Keadaan Luar Bxasa

~ Pasal 164

Perubahan APBD hanya dapat dilakukan '1_'_ (satu) kali -
dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam:

keadaan luar biasa sebagaunana d1maksud dalam

: Pasa] 158 ayat (2) huruf e.

Keadaan luar biasa scbagalmana dxmaksud pada
- ayat (1) merupakan keadaan yang ‘menyebabkan

estimasi_penerimaan dan/atau pengeluaran dalam

APBD mengalami kenaikan atau penurunan Ieb1h‘ |

besar dari 50% (hma puluh persen).

Ketentuan mengenai perubahan APBD aklbat keadaan - :

luar biasa sebagaunana dimaksud pada ayat (1) diatur = -

dengan Perbup sesuai dengan ketentuan peraturan =

' perundang~undangan

(1)

[2

Pasa] 165

Dalam hal keadaan luar b1asa yang menyebabkan L

estimasi penerimaan dalam APBD mengalami -
kenaikan lebih dari 50% (lima puluh persen) = .
- secbagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat . @
dapat . dilakukan penambahan Kegiatan - " baru " -
dan/ atau peningkatan capaian - Sasaran . Kinerja - .
Program dan Kegiatan dalam tahun anggaran -

berkenaan

Dalam hal keadaan luar biasa yang: menyebabkan_ -
estimasi penenmaan . dalam APBD  mengalami
penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen}
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164" ayat (2} -
dapat dilakukan penjadwalan ulang - ‘dan/atau
pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan -

Keglatan launnya dalam tahun anggaran berkenaan. .



W

@

" Bagian Kedelapan -
Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan
: dan Belan_]a Daerah -

Pasal 166

Rancangan perubahan _KUA dan rancangan.
perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal =~
159 ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat =~
minggu pertama - bulan Agustus dalam " tahun -

anggaran berkenaan

Rancangan perubahan KUA dan : rancanga.n .
- perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -
~ dibahas bersama dan disepakati menjadi- perubahan S
KUA dan perubahan PPAS" ‘paling lambat minggu - -
kedua bulan’ Agustus dalam tahun anggaran::' o

| 'berkenaan o

"

@)

" c. batas ‘waktu - penyampman RKA' SKPD kepada_ﬂ“";t-.'_',

Pasal 167

'Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah- :
disepakati Bupati bersama DPRD -sebagaimana -
dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) menjadi pedoman.

perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD

Perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagalmana o
dimaksud pada ayat (1) dlsampalkan kepada S
-perangkat daerah disertai dengan: -

- a. program dan Kegiatan baru;

b. kriteria DPA SKPD yang dapat _dxubah

- PPKD; dan/atau

- d. dokumen sebagai lamplran mehputl kode rekening o

@

W

perubahan APBD, format RKA SKPD, analisis *
_standar belanja, standar harga satuan, dan .

. perencanaan kebutuhan BMD serta dokumen lain

o yang dlbutuhkan

Penyampaxan sebagamlana dimaksud pada ayat (2) o
dilakukan paling lambat minggu ketxga bulan Agustus‘

tahun anggaran bcrkenaan

-~ Pasal 168

Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan-r',r |
perubahan KUA dan perubahan PPAS_ sebagmmana o
- dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2).. LT :

RKA SKPD sebagaJma.na dlrnaksud pada ayat (1);_‘ :
‘disampaikan ~ kepada  PPKD sebagai -bahan .
penyusunan rancangan Perda tentang Perubahan
APBD - :



Pasal 169

- Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA SKPD

: -;-sebagmmana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal

95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasai’ 100
" berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan

W

. RKA SKPD pada perubahan APBD '

T Pasal 170

DPA SKPD yang dapat diubah sebagaxmana dimaksud
dalam Pasal 167 ayat (2) huruf b berupa peningkatan
atau pengurangan capaian-Sasaran-Kinerja Program
dan Kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.. '

Peningkatan - atau pengurangan capaian Sasaran
Kinerja Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud

~ pada ayat (1) dlformula31kan dalam perubahan DPA

)

o

@

IGE:

TrERee e g

SKPD.

Perubahan DPA SKPD memuat capa.tan Sasaran'
Kinerja, kelompok, ' jenis, obyek, rincian obyek
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan baik sebelum

o dﬂakukan pcrubahan maupun setelah perubahan S

Pasal 171

RKA SKPD yang memuat Program dan Kegiatan baru
dan perubahan DPA SKPD yang akan dianggarkan
dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh
SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk
dwenﬁkam R :

Verifikasi - sebagaimana dimaksud :pada ayat (1)
dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian
antara RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD dengan

- perubahan KUA dan perubahan PPAS;

prakiraan maju yang telah disetujui;

dokumen perencanaan lainnya;

capaian Kinerja; L

indikator Kinerja;

analisis standar belan_]a,

standar harga satuan; -

perencanaan kebutuhan BMD;

‘standar pelayanan minimal; da.n

cprogram dan’ Keglatan ‘antar RKA SKPD dan
. perubahan DPA SKPD. - - .

Dalam hal hasﬂ venﬁkas1 TAPD sebagamlana _
dimaksud pada ayat (1) terdapat - ketldaksesuaxan,
Kepala SKPD melakukan penyempumaan ¥



(1)

(2)

| Pasal 172 :

PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan
APBD  dan dokumen pendukung berdasarkan RKA
SKPD .dan perubahan ~DPA SKPD * yang telah
dlsempurnakan oleh Kepala SKPD. - '

Rancangan Perda tentang perubahan APBD'
sebagaimana - dimaksud pada ayat: (1) memuat -
lampiran pahng sedikit terdiri atas: '

‘a. ringkasan -~ APBD yang diklasifikasi m‘enurut:'

~kelompok dan jenis pendapatan bclanja dan
~ Pembiayaan; - :
b. ringkasan APBD menurut urusan pemenntahan .
- daerah dan organisasi; L '

“¢. rincian APBD- menurut urusan pemermtahan:'_ :

- daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok o
jenis pendapatan, belanja, dan pembxayaan,

- d rekapitulasi - belanja . daerah dan kesesuaian 7

" - menurut urusan pemerintahan daerah orgamsaSI o

program dan kegiatan;

" _e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan.

. keterpaduan urusan pemerintahan - daerah dan
fungsi dalam kcrangka pengelolaan kcuangan'
negara; :

f. daftar _]urnlah pegawa1 per golongan dan per-'i

~ j. daftar perkiraan- penambahan dan pengurangan S

- k. daftar Keglatan tahun anggaran sebelurnnya yang‘ﬁ"' "

Q)
_ - Perbup tcntang Pen_]abaran Perubahan APBD
)

‘.':rqu

-jabatan; _
daftar plutang daerah

. daftar penyertaan modal daerah dan mvestasr»
‘daerah lainnya; - -

i daftar perkiraan penambahan dan pengurangan. o

-aset tetap daerah;
‘aset lain-lain; -

- belum diselesaikan dan dlanggarkan kembab'
dalam tahun anggaran berkenaan;

1. daftar Dana Cadangan daerah dan
m. daftar Pinjaman Daerah

Dokumen pendukung sebagmmana dunaksud pada"’:'
ayat (1) terdiri atas nota keuangan dan rancangan.

Rancangan Perbup tentang Pen_]abaran Pembahan

- APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat o

. lampiran paling sedikit terdiri atas:

. a. ringkasan penjabaran- perubahai'l “APBD yangf, |

_ diklasifikasi menurut jenis, obyek -dan rincian -

o obyek pendapatan bclanja dan Pemblayaan, _



b. pen]abaran perubahan APBD menurut Urusan'
.Pemerintahan daerah, - orgamsaSI Program,
‘Kegiatan, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan
- belanja dan Pemb1ayaan,. . 3

c. daftar nama penerima, alamat penenma dan L
- besaran hibah; dan o

d. daftar nama- penerima, alamat. pencrlma dan_

- -besaran bantuan sosial. :

. S Pasal 173 o
Rancangan Perda tentang Perubahan APBD yang telah-__'-
disusun oleh PPKD dlsampalkan_‘kepada Bupati. :

Baglan Kcsembllan _ a
Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan
| dan Belanja Daerah

Pasal 174

: Bupat1 Wa_]lb menyampalkan rancangan Perda tentang -
Perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan -

dokumen - pendukung untuk dibahas dalam rangka, -

 memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu :
- kedua bulan September tahun anggaran berkenaan. -

 Pasal 175

(1) Pembahasan rancangan Perda tentang Perubahan-
APBD dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD setelah
Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang
Perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen -
pendukung - sesuai dengan ketcntuan peraturan' E
perundang-undangan. , :

(2) Pembahasan rancangan Perda tentang Perubahan; R

- APBD berpedoman pada perubahan RKPD perubahan' E
-KUA dan perubahan PPAS.

Baglan Kesepuluh _
Per setujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang .
' Perubahan_Anggara.n_ Pendapatan dan Belan-]a, Daerah =~~~

Pasal 176

B §) Pcngambllan keputusan mengenai rancangan Perda

~ tentang - Perubahan APBD - dilakukan oleh DPRD

. bersama Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum, e
. 'tahun anggaran berkenaan beraklur :



e

_, (1)

@

'Dalam hal DPRD sampal batas waktu sebagalmanar
dimaksud pada ayat (1) tidak mengambil keputusan

bersama dengan Bupati terhadap rancangan: Perda

- tentang Perubahan APBD, Bupati melaksanakan
- pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD
- 'tahun anggaran berkenaan : S

Penetapan rancangan Perda tentang Perubahan APBD-
~dilakukan - setelah . ditetapkannya - Perda tentang
. 'pertanggun.awaban pelaksanaan APBD tahun ;
’ _sebelumnya o | -

. Bagian Kesebelas
" Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah .

~tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belan;a

Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang '
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
o dan Belanja Daerah

Pasal 177

Rancangan Perda tentang Perubahan APBD yang telah
. disetujui bersama' dan rancangan Perbup tentang

~ _Penjabaran Perubahan APBD disampaikan™ kepada
- Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat™ paling
‘lambat 3 (tiga) hari sejak’ tanggal persett.uuan -

Rancangan Perda Kabupaten- Pringsewu -tentang..

Perubahan = APBD untuk dlevalua51 sebelum

_'d1tctapkan oleh Bupat1

Rancangan Perda tentang Pcrubahan APBD dan

. " rancangan - Perbup ' tentang Penjabaran Perubahan
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
~dengan perubahan RKPD, perubahan KUA - dan
' perubahan PPAS > yang: dlsepakatl antara Bupat1 dan
'DPRD

(3)

Dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda tentang
Perubahan ' APBD sebagaimana dimaksud - pada

ayat (1), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
berkonsultasi- dengan. Menteri  Dalam Negen dan

. selanjutnya -Menteri . Dalam ‘Negeri berkoordinasi

@

. _dengan Menteri yang mcnyelcnggarakan _urusan
, :'pemenntaha.n di bidang keuangan :

Evaluasi sebaga1mana dimaksud pada ayat (1)-
-ditakukan untuk menguji kesesuaian rancangan

- ‘'Perda tentang:.Perubahan. APBD dan. ra.nc:mgan

* Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan:
‘a. ketentuan peraturan- pcrundang—undangan ‘yang

“lebih tinggi;

b kepentingan umum; |

L c. perubahan RKPD, perubéhan KUA dan perubahan ‘

'PPAS; dan -

d - RPJMD.

=y
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(5)

- ©

Hasil evalu351 sebagannana dimaksud pada ayat (4) R

chtetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) disampaikan oleh Gubernur sebagai wakil

~ Pemerintah Pusat kepada Bupati paling lambat 15
- (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda -
‘tentang Perubahan APBD dan rancangan Perbup -

tentang Pen_]abaran Perubahan APBD sebagazmana

. dimaksud pada ayat (1) diterima.

(7)

_Dalam hal Gubernur sebaga1 wakil Pemerintah Pusat
‘menyatakan -hasil evaluasi rancangan Perda tentang

Perubahan APBD dan rancangan Perbup tentang = -

Penjabaran Perubahan APBD-sebagaimana dimaksud =~

pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan =

@

perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan
umum, perubahan = RKPD, perubahan KUA, -
~perubahan- PPAS°' dan RPJMD, Bupati menetapkan

rancangan tersebut menjadi Perda dan Perbup sesuai

_'dengan ketentuan peraturan perundang—undangan

VDaIam hal Gubemur sebagal wakil Pemerintah Pusat _
- menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang -

Perubahan APBD . dan. rancangan Perbup tentang '

- Penjabaran Perubahan APBD sebagalrnana dimaksud -

‘dan Bupati menetapkan rancangan Perda tentang )

pada -ayat (5) tidak ' sesuai . dengan - ketentuan

peraturan  perundang-undangan- yang- lebih tinggi,

kepentingan ‘umum, 'perubahan RKPD, perubahan
KUA, perubahan PPAS dan RPJMD, Bupati bersama

‘DPRD melakukan penyempurnaan ‘paling lama 7 B
" (tujuh) hari sejak hasil evaluasi dltenma g

Dalam hal hasil evaluasi sebagannana dimaksud pada R
ayat (8) tidak ditindaklanjuti oleh Bupati-dan DPRD -~

~ Perubahan APBD menjadi Perda. dan rancangan

Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD ~menjadi- -
- Perbup, Gubernur mengusulkan kepada Menteri
Dalam Negeri,: selanjutnya “Menteri Dalam -Negeri
mengusulkan kepada Menteri yang rnenyelenggarakan '

- urusan pemerintahan di bidang keuangan :untuk - |
melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana

1)

Transfer Umum sesuai dcngan kctcntuan peraturan

perundang—undangan

Pasal 178

.Dalam hal Gubcrnur sebagal wakil Pemermtah Pusat -

tidak melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud .
dalam Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 177 ayat (1),

Menteri Dalam Ncgen mengambll alih - pelaksanaan
evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan :

perundang-undangan

T T
okt



i (2) Dalam rangka melaksanakan evaluasi sebagaumana
' dimaksud pada - ayat (1), . Menteri Dalam Negeri -

‘berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan :
urusan pemenntahan di bldang keuangan

Pasa] 179

Gubernur sebagau wakll Pemermtah Pusat menyampalkan
hasil evaluasi rancangan Perda tentang Perubahan APBD.
- dan rancangan Perbup tentang Penjabaran Perubahan .
. APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 'ayat (6)

" kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) hari -

sejak ditetapkannya -Keputusan Gubernur tentang hasil

. evaluasi rancangan Perda tentang Perubahan APBD da.n .
- rancangan Perbup t_cntang Penjabaran Perubahan APBD.".

" Pasal 180

"~ (1) Penyempurnaan. hasil . evaluasi sebagalmana
dimaksud dalam Pasal 177 ayat (8) dllakukan Bupati.
melalui TAPD bersama dengan DPRD melalm badan :

, anggaran R .

(2)7' Hasﬂ penyempurnaan sebagmmana dlmaksud pada
“ayat (1) dltetapkan dengan keputusan lepman
DPRD. ,

&) Keputusan pmfpman DPRD"V éebagmmana' dlmaksud
~_pada ayat (2). dijadikan dasar penetapan Perda
" tentang Pembahan APBD. -

(-’-H Keputusan lepman DPRD sebagannana dlmaksud
. pada ayat (2} dﬂaporkan pada sndang panpurna
berlkutnya .

) Keputusan lepman DPRD sebagalmana dunaksud

" pada ayat {2) disampaikan kepada Gubernur untuk
- perubahan APBD paling lambat 3 (ttga) han setelah
o keputusan tersebut dltetapkan ‘

- BABX
* AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUA_NGAN
; - PEMERINTAH DAERAH

_': Baglan Kesatu '
: ?_-Akuntansi Daerah

Pasal 181

(1) Akuntansi Pemenntah Daerah dllaksanakan
berdasarkan: '
a. kebijakan akuntansi daerah
b. Standar Akuntasi Pemerintah Daerah (SAPD), dan
_c. BAS daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
' perundang—undangan o : .



)

e

o

o

o
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Akuntansi Daerah sebagalmana -dimaksud  pada
ayat (1) dilaksanakan oleh entitas akuntan31 dan
entitas pelaporan '

Pasal 182

Kebljakan Akuntansi daerah sebagalmana dimaksud
dalam Pasal 181 ayat (1} huruf a, meliputi kebijakan

akuntansi pelaporan keuangan dan kebx_]akan'

akuntansi akun

Kebl_]akan akuntanm pelaporan keUangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang
berfungsi sebagai panduan dalam penyapan
pelaporan keuangan. : : :

Kebuakan akuntansi akun sebagalmana dnnaksud .

pada ayat (1) mengatur definisi, pengakuan,

- pengukuran, penilaian dan/atau _ pengungkapa.n'

transaks1 atau penshwa sesuai dengan SAP

Pasal 183

SAPD sebagmmana dimaksud dalam Pasal - 181

ayat (1) huruf b, memuat pilihan prosedur dan teknik
akuntansi dalam ‘melakukan identifikasi transaksi,
pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar,
penyusunan .neraca saldo dan pcnya_uan laporan
keuangan

Penya_]lan laporan keuangan scbaga.lmana dlmaksud '

pada ayat (1) paling sedikit meliputi: -
laporan realisasi anggaran;

laporan perubahan sa]do anggaran leblh
neraca; : s SR
laporan operasmnal

laporan arus kas; -

laporan perubahan ekuitas; dan
catatan atas laporan keuangan

SAPD sebagalmana dimaksud pada ayat (1) melxpuur
sistem akuntanm SKPKD dan sistem akuntansi SKPD. -

Pasal 184

BAS sebagannana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1)
huruf ¢ merupakan pedoman bagi daerah dalam
melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan

' struktur APBD dan laporan keuangan secara lengkap..

it
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_oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas SRS
: laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntanSI

T

(3

BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan

untuk mewujudkan statistik keuangan dan laporan -
keuangan secara nasional yang selaras dan

terkonsolidasi -antara Pemerintah Pusat dengan
‘daerah, yang meliputi penganggaran, pelaksanaan' L
' anggaran dan laporan kcuangan '

BAS sebagalmana dlmaksud pada ajrat (2)'
diselaraskan dengan bagan akun standar Pemerintah

' _Pusat yang dxtetapkan dcngan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan lebih . lanJut mengenau BAS sebagaJmana' : }
dimaksud pada ayat (1) dan ' ayat (2) diatur dengan B

Peraturan Bupat1

Bagian Kedua )
Pelaporan Keuangan Daerah

' PasaJ 185

_Pelaporan Keuangan daerah merupakan proses_" -

penyusunan dan penyajian Iaporan keuangan daerah

Laporan keuangan SKPD sebagaxmana du'naksudr

- pada ayat (1) disusun dan disajikan oleh Kepala SKPD i

selaku PA sebageu entitas ‘akuntansi pajmg sedikit S

meliputi: ,
a. laporan realisasi anggaran
b. neraca;

~c. laporan operasmnal

d.-laporan perubahan ekultas, dan
€. catatan atas laporan keuangan ‘

Laporan keuangan SKPD sebagalmana dlmaksud

pada- ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui .
PPKD palmg lambat 2- (dua) bulan setelah tahun. -
- anggaran - berakhir sesuai dengan ketentuan"

: peraturan perundang-undangan

Pasal 186 o ’

(Y Laporan keuangan daerah sebagannana dlmaksud
pada Pasal 185 ayat (1) disusun dan disajikan oleh
Kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan -
untuk  disampaikan kepada Bupati dalam rangka

- memenuhl _pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

R

Laporan keuangan daerah sebagmmana dunaksudV a

pada ayat (1) meliputi:

a. laporan realisasi anggaran;

~ b. laporan perubahan saldo anggaran 1eb1h

C. n€raca,

REL 3y
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d 1apdfan operdsional;

)

v

o

@

Bupati memberikan tanggapan dan melakukan -
‘penyesuaian terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan -

e. laporan arus kas;
f. laporan perubahan ekuitas; dan
g catatan atas laporan keuangan

Laporan kcuangan daerah sebagmmana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketcntuan

peramran perundang-undangan -

' Pasa.l 187

Laporan keuangan daerah scbagalmana dimaksud
dalam Pasal 185 ayat (1) dilakukan reviu oleh aparat
pengawas - ‘internal pemerintah - sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum -
disampaikan kepada Badan Pemeriksa - Keuangan"
" untuk dilakukan pcmenksaan o -

@

Laporan keuangan daerah - sebagalmana dimaksud -
pada ayat {1) disampaikan kepada Badan:Pemeriksa .

Keuangan paling lambat 3 (tha) bulan setelah tahun
anggaran berakhir. ,

Pemenksaan laporan keuangan oleh Badan-Pcmeriksa' -
Keuangan sebagaimana -dimaksud pada ayat (2)

diselesaikan selambat-lambatnya 2 - (dua} bulan -

setelah menerima laporan keuangan dari daerah. -

Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum

menyampaikan laporan hasil pemenksaan paling
lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan -
‘keuangan dari daerah, rancangan Perda - tentang -
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dlajuka.nf

kepada DPRD.

- Pasal 188

Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (3).

1)

Pasal 189 -

Dalam rangka memcnuhl kewajiban pcnyampa.lany

informasi keuangan daerah, PA menyusun dan

menyajikan laporan keuangan SKPD bulanan dan
semesteran untuk - disampaikan kepada- Bupati
melalui . PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

+o A A
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- (2) Dalam rangka ‘memenuhi. kewajlban penyampalan.
- informasi keuangan daerah, PPKD menyusun dan
menyajikan  laporan keuangan ‘bulanan dan
semesteran untuk disampaikan kepada Menteri dan
menteri  yang = menyelenggarakan urusan
pemerintahan  di “bidang keuangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

o - BABXL '
. PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN |
- PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJADAERAH ~ .

Pasal 190

s (D Bupatl menyampaxkan rancangan Perda tentang -
" .. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada
.DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah -
diperiksa oleh Badan Pemeriksa ‘Keuangan serta
ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD o
paling lambat 6 [enam) bulan setelah. ta.hun anggaran
berakhir. - - T

@ Rancangan Perda tenta'n'g Pertanggunawaban-
Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibahas Bupati bersama_ DPRD untuk

. 'mendapat persetujuan bersama

(3) Persetujua.n bersama rancangan Perda sebagamlana

~ dimaksud. pada “ayat -(2) dilakukan . paling lambat e

7 (tu_]uh) bulan setelah tahun anggaran bera.khlr

@ .Atas dasar persetu_|uan bersama sebagalmana
a dimaksud ~pada- ayat (3}, Bupati menyiapkan .
rancangan Pcrbup . -‘tentang " - Penjabaran .
Pertanggungawaban Pelaksanaan APBD '

Pasal 19 1

u (1) -Rancangan Perda ' tentang Pertanggungjawaban T

- Pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan
rancangan "Perbup - tentang = Penjabaran
PertanggunaWaban Pelaksanaan APBD _dxsampaﬂ_can' _

- kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat

R C paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal -
T persetujuan - rancangan Perda - tentang .

Pertanggun’awaban Pelaksanaan APBD untuk

dlevaluam sebelum dltetapkan oleh Bupatx o



(2)

Gubernur sebagal wakil Pemermtah Pusat melakukan
evaluasi terhadap rancangan -~ Perda tentang

, Pertanggunawaban Pelaksanaan APBD : dan

.- rancangan ~ -Perbup - ‘tentang = = Penjabaran

R Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana

dimaksud pada:ayat {1) untuk.menguji kesesuaian
dengan Perda - tentang APBD, Perda tentang

" perubahan APBD, Perbup tentang penjabaran APBD,

@

@

~ Perbup - tentang penjabaran perubahan - APBD‘

dan/atau temuan laporan hasil pemenksaan Badan
Pemeriksa Keuangan

‘Hasﬂ evaluas: dlsampmkan olch Gubernur sebaga.l,

wakil Pemerintah Pusat kepada Bupati paling lambat -

15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya
rancangan Perda tentang  Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD dan rancangan Perbup tentang

Penjabaran -Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD -

- - sebagaimana dlmaksud pada ayat (1).-

Dalam hal Gubernur sebaga.l wakil Pemermtah Pusat
menyatakan hasil evaluaSI rancangan Perda tentang

- Pertanggun.awaban ~ Pelaksanaan. APBD ' dan

 menetapkan rancangan Perda rnen_]adl Perda dani

: )]

rancangan ~ Perbup = tentang Pcnjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sudah sesuai

dengan Perda tentang APBD, Perda tentang
Perubahan APBD, Perbup tentang PenJabaran APBD,

Perbup tcntang Penjabaran Perubahan APBD dan .
- telah menmdaklanjutl temuan - laporan ‘Thasil

pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Bupati

rancangan Perbup men_]adl Perbup.

Dalam hal Gubemur sebagai wakil Pemenntah Pusat

~ menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang e
Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  APBD  -dan

rancangan Perbup - tentang. Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bcrtentangan o

dengan Perda tentang APBD, Perda tentang

Perubahan APBD, Perbup tentang Penjabaran ‘APBD, =

Perbup tentang Penjabaran Perubahan  APBD

dan/atau tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil |

- pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Bupau

~ bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling-
lama 7 (tujuh) hari terhltung se_]ak hasil evajua31-

dltenma

-

.
- o ow ey P
e ata



(6)

Dalam hal hasﬂ cvalua31 sebagaumana dlmaksud pada
ayat (3} tidak dltmdaklan_]utl oleh Bupati dan DPRD

Dalam Negen,- selanjutnya Menteri Dalam Negeri

- mengusulkan kepada Menteri yang menyelenggarakan

pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan

penundaan - dan/ atau pemotongan Dana - Transfer

Umum . sesuai.. dengan ketentuan peraturan-
perundang~undangan S

Pasal 192 o

- dan Bupati menetapkan rancangan -Perda 'tentang -
Pertanggun.awaban Pelaksanaan APBD menjadi.
- Perda 'dan . rancangan Perbup tentang Penjabaran -
‘Pertanggungjawaban - Pelaksanaan . APBD menjadi -

‘Perbup, Gubernur mengusulkan kepada Menteri

Dalam hal. dalam waktu 1 fsatu) bulan sejak | -

diterimanya - . rancangan Perda = tentang -
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Bupati,

| ~DPRD tidak mengambll keputusan bersama dengan

Bupati terhadap rancangan Perda  tentang

~ Pertanggungjawaban Pelaksanaan  APBD, Bupati . -
menyusun dan . menetapkan  Perbup tentang_ R

@

o

Pertanggungj awaban Pelaksanaan APBD.

Rancangan Perbup sebagannana dunaksud pada BT
ayat (1) ditetapkan setelah memperoleh pengesahan o

dari Gubcrnur sebagzu wakﬂ Pemenntah Pusat.

Untuk memperoleh pengesaha.n : sebaga.lmana o

~ dimaksud pada ayat (2), rancangan Perbup tentang 3

Pertanggungjawaban Pelaksanaan - APBD beserta -

lampirannya disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari-

- terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan

@

bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda
" tentang Pertanggun.awaban Pelaksanaan APBD

Dalam hal dalam batas waktu 15 (hma belas) han

Gubernur sebagai wakil : Pemerintah Pusat tidak

' mengesahkan - rancangan Perbup - sebagaimana
dimaksud = pada ayat (3), Bupati menetapkan. L

o rancangan Perbup tersebut men_]adz Perbup

_(.1)

BAB X L o
KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH

Bagxan Kesatu ;
7 Pengelolaan qutang Daerah -

Pasal 193

Setxap pejabat yang dlben kuasa untuk mengclola‘ -

- pendapatan, . belan_]a dan Kkekayaan - daerah - wajib

mengusahakan = agar setiap Piutang Daerah
diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktll.

£yow
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@ Daerah mempunyax hak mendahulul atas plutangj
. jenis tertentu - sesuai. dengan ketentuan peraturan,

perundang—undangan

(3) Piutang Daerah _ -yang tidak dapat dlselesaxkan.
seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan sesuai:

- dengan ketentuan peraturan pcrundang—undangan .

B @ Penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan

.masalah - perdata dapat dilakukan melalui

perdamaian, kecuali mengenm Piutang Daerah yang 7
‘cara’ . penyelesaiannya = sesuai dengan ketentuan

pcraturan perundang—undangan

Pasal 194

" Piutang Daerah dapat dlhapuskan secara mutlak atau
- bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan
- . peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
: penghapusan piutang negara dan Daerah, kecuali
.. mengenai Piutang Daerah yang. cara penyelesaxannya o
- dilakukan  sesuai . dengan  ketentuan  peraturan

perundang—undangan

. Bagian Kedua
Pengelolaan Investa31 Daerah

Pasal 195 L
' Daerah dapat melakukan mvcstasi dalam rangka

mcmperoleh manfaat ekonorm sosxal dan / atau ma.nfaat g

; lamnya _
Pasal 196 |

Ketentuan lebih .lanjutr' mengenai investasi Pemerintah

-~ Kabupaten Pringsewu . sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 195 diatur dengan Peraturan Bupati dengan’

L bcrpedoman kepada Peraturan  Menteri yang mengatur
mcngenm Investa31 daerah. :

T Baglan Ketlga
Pcngelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 197

~ (1) Pengelolaan BMD meh uti ran kaian Ke ata.n-_
: 8 p g g
- pengelolaan BMD ' sesuai dengan ketentuan peraturan .

perundang-undangan

- (2 Ketentuan leblh lan_lut mengenm pengelolaan BMD_'

d1atur dalam Peramran Daerah tcrsendm

vl



o

: denga,n ketentuan peraturan perundang—undangan

o

3 o

o

, Baglan Keempat '
Pengelolaan Utang Daerah dan Pnuaman Daerah

Pasal 198

Bupatl ‘dapat . melakukan pengelolaan Utang sesuai

Bupatx dapat’ melakukan pinjaman - sesuai. dengan

' ketentuan peraturan perundang—undangan ,
'Blaya yang timbul akibat - pengclolaan Utang “dan

Pinjaman Daerah dlbebankan pada anggaran Belan_]a
Daerah :

: . BaBxm
s BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

- j Pasal 199

-Daerah dapat ‘membentuk  BLUD = dalam rangka

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai

| 7_ 'dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

@

Dalam rangka menmgkatkan pelayanan . kepada

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

' dalam Perbup yang dllaksanakan oleh pe_;abat
: pengelola BLUD.

@

Pejabat pengclola BLUD scbagaumana dunaksud padav— "

ayat - (2) bertanggungjawab atas pelaksanaan
kebijakan fleksibilitas' BLUD dalam pemberian
Kegiatan pelayanan umum terutama pada aspck
manfaat dan pelayanan yang dlhasﬂkan T

Pasal 200

Pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dunaksud
' dalam Pasal 199 ayat (1) mellputl ' :

- a.
- b.

penyediaan barang dan/atau jasa layaihan umum;

 Bupati ‘menctapkan kebijakan fleksibilitas - BLUD

pengelolaan dana khusus untuk memngkatkail

- ekonomi dan/ atau layanan kepada rnasyarakat

~danfatau ,
.. pengelolaan wﬂayah/ kawasan tertentu untuk tu]uan '
meningkatkan perekonorman - masyarakat -atau

- layanan umum

(1)

. Pasal 201

BLUD merupakan baglan dan Pengelolaan Keuanganr

. Daerah

Toan



(2 BLUD merupakan kekayaan daerah yang . tidak
"~ dipisahkan yang dikelola untuk menyelenggarakan
Kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuai dcngan
ketentuan peraturan perundang-undangan

o (3) BLUD menyusun rencana blsms dan anggaran

4 Laporan keuangan BLUD disusun bcrdasarkan SAP

Pasal 202

' Pembmaan keuangan BLUD dﬂakukan oleh PPKD dan
- .pembinaan teknis BLUD dilakukan oleh Kepala SKPD
~ yang bertanggun.awab atas urusan BLUD '

Pasal 203

E (1) Seluruh pendapatan BLUD dapat dxgunakan langsung

s untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.
{2} Pendapatan BLUD sebagaimana - dimaksud pada

" ayat (1) meliputi pendapatan yang diperoleh dari
aktivitas peningkatan . kuahtas pelayanan BLUD
sesuai kebutuhan '

Pésal 204

Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan
. Kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang

‘tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran, APBD '
- serta laporan keuangan dan Kmexja Pemenntah Daerah "

Pasal 205

B Ketentuan leblh Ian_lut mengenai BLUD dlatur dengan .
Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan
Perundang-Undangan .

.. BAB XIV S
PENYELESAIAN KERUGIAN -
KEUANGAN DAERAH

' Pasal 206

Setiap keruglan Keuangan Daerah yang dISebabkan oleh -
- tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang
wajib segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan
- peraturan perundang-undangan '

- Pasal 207

(1) Sctiap bendahara, Pegawai. ASN bukan bendahara,
atau pejabat ‘lain yang karena perbuatannya
melanggar hukum atau- melalaikan “kewajibannya,
baik langsung atau tidak langsung meruglkan Daerah
Wa_]lb mengganu keruglan dlmaksud L



L (2)

o

o

" a membantu Bupati dalam menyusun anggaran_"

-4 'melakukan evaluam Pengelolaan Keuangan Daerah

@)

o

Ketentuan mengena.l penyelesauan keruglan daerah-
sebagannana dimaksud dalam Pasal 206 berlaku .
-secara mutatls mutandls terhadap penggantlan
'kerugla.n i .

peraturan perundang-undangan

BABXV-
INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Pasa] 208

Daerah Wa_]lb menyedlakan mformasz kcuanganf g
3 _daerah dan dlumumkan kepada masyarakat o

Informasi keuangan daerah. sebagalmana dimaksud -

-(3) Tata cara pengganhan keruglan daerah’ sebagalmana‘ .
- dimaksud pada "ayat (2) sesuai dengan ketentuan

pada ayat (1) -paling sedikit memuat informasi..

keuangan

Informa31 keuangan daerah sebagaunana d1maksud

pada ayat (1) digunakan untuk:

- daerah dan laporan Pengelolaan Keuangan Daerah;

b membantu Bupati dalam memmuskan kebijakan

Keuangan Daerah;

_ penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan faporanﬁ Lty

¢ membantu Bupau “dalam melakukan cvaluam -

Kinerja Keuangan Daerah;
d -menyediakan statistik keuangan daerah

masyarakat; -

f mendukung . penyelenggaraan sxstem mformas1'_ )

keuangan daerah; dan _

Informasi keuangan daerah : sebagalmana dlmaksudi.'

pada ayat (2) harus mudah diakses oleh masyarakat

. dan wajib dlsampalka.n kepada Menteri Dalam Negeri
dan- Menteri = yang menyelenggarakan urusan

K

)

pemenntahan ch bldang keuangan

Pasal 209 BRE

Bupatl yang tldak mengumumkan informasi
~ keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam

- Pasal 208 dikenai sanksi administratif sesuai dengan .
: ketentuan peraturan perundang—undangan '

Dalam rangka mcnyedlakan statlstlk keuangan -
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208

ayat (3) huruf d; daerah melakukan konsohdasx

laporan keuangan daerah d1 hngkup daerah provinsi.

-mendukung keterbukaan _ mformam kepada:' B

-'v‘.'l’““-"’"““‘
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|  BABXVIT
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

 Bagian Kesatu
Umum -

' Pasal 210

Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan
Daerah secara nasional dikoord'masikan oleh Menteri.

Pembinaan dan ‘pengawasan Pengelolaan Keuangan .
Daerah dllaksana_kan oleh:.
a. Gubernur . sebagal wakil Pcmcnntah Pusat bagl, '_

Daerah; dan -
b Bupati bag1 perangkat daerah

Pasal 211

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210
dilakukan dalam . bentuk fasilitasi, konsultansi, -

pendidikan dan pelatihan, serta p’enelitian, dan "

' pengembangan

Pengawasan sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 210

dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi,

pemantauan, bimbingan . tekms, ~dan  bentuk.
pengawasan lainnya - sesuai’ dengan ketentuan

peraturan perundang—undangan

o Pasal 212

_' dengan ketentuan peraturan perundang—und_angan.

1)

| __ 2

m

- Pasal 213

Untuk mencapm Pengelolaan Keuangan Daerah yang '

ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,
Bupati wajib menyelenggarakan sistem pengendalian

‘mtemal atas pelaksanaan Keglatan Pemermtahan
~ Daerah. =~ . , . _

Pcnyelenggaraan - sistem .”pengendahan mtcrnal"'
- sebagaimana dimaksud pada ayat (1} sesuai dengan_

ketentuan peraturan perundang-undangan

" pasal 214

Pembmaan dan pengawasan terhadap penggunaan

DBH, DAU, dan DAK dalam APBD dilakukan dengan

cara supervisi, pemantauan dan pengevaluasian. .

"Pémﬁinaan dan pengawasan Sebagaimana dimaksud =
dalam Pasal 210 dan Pasal” 211 dilaksanakan sesuai -

~% e .



(2) Supem31 'Liéﬁiantauanri dan pehgé{rélua31én L
.penggunaan . DBH, ‘DAU dan DAK sebagalmana IR

dimaksud pada ayat (1) bertu_]uan untuk:

- a memastikan - bahwa DBH sudah - dunanfaatkan'
- - -secara - optimal - untuk membxayal -Urusan -

- Pemenntahan yang. men_]adl kewenangan daerah

.. dan sesuai -dengan - prioritas daerah termasuk
-‘Urusan Pemerintahan' tertentu yang d1atur dalam '

~ peraturan perundang—undangan,

o '-'_b._memastlkan ‘bahwa :DAU sudah dunanfaatkan o
- secara . optimal - untuk memblaym ~ Urusan

" - Pemerintahan yang menjadl kewenangan “daerah

. terutama . untuk penyediaan . pelayanan publik. .
oo - sesuai .- denga.n ketentuan peraturan perundang—'_

:"‘_;_undangan, dan -

.- c. memastikan: bahwa DAK sudah dlmanfaatkan' o
- - secara optlmal untuk memblaym ~ Urusan
. " Pemerintahan pada Kegiatan- khusus yang menjadi =~

- = kewenangan-daerah dan sesuai’ dengan pnontas‘“ '
EE nasxonal pada tahun anggaran bcrkenaan o

3) i_- Ketentuan mengenau tata cara pelaksanaan supem31,

. pemantauan ° dan  pengevaluasian. sebagaimana
- dimaksud- pada ayat (1) d1atur dcngan Pcraturan,

Menten

o Pasal 215

' .'Dalam rangka pelaksanan pembmaan dan pengawasan' '
.'terhadap peiaksanaan Pengeloiaan Keuangan' Daerah, .= .
- . _.Menteri - menetapkan - pedoman - tekms ~ Pengelolaan
Keuangan Daerah.. - ~ T e

Pasal 216

[(1) Daerah menerapka.n sistem pemenntahan berba81s_ A

-"clektronlk da.lam Pengelolaan Keuangan Daerah

B 2 ,Daerah waij menerapkan 31stcm ' pemermtahan
- berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan ..

Daerah secara terintegrasi paling sedikit meliputi:

T a ‘penyusunan- Program dan Kegxatan dan rencana

- kerja daerah;

‘penyusunan renca.na kerga SKPD
penyusunan anggaran; . = -

.- pengelolaan Pendapatan Daerah

=X ".cr

Daerah; o
- '_akuntan31 dan pelaporan, dan -
‘pengadaan barang dan j jasa. -

@
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(3) Dalam hal Daerah tidak menerapkan sistem
pemerintahan  berbasis elektronik di  bidang
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Menteri  yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan melakukan penundaan dan/atau
pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan atas
usulan Menteri.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 217

Pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun

- 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010
Nomor 07) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 218

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini  dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Pringsewn.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal, 3 Februari 2022

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI
Diundangkan di Pringsewu

pada tanggal & 3 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KAHUPATEN PRINGSEWU,

dto
HERI [SWAHYUDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2021 NOMOR 1 574

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG NOMOR  11/1257/¢Rs /2021
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{3) Dalam hal Daerah tidak menerapkan sistem
pemerintahan  berbasis elektronik di  bidang
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan melakukan penundaan dan/atau
pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan atas
usulan Menteri.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 217

“Pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010
Nomor 07) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 218

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini - dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Pringsewu. -
Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal,, 3 Februari 2022
BUPATI PRINGSEWU, |
dto
SUJADI
Diundangkan di Pringsewu

pada tanggal, 3 pebyuarife022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2021 NOMOR 167

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG NOMOR  11/1257/PR3 /2021



1L

. 'PasaIS

| Pasal 4

- Pasal 2.

' PENJELASAN
- ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU -
: NOMOR 1 TAHUN 2021 ' SRR

IR TENTANG | | |
POKOK POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |

UMUM
’Terbxtnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

‘Pengelolaan ~Keuangan Daerah;, membawa = dampak - perubahan

pengaturan - tentang - keuangan daerah. Peraturan  Pemerintah ini

- disusun untuk. menyempurnakan: pengaturan Pengelolaan Keuangan - -
Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun . 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, - berdasarkan -

1dent1ﬁka81 masalah dalam Pengclolaan Keuangan Daerah ‘yang terjadi
dalam peiaksanaannya selama - ini. = Penyempurnaan -~ pengaturan

-tersebut juga dilakukan untuk menjaga -3 (tiga) pilar tata Pengelolaan
- Keuangan Dacrah yang balk yaltu transparansx, akuntablhtas dan
- 'pam$1pat1f

Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengclolaan -

Keuangan Daerah mengatur mengenai perencanaan dan penganggaran,
pelaksanaan dan penatausahaan ‘dan pertanggun.awaban keuangan

- Daerah.. Berdasarkan prinsip, asas, dan landasan umum yang-diatur
‘dalam . Peraturan - Pemerintah . ini, Pemerintah Daerah - dlharapkan :
- mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai
‘dengan “keadaan -dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati
peraturan perundang—undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem
E tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan
‘ Keuangan Daerah yang efektJf eﬁsxen, dan transparan ' :

Bahwa' dalam rangka membenkan pelayanan dan kesejahteraan 7
3 kepada rakyat mewujudkan tertib administrasi keuangan daerah dan -
“menjamin terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah Kabupaten
' Prmgsewu yang selaras dengan. perkembangan ketentuan ketentuan
yang berlaku, maka dipandang.perlu menyusun kembali Peraturan
Daerah Kabupaten Prmgsewu tentang Pokok-Pokok Pengclolaan :

Keuangan Daerah
PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :
Cukup Jelas._ =

Cukup J elas.r_ "
Cukup Jclas.

Cukup Jelas. _

R | . }"::r::‘}ﬁl' =


ACER
Typewritten text
1


PasaIS - a
Cukup Jelas.

Pasal6
Ayat (1) '
Yang dlmaksud dengan tert1b" adalah Keuangan Daerah _
- dikelola secara tepat Waktu dan tepat guna yang didukung
dengan  bukti - administrasi yang “dapat -
dlpertanggun.awabkan ' o ' '

Yang dimaksud dengan "efisien” adalah pencapaian
Keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau
penggunaan masukan terendah untuk mencapai Kclua.ran
tertentu.

Yang dimaksud dcngan "ekonomis” adalah perolehan
masukan dengan kualitas dan kuantltas tertentu pada
tingkat harga yang terendah '

‘Yang dimaksud dengan "efektif adalah pencapaian Hasil
~ Program dengan Sasaran yang telah ditetapkan, yaitu
~dengan cara membandmgkan Keluaran dengan Hasil. '

Yang dimaksud- dengan "transparan” adalah prinsip
keterbukaan . yang memungkinkan masyarakat untuk
“mengetahui dan’ mendapatkan akses 1nf0rma31 seluas—-
luasnya tentang Keuangan Daerah. :

" Yang dimaksud - dengan "bertanggung Jawab" adalah- '
perwujudan kewajlban seseorang atau satuan kerja untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian
sumber daya -dan . pelaksanaan kebl_;akan yang
dipercayakan kepadanya daiam rangka pencapa1a.n tujuan
yang telah dltetapkan ,

- Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah kese1mbangan o
distribusi kewenangan dan pendanaannya

Yang dimaksud dengan "kepatutan" adalah tindakan atau
suatu sikap yang -dilakukan - dengan wajar dan
proporsional. Yang dimaksud dengan "manfaat untuk
masyarakat” adalah Keuangan Daerah diutamakan untuk
pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan "taat pada ketentuan peraturan
.perundang—undangan - adalah Pengelolaan Keuangan
~Daerah harus - sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan .
Ayat (2) . e
: Cukup Jelas.ﬂ '
Ayat (3) ' -
o Cukup Jelas. -
~ Pasal 7 o
Ayat (1) o
, - Cukup Jelas.

roT NN



e . Ayat (2)
IR Hurufa L
_ : Cukup Jelas T
'Huruf b-
S Cukup Jelas
‘"Hurufc - .
IR Cukuchlas R
: Huruf d -
T Cukup Jelas
S Hurufc B
- : : CukupJelas REEE
‘Huruf f - -
' Cukup Jelas
Huruf g :
Cukup Jelas
Hurufh -
_ CukupJelas L . ' T
S . Bupati - rnenetapkan pejabat yang melakukan,
] . o o . pemungutan penerimaan daerah yang tcrbagl atas: L
1) pajak daerah oleh Kepala SKPKD;
. 2) retribusi daerah oleh Kepala SKPD; -
. 3) hasil = pengelolaan . kekayaan daerah yang
R . : | S dxplsahkan oleh Kepala SKPKD; dan , T
S o : ) .4) lain-lain ' pendapatan daerah yang sah oleh, _
- s - Kepala SKPKD/SKPD , '
Hurufj - S
Cukup Jelas
Huruf k-
. Cukup Jelas
. Bupati- menetapkan Sekretarls Daerah sebaga1 g
Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah sesuai-
~dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri = =
SRR . ~"Nomor = 19 ‘Tahun 2016 tentang Pcdornan STl
. N Pengelolaan Barang Mﬂlk Daerah. :
CukupJeIas o : :
_ Cukup JeIas Co - L
B Ayat(3) R
~ Cukup Jelas
Ayat (4) e
“Hurufa s | : o L
Yang dlmaksud dcngan "koordmator adalah terka.lt :
dengan peran ~dan fungsi - Sekretaris Daerah -
membantu Bupati clalam menyusun kebuakan dan
mengoordlnasxkan penyelenggaraan - - Urusan -
Pemerintahan daerah' termasuk - Pengelolaan"'
-Keuangan Daerah - -
Huruf b .
Cukup Jelas B

AW N
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Ayat (3)

- Pasal 11

Huru_f b
‘Hurufc
Huruf d

Hurufe

Cuklip Jelas.' :
Cukup Jelas.

Cukup J elas. 7

Kewenangan pemungutan pajak daerah tidak
dlplsahkan dari kewenangan SKPKD ' sesuai

dengan ketentuan

undangan
Huruf f

Huruf h
Hurufi

Huruf j

Cukup Jelas.

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

- Hurufj

Cukup Jelas.
Cukup Jelas.

Humfa

Hurufc

Cukup J elas.
Huruf e

Huruf h
Cukup Jelas.
Hurufi

. peraturan

. Cukup Jelas.
. Hurufg - s
Cukup Jelas. '

Cukup Jelas; o |
Cukup Jelas.

Cukup Jélas.

, Cukup Jelas.
Huruf b S
- Cukup Jelas. .

_ Cukup Jclas. :
Hurufd

Cukup Jelas. -
Cukup Jelas,* .

"Huruf g : _
Cukup Jelas. -

perundang-

Yang dimaksud dengan mclaksanakan Pembenan

pinjaman  Daerah
Kabupaten ' Pringsewu"

Pemerintah
adalah  hanya terkait

eksekusi Pemberian Pinjaman Daerah. bukan

Cukup Jelas. B

kcbljakan Pemberian Pinjaman Daerah



) | Pasal 13

Hurufk :
- Cukup Jelas, =
“Huruf 1 o
: - Cukup Jelas. '
Ayat (4) S
Cukup Jelas.

Pasal 12 .
Cukup Jelas.

Ayat (1) _
. Hurufa o
- Cukup Jelas. -
‘Huruf b
Cukup Jelas. .
Huruf ¢ '
S Cukup Jelas. L
~ Hurufd L
S Cukup Jelas. '
Humfe - -
: Cukup Jelas._ .
Huruf '
Penerimaan selam pajak dacrah dunaksud yaitu:
1) Retribusi Daerah; dan
2) Lain- Iam pendapatan daerah yang sah.
‘Huruf g
' - Cukup Jelas o
Hurufh )
o Cukup Jelas., ‘
Yang dimaksud dengan "mengelola Utang dan
Piutang  Daerah yang menjadi tanggung jawab
SKPD yang dipimpinnya" adalah sebagai aklbat
_ yang d1t1mbu1kan dari pelaksanaan DPA SKPD. '
Hurufj
Cukup Jelas
Huruf k
' Cukup Jelas;
- Hurufl
- Cukup Jelas.
- Hurufm )
- Cukup Jelas.'
- Hurufn
' B Cukup Jelas.}
Ayat 2y o
' Cukup Jelas.
Pasal 14 _
Ayat (1)
‘Yang dimaksud: dengan “Unit SKPD” termasuk unit
pelaksana tekms daerah _
Ayat(2)
Cukup Jelas.

vy
e



Ayat (3) S

Cﬂklip Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5) -

Cukup Jelas.

Pasal 15
Ayat (1)

Ayat (2}

Yang dimaksud dengan "PA/ KPA da]am melaksanakan
Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD
selaku PPTK" adalah PA/KPA menetapkan PPTK melalui
usulan atasan langsung pejabat yang bersangkutan

Yang dimaksud dengan "membantu tugas adalah tugas
yang ditentukan. oleh PA/KPA dalam . rangka
melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengehiaran
atas Beban anggaran belanja yang melaksanakan
anggaran SKPD yang dipimpinnya, yaitu:
a. mengendalikan pelaksanaan Kegiatan;

- b. melaporkan perkembangan pela.ksanaan Kegxatan

 c. menyiapkan dokumen dalam ‘rangka pelaksanaan
'~ anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan
Kegiatan; dan

d. melaksanakan keglatan pengadaan barang/ jasa sesuai
dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan
‘yang mengatur pengadaan barang/ Jasa

Ayat (3)

Cukup Jelas.

' Pasal 24

‘Pasal16 -
' Cukup Jelas.
~ Pasal 17
' Cukup Jelas.

- Pasal 18
Cukup Jclas.

" Pasal 19 .
- Cukup Jelas.

- Pasal 20 -

S Cukup Jclas,
Pasal 21 |

L Cukup Jelas.

Pasal 22 _

o Cukup Jelas.
* Pasal 23

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Pasal 25 _
Cukup Jelas.



- Pasal 26

Ayat (1)

Ayat (2)
. Cukup Jelas.

Cukup J elas.

Ayat (3)

: Yang dimaksud dengan "fungsi otorisasi" adalah anggaran

daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan '
dan belanja pada tahun berkenaan.

' Yang dimaksud dengan "fungsi perencanaan" adalah

anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen

_dalam merencanakan Kegiatan pada tahun berkenaan.

Yang dimaksud de_ngan "fungsi pengawasan" adalah -

anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah
Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan. '

Yang dimaksud dengan "fungsi alokasi" adalah anggaran
daerah ‘harus diarahkan untuk menciptakan lapangan
kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber
daya serta mcmngkatkan efisiensi dan efektivitas'

_ 'perekonozman

Yang dimaksud dengan | “fuhgst distribusi" adélah'
kebijakan anggaran daerah harus memperhatlkan rasa

: ,keadllan dan kepatutan
- Yang dimaksud @ dengan "fung81 stabilisasi” adalah

anggaran Pemerintah Kabupaten Pringsewu menjadi alat
untuk memelihara. dan mengupayakan kesennbangan_ |
fundamental perekonomlan Daerah. :

Ayat (4)

3 Pasal 27 .'

. Cukup Jelas

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Ayat (3)

Cukup J elas;

Cukup J elas. |

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayét (6)

Ayét 7

Cukup Jelas.

Yang dimaksud dengan "dianggarkan secara bruto adalah

-~ jumlah Pendapatan Daerah yang dianggarkan tidak boleh

dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka
menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi
dengan bagian Pemcnntah Pusat dan Daerah lam dalam

- rangka bagl hasil
Pasal 28

Cukup J clas



Pasal'29
Cukup Jelas.

Pasal 30 :
Cukup Jelas.

Pasal 31
Ayat (1) ’ o

Yang dimaksud dengan "ekuitas" adalah sehsxh antara

' aset lancar dengan kewa_uban Jangka pendek

Ayat 2) : R

: " 'Cukup Jelas.

Ayat (3) '

Cukup Jelas.

Pasal 32 '
Cukup Jelas. " -

" Pasal 33

o Cukup Jelas.
p'asal 34
Cukup J elas._

- Pasal 35
Cukup Jelas. :

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37 -
~ Cukup Jelas.- _

Pasal 38 -
Cukup Jelas.

Pasal 39 -

Ayat (1) '

: Cukup Jelas
Ayat (2)

Huruf a B
Cukup Jelas
Hurufb ' . ' o
Yang dlmaksud dengan ‘“pajak buml dan -

bangunan” adalah pajak yang dikenakan atas
_ bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai -
~dan/atau = dimanfaatkan di kawasan yang
 digunakan untuk kegzatan usaha, antara lain

' perkebunan perhutanan’ dan pertambangan

~ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—

. ; undangan
Pasal 40
' ‘Cukup J elas

Pasal 41 '
Cukup Jelas _

. .t--‘f'
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Pasal 42
: Cukup Jelas.
Pasal43
' Cuk_up Jelas.
- Pasal 44 ' ’ '
Pendapatan bagi hasil merupakan bag1 hasil pa_]ak kendaraan

bermotor yang dibagikan oleh Daerah provinsi kepada Daerah
kabupaten /Kabupaten di wilayahnya. :

Pasal 45 B

_ Cukup Jelas.
- Pasal 46
' Huruf a ‘ o ‘ _
" Hibah baik dalam bentuk devisa, rupiah, barang
dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang
tidak perlu dlbayar kembah ' .
Huruf b -
Cukup Jelas.
Huruf c
- Cukup Jelas.

. Pasal 47 -

tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan
tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan
kewajiban kepada penerima maupun pemben serta udak
menyebabkan ekonomi biaya t1ngg1

Pasal 48
Cukup Jelas.

. Pasal 49 '
= Cukup Jelas.

. Pasal 50
Ayat (1)
o Cukup Jelas.
Ayat (2)

Cukup Jelas.
Ayat (3)
(, ' Cukup Jelas.
 Pasal 51
Ayat (1)

- Cukup Jelas.

Ayat (2)

- Cukup J elas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan standar harga satuan regional"

adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan

dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.
" Penetapan harga satuan . regional dilakukan dengan
i - memperhatikan tingkat kemahalan regional yang berlaku

_ di suatu Daerah.

Hibah termasuk sumbangan dari plhak ketxga/ sejenis yang,

[ |
Tk
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. Pasal 54

Ayat {4) _

. Standar harga satuan pada masmg-rnasmg Daerah dapat
memperhatikan tmgkat kemahalan yang berlaku di suatu
Daerah.

Ayat (5) _
-Cukup J clas.
Ayat (6) o
. "Cukup Jelas.

Ayat (7)
_ . Cukup Jelas.
.7 Pasal 52 :

L Cukup Jelas :
- Pasal 53 '
Cukup Jelas.

Cukup Jelas i

- Pasal 55
Ayat (1)
. Hurufa
_ ‘Cukup Jelas
Huruf b : , B
- Yang dunaksud dengan "belanja modal" antara-,-
- lain berupa belanja modal tanah, belanja modal -
. peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan -
bangiman belanja - modal jalan, irigasi dan
‘ jaringan dan aset tetap lamnya S o
Huruf ¢ _
Cukup Jclas
Hurufd S
~ Cukup Jelas.
Ayat (2) ' A
- Cukup Jelas
Ayat (3)
. Cukup Jelas :
. Ayat (4) s
Lo Cukup Jclas
Ayat (5)
' Cukup Jelas.
 Pasal 56
' . Ayat (1) :
. Hurufa : .
‘Yang dnnaksud dengan "belan_]a pegawal antara
-lain berupa gaji dan tunjangan, tambahan
- pcnghasxlan Pegawai ASN, belanja penerimaan
' lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala = -
- Daerah/wakil Kepala  Daerah, insentif -
~pemungutan pajak daera.h dan retnbu31 daerah
dan honorarium. :
- Huruf b
Cukup Jelas

"1, - & ’
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Huruf c :
Cukup J elas.
Huruf d _
Cukup J elas. '
‘Hurufe '
Cukup Jelas. o
Huruf { =
' Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas,
‘Ayat (4)
a Cukup Jelas.

Pasal 57

© Ayat (1) '
-~ Cukup Jelas.
Ayat (2) :
' Yang dimaksud dengan "Pegawai ASN" adalah profesi bagi
pegawal negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
B perjanjian kerja yang bekexja pada instansi pemenntah b
Ayat (3)

Cukup Jelas.
Pasal 58
Ayat (1) :
' Persetujuan DPRD dllakukan bersamaan dengan
pembahasan KUA :
Ayat (2)

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja

diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan
- untuk - menyelesa:kan tugas yang dmﬂeu melarnpam:_
- beban kerja normal. _ '

Tambahan penghasﬂan berdasarkan tempat bertugas
diberikan  kepada = Pegawai = ASN yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di Daerah memlhkl'
tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencﬂ

" Tambahan penghasxlan berdasarkan kondisi kerja
diberikan  kepada Pegawai ASN yang dalam
melaksanakan tugasnya berada pada hngkungan kerja -
yang memiliki resiko tinggi. '

Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi |
diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban
tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.

Tambahan penghasilan ~ berdasarkan prestasi kerja
~diberikan kepada Pegawai ASN yang memﬂ1k1 prestasr_
kerja yang tinggi dan/atau inovasi.

Tambahan - penghasﬂan berdasarkan pertlmbangan o
objektif lainnya diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang
diamanatkan oleh peraturan perundang—undangan '

‘Ayat (3)

: Cukup Jelas.
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= ";‘:‘;?t":§l=
«-, o



Ayat (4)
Cukup J elas.
Ayat (5)
: Cukup J eIas
Ayat ©
' Cukup Jelas.

Pasal 59 =
Ayat (1) - '
- Yang dxmaksud dengan "belanJa barang dan jasa" antara
lain berupa belan_]a barang paka1 habis, bahan/material,
jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan
- bermotor, = cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/
gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat,
- sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan’
- minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja,
- pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas,
- perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai,
] R ° - pemeliharaan, jasa: konsultansi, jasa ketersediaan
: L _ ' pelayanan (availability payment, lain-lain pengadaan
. - - barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang
dan/atau jasa yang diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa
yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja
beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan,
- sosialisasi - dan bimbingan teknis PNS, dan belanja
pemberian uang yang dlbenkan kepada plhak ket:ga/
masyarakat.

Yang dxmaksud dengan f‘barang/ jasa . yang - akan
diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga"
adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian
Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD

Ayat (2) :
Cukup Jelas
Pas_al 60 ' i
‘ R Yang dimaksud dengan "belanja bunga antara lain berupa
o belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga ‘utang
_ obligasi. _ _
Pasal 61
: Cukup Jelas.
Pasal 62
Ayat (1)
' Pcmbenan hibah dldasarkan atas usulan tertuhs yang

: dlsampmk_an kepada Bupati.

- Pemberian hibah' juga berupa pemberian bantuan
- keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi
di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/Kabupaten
- sesuai - dengan ketentuan. peraturan- perundang-
undangan ' :
Ayat (2) :
. Cukup Jelas

- -o=l-c
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o Ayat (3) R
R Cukup Jelas.
’Pasal63 - S T o
) Cukup Jelas e T
Pasaled T
. Ayat (1) - : T : o

Yang dlmaksud denga.n “bela.n_]a modal" | antara Iam .

 berupa belanja ‘modal tanah, belanja modal peralatan

“dan mesin, belan_]a'modal gedung dan bangunan, belanja

.. modal Jalan 1nga31 dan Jarmgan dan aset tetap lamnya
CAyat(2) -
-~ Cukup. Jelas -
 Ayat(3) . '
e Cukup J clas
Ayat (4)
TR Cukup Jelas : _ - .
Pasal 65 R ~ : I e
' CukupJelas. ' : S ) R
Pasal 66 - . e
_ Cukup Jelas.
' Pasa.l67 Sk
Ayat 1 - o _ ,
Yang dlmaksud dengan tu;uan tertentu Iamnya adalah

dalam rangka memberikan manfaat bag1 pemben_- e

o _ dan/atau penenma bantuan keuangan
,Ayat 2 - : : :
- CukupJelas

Ayat (3) K

L CukupJelas.

© Ayat(d) L e
L Cukuchlas. EEEE Do
Ayat (5) ' P o '

- Cukup Jelas.

' Ayat 6) :

Cukup Jelas.

' Ayat (7)

A Cukup Jelas..

Pasal 68 |
' Ayat (1) o

B Cukup Jelas. _'

Ayat (2)

‘ 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Ayat (3) _ _
. Cukup Jelas

Keperluan | mendesak sesuai  dengan karakteristik )
- -~ .- masing-masing Pemerintah Kabupaten Pringsewu
o sebagaimana dimaksud dalam Undang—Undang Nomor:— ]
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o Pasal 74

Pasal 69 -
Cukup Jelas.

Pasal 70 .
' Cukup Jelas.

Pasal 71 o
' Cukup Jelas. _

Pasal 72 . .

_ Cukup Jelas..

Pasal 73 -

- . Ayat (1)

: Cukup Jelas

- Ayat(2) | :
S Yang dimaksud - dengan "bukti. penerimaan” seperti.
. dokumen lelang, akta Jual beli, nota krcdlt dan dokumen
se_}ems lamnya. '

Cukup 'J'elas;
Pasal 75
= Cukup Jelas.

3 ’ Pasal 76 -
- Cukup Jelas. o
Pasal 77 - f
' Cukup Jelas.

Pasal 78 : :
Cukup J elas.

Pasal 79 _ _
"_7 Cukup Jelas.' '

_ Pasal 80 -
SRR Cukup Jelas.
Pasal81 _
Cukup Jelas.

Pasal 82 .
Cukup Jelas.

Pasal 83 :
Ayat (1) '
’ Yang dimaksud dengan "surplus APBD" adalah sehmh' :

" lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah *

Yang dimaksud dengan ”deﬁ51t APBD" adalah sehSIh
o kurang antara Pendapatan Daerah dan Belan_]a Daerah. -
- Ayat (2)
L Cukup Jelas
- Ayat (3) .
Cukup Jelas

TH e ey e g%
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Pasal84 R % R

Hurufa , - ] L
S SR " Yang d1maksud dcngan 'pembayaran cicilan pokok Utang
Ll U yang jatuh tempo” adalah pembayaran pokok Utang yang

belum . cukup tersedia anggaran “dalam. pcngeluaran

o Pemblayaan sesuai dengan pezjanjlan
" Hurufb g .

B Cukup Jelas.

Hurufc :
- Cukup Jelas.-

Hurufd -
Cukup Jelas.
Hurufe -

o | Cukup Jela_s.':
_VPasa185 = .
Cukup Jelas.
Pasa186 I
_ Cukup Jelas.
' ’:Pasal 87 e T
R CukupJelas. E T e T
'Pasa188 s B R
' Cukup J elas_. .

-Pasal 89
Ayat 1y - S
Cukup Jelas.
Ayat (2} - - : o
_ Pedoman penyusunan APBD antara laln memuat
a.- kebijakan penyusunan APBD; .

b. - teknik penyusunan APBD; dan T
R hal khusus lamnya ' SR
Ayat (3) S
Huruf a . "
: Cukup Jelas '.
Huruf b - :

. Cukup Jclas
Hurufc - : -
o Cukup Jclas
Huruf d-
Cukup Jelas
Huruf e .
. - Cukup Jelas

Huruf f o

. .- Strategi. pencapalan memuat langkah konkret

' o dalam mcncapal target ' :
_ CukupJelas R S e
-Pasal 90 T D '
CukupJeIas I -
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. Pasal 9 1 _ ' -

‘Bupati - menyampa1kan Rancangan Perda tentang APBD

berdasarkan RKA SKPD yang disusun dengan mengacu pada
RKPD, rancangan KUA dan rancangan PPAS yang dlsusun oleh
Bupat1 _

:‘Pasal 92 .
Ayat (1) _
Cukup Jelas
Ayat (2) -
" Hurufa
" yang tercantum dalam RPJMD.

Huruf b

Yang dnnaksud dengan - "pekerjaan atas

pelaksanaan - Kegiatan yang menurut sifatnya

“harus tetap berlangsung pada pergantian' tahun
anggaran” antara lain penanaman benih/bibit,

" ‘penghijauan, pelayanan perintis laut/udara,
makanan dan obat di rumah sakit, pelayanan -
- pembuangan sampah dan pengadaan - jasa“

pelayanan keberSJhan (cleamng semce)
' Ayat (3) :
- Cukup Jelas '
- Ayat 4) -
' Cukup J elas
Ayat (5) o
Cukup J elas
Ayat (6)
y o CukUp Jelas
- ‘Pasal 93 .
: Ayat (1)

. dengan semestcr pertama tahun anggaran bexjalan
Ayat @ -
: Cukup J elas
Ayat (3)
: Cukup J elas
' Pasal 94 '
' Cukup J elas.
Pasal 95
Ayat (1) : '
Penyusunan RKA SKPD dengan pendekatan Kcrangka-

S bertahap dlsesualkan dengan kebutuhan :

Ayat 2

.. Cukup Jclas

Ayat (3)
o Cukup J elas

Ayat @

Cukup Jelas.

Untuk kesmambungan penyusunan RKA SKPD Kepa.la
SKPD mengevaluasi. hasil pelaksanaan. Program dan
Kegiatan 2 {dua) tahun anggaran sebelumnya sampa1

Keg:atan Tahun Jamak mengacu pada Program o

Pengeluaran Jangka Menengah - dilakukan secara -



,-"__.Pasal 96 . L
CulmpJelas..<_';'_: SRS L
CPasalo? - L
- Cukup Jelas. . S a
"'Pasal 98
Cukup J elas.
*'__;Pasal 99. T
R Cukup Jelas.
 Pasal 100
- Cukup Jelas.. _
 _Pasa1101 B e
S ; Cukup Jelas.
o Pasal 102
3 Ayat(l] ‘
Rancangan Perda tenta.ng APBD memuat mfonnam

-Kinerja ‘berdasarkan Sasaran capaian Kinerja dan  : L

SR - - indikator Klner_]a masmg—masmg Program dan Keglatan
Ayat (2) " } : _ T

S Cuk'upJelas ' '
-'-jAyat (3).. :

" Cukup Jelas
~ Ayat (4)
) o Cukup Jelas
- Pasal 103 . : -
- Cukup Jclas '
': Pasal 104
' Ayat (1) : e B
- Yang dxmaksud dcngan : "pen_]elasan dan dokumen

pcndukung antara lain nota keuangan, RKPD KUA dan '

PPAS
Ayat (2) :
LT Cukup Jelas
. _Pasal 105 DR ,
R CukuPJdaS ST e
"fPasa1106 S R PP
- CukupJelas LT R
- Pasal 107 : et R
T TAyat(l)

' sebelumnya" adalah pagu jumlah pengeluaran APBD

yang dltetapkan dalam perubahan APBD tahun'

: . sebelumnya. - -
Ayat (2)

- dan harus dialokasikan oleh- Pémerintah’ Kabupaten
- 'VPrmgsewu dengan jumlah yang cukup untuk keperluan

_'_belanja pegawm dan belanja barang dan j Jasa

. -
1 -

Yang dlmaksud dengan angka APBD tahun anggaran'

“setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, sepertl_"'

oy

L -
;

YR

e

For ! TR I

~Yang dlmaksud dengan "belanja yang bersﬂ'at menglkat"_ —.
V_adalah belan_]a yang dibutuhkan ‘secara terus menerus

- .



Yang dimaksud dengan "belanja yang bersifat wajib"
adalah belanja ‘untuk terjaminnya kelangsungan

- pemenuhan pendanaan Pelayanan Dasar masyarakat

antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan
kewajiban kepada pihak ketiga, kewa_]lban pembayaran
pokok pinjaman, bunga pinjaman yang -telah jatuh

tempo dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan _

peraturan perundang—undangan

Ayat (3)

- Yang dimaksud dengan "angka APBD tahun anggaran

- sebelumnya" adalah pagu jumlah pengeluaran APBD .
yang dltetapkan dalarn perubahan APBD tahun - - -

-V:Pasal 108

._sebelumnya

Cukup. J elas

Pasal 109
Pasal 110 -

;Pasal 1 11

5 Ayat (1) '
- Cukup Jelas. :
Ayat (2) '

CukupJelas .

Cukup Jelas, .

Cukup Jelas..

Ayat (3) _
-~ . CukupdJ elas.
Ayat (4)

Yang dunaksud dengan "menguji kesesuaian" adalah

untuk menilai kesesuaian Program dalam rancangan -

Perda tentang APBD dengan Perda tentang RPJMD dan
menilai - pertimbangan - yang = digunakan dalam
menentukan Kegiatan yang ada dalam RKPD, KUA dan -
PPAS, serta menilai konsistensi antara rancangan Perda - .
tentang APBD dengan KUA dan PPAS. ' o

: Ayat 5)

. Ayaf 6) -

Cukup J elas

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Ajat 8)

Ayat (9)

Pasal 1 12

Cukup Jelas.

Cukup J e!as.

Cukup Jelas.

Cukup Jélras

Pasal 113

Cukup Jelas o

Rt L

AL N
P S,



'_: Pasal 1 18

';"'Pasal 119

Pasal 121 Ll E e

-':Pasal 122

. Pasal 114°

Cukup J elas.

“Pasal 115

- . Cukup J elaé.

__Pasa1116- R

Cukup Jelas.

'-Pasal 117

Ayat (1) R
R Cukup Jelas '
o Ayat 2) '

Contoh Penenmaan dan Pcngeluaran Daerah yang txdak

dilakukan melalui- Rekening Kas Umum Daerah, antara _

- lain sumber penerimaan yang berasal dari Pembiayaan
- pinjaman . dan/atau ‘hibah luar negeri - tidak ‘harus
- dilakukan  melalui Rekening Kas Umum Daerah namun
tetap - -harus d1bukukan dalam Rekemng Kas Urnum

Daerah
Cukup J elas

Cukup J éias

' Pasal 120°

Cukup Jéiés.

Ayat (1) - =
. Cukup Jclas
.~ Yang ditnaksud - dengan = "dokumen . lain

- dipersamakan dengan SPD" antara lain keputusan

tentang pengangkatan pegawa1

Ayat 3) - R “

Cukup J elas

L '_'Pasa1123 o  -, .

" Pasal 124

Ayat _(1)

Yang dlmaksud dengan "bank umum yang sehat" adaiah

- bank umum di Indonesia yang -aman/sehat . sesuai -
dengan ketentuan peraturan perundang—undangan yang .

mengatur mengenal perbankan

Ayat (2) - g

S Cukup Jelas. .
Ayat (3) o o S

: CukupJelas.' S -

‘CukupJéia's._ -

o T

v

S Y ST

yang

het

L]

Lout I
R

o

.



' Pasal 125
Cukup J elas

' Pasal 126 _
Cukup Jelas.

 Pasal 127
: ~.Cukup Jelas.

- Pasal 128 _

S Ayat(l) ,
- Cukup Jelas.

Ayat (2) - _

‘ Cukup Jelas. _

" Pasal 129
Ayat (1) :
Cukup Jeias.
Ayat (2) - '
Rencana penenmaan dana hanya diberlakukan bagi
S SKPD yang ‘memiliki tugas dan fung31 pcndapatan

' Ayat (3)

LT Cukup Jelas

~ * Pasal 130

o Cukup Jelas. : o
Pasal 131 . . _ o S
- ' 'Cukup Jelas. ‘ - S e

| Pasal 132
Cukup Jelas.

 Pasal133
' - Cukup Jelas.

~ Pasal 134

 Pasal 135

Cukup Jclas. .

_ Cukup Jélas. |
Pasal 136 ke
: Cukup Jelas.
~~ Pasal 137
~ Ayat (1) . ' . ' S
L Yang dlmaksud dengan "Penerimaan Daerah yang 51fatnya

berulang” adalah  penerimaan yang setiap tahun rutin

dianggarkan, seperti pendapatan pajak pendapatan
retnbum dan lainnya. - -

Ayat (2) :
“Yang dimaksud dengan "Penenmaan Daerah yang 31fatnya

tidak berulang" adalah penerimaan yang tidak setiap

tahun dianggarkan, seperti pendapatan tuntutan ganti
: rugi, pendapatan pcnjualan kckayaan daerah yang_
o dlplsahkan dan lamnya : ,



Ayat (3)

Pasal 138

o Cukup Jclas;

- '-Pasal 139
Pasal 140
: Pasal 141
Pasai 142

| Pas_gl 143

_Pasal 144

Pasal 146

Cukup J elas '

Cukupm‘-l-elas.'._ ~
Cuku;i Jelas.

, Cukup ‘.J.élas.ll"'f |

Cukup'Jclas.
Cukup Jelas._-_ )
 Cukup Jelas. -

S Pasal 145
'  Cukup Jelas.

= 'Ayat_ 5)
“p Pasal -147
| Pasal 148
.Pa_‘sal 149

e Cukup Jelas. S
- Pa'sal 150 - o

. Ayat (1)
 Ayat ).

Ayat (3) R
- Hurufa

Huruf b
. Hurufe -~
Hurufd
o Ayat (4) e
: -Cukup Jelas

Cukupﬁ J elas
Cukup J elas. 4.

Cuklip Jélas. _f

- Cukup Jelas.

Cukuﬁ Jelas.
CukupJelas,_ e

Cukup J elas

Yang ‘ dunaksud dengan permtah pernbayaran
adalah permtah membayarkan dari PA/ KPA '

Cukup Jelas.” -

Cukup J elas_-.- |

R ,::p"
- a2 b

Y .
‘J‘!fl-

\J#JH



Pasal 151 -
R Cukup Jelas.

Pasal 152
Cukup Jelas.

Pasal 153
B Cukup Jelas.
Pasal 154 -

- Cukup Jelas.
" Pasal 155
' Cukup Jelas.
Pasal 156 e
‘Cukup Jelas. U

Pasal 157
' Ayat (1)

- penjelasannya yang akan direalisir dalam 6 (enam) bulan

benkutnya berdasarkan reahsa31

Ayat (2) _
Cukup Jcias

Pasal 158 =
Cukup Jelas.

Pasal 159 -~

Cukup Jelas.

Pasal 160 * -
Cukup Jelas.

' Pasal 161 .
= Cukup Jelas.

Pasal 162 -
- - Cukup Jelas.

Pasal 163 o
Cukup Jelas. -

Pasal 164 "
Ayat (1)
Cukup J elas
Ayat (2)
~ Yang dimaksud dengan "leblh besar dan 50% (hma puluh

Yang dimaksud dengan "prognosis" adalah pralnraan dan

_persen)” adalah" batas persentase minimal selisih (gap).

| ~ kenaikan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.
Pasal 165 . : | o |
' Cukup Jelas.

Pasal 166 - -
Cukup Jelas. .

Pasal 167 = -
~ Cukup Jelas. -



" Pasal 168

Cuktip Jelas.

' ,Pasal 169

Cukup J elas.

~ Pasal 170

. Cukup stlas.l .

: Pas_af 171
 Pasal 172

" Pasal 173

Cukup Jelas. -

. Pasal 174 e ‘ B |
- Yang dimaksud dengan penjelasan dan dokumen pendukung

Cukup J elas.

Cukup Jelas. -

~ antara lain nota keuangan perubahan RKPD dan. perubahan -
"KUA dan PPAS o _ .

. 'Pasal 175
Cukup Jelas.

' Pasal 176

o Cukup Jclas.'-

' Pasal 177

- Cukup Jelas.

: Pasa.l 178

Pasal 181

o Pasal 182

" Cukup Jelas.

Pas_al' 1 83

Cukup Jelas. -

© Pasal179 -
-Cukup Jelas. = -

L Pasal 180 _
" Cukup Jelas.

Cukuchlas._ .

- Cukup Jelas.

Pasal 184

- Cukup Jelas.

- Pasal 185
. Ayat(l)

 Ayat(2)

- Cukup J elas

Huruf a’

Yahg dunaksud dengan :

"'flaporan.

-realisasi

anggaran” adalah laporan yang menggambarkan

perbandingan

antara

anggaran .

dengan

aaaaa



Z"Pasal 186 - .
: Cukup Jelas. e

: Hurufb

reallsasmya dalam 1 (satu) periode pelaporan,_._ - o

sesuai struktur APBD yang diklasifikasikan ke
pendapatan belan_]a dan Pernbxayaan

Cukﬁp J elas

- Hurufc ...

Hurufd
 Hurufe'-
Huruff

L _Hurufg |

Ayat-(3) N

Pasal 187

" Cukup J eIas._ 'r
Cukui) J elas-.;g
Cukui: Jelas_.}

~ Cukup JcIas.f’- : .

Cukup Jelas;'

Cukup J elas '

Cukli'p”Jelas. S

Pasal 188

" Pasal 189

Cukup Jelds. ~

Cukup Jclas._-'. e

-Pq_sal 190 --

' 'Pasal 191

Cukup Jelas.

o ,Cukupﬁelés;if_f-'
- Pasal192 |

Cukuiﬁ Jelas.* W

| Pasal 163 -

..Pasall 194
L Cukup Jelas

~ i'rPasal 195

' Cuk'up Jelas.-'-

"dalam kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek -

Investasi dilakukan  sepanjang memberi ~ manfaat bagi
peningkatan Pendapatan- Daerah, peningkatan kesejahteraan -
. masyarakat, peningkatan pelayanan masyarakat dan/ atau tldak S
mengganggu hkmd;tas Keuangan Daerah.

— rPasal 196

*Pasal 197 .

CukupﬂJelas .

Cukup J elas .



o Pasal212

~ Pasal 198 '
Cukup Jelas.
Pasal 199

B Cukup Jelas

Pasal 200 .
: Hurufa

 jasa layanan umum" antara lain rumah sakit daerah,
penyelenggaraan pendldlkan pelayanan lisensi dan

Yang dimaksud dengan penyedlaan barang dan/ atau

‘dokumen, penyelenggaraan jasa penylaran pubhk dan -

. pelayanan j _]asa penelitian dan pcngu_uan
‘ Hurufb : L
| - Yang ‘dimaksud - dengan - "dana  -khusus - untuk
" meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada

‘masyarakat" antara lain dana bergulir, usaha rmkro -

-~ kecil, menengah dan tabungan perumahan
Huruf c
Cukup J elas

Pasal 201 :
- CukupJelas._ B

: Pasal 202
o Cukup Jelas.

Pasa] 203 -
Cukup Jelas.

Pasal 204 '-
Cukup Jelas. -

Pasal 205 :
- Cukup Jelas.

- Pasal 206 :
Cukup Jelas.

Pasal207
: ' CukupJelas.'

- Pasal 208 o
CukupJelas.H -

~ Pasal 209 . B
' Cukup Jelas.”

Pasal 210 | '_
o Cukup Jelas, . -
Pasal 211 -
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.

Pasal213 - |
Cukup Jelas. -

~
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- Pasal 214 =
| . Cukup Jelas._ -
L _'Pasal 215 R
S Cukup Jelas.
-Pasal_ 216
7 Cukup Jelas. :

- Pasal217 L
' Cukup Jelas. S

-Pasal 218 Lo
- _Cuk_up Jelasi-"
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